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Nama 
Program Studi 
Peminatan 

Judul Tesis 

ABSTRAK 

: Ematia Suwartika 
: Kajian Ketahanan Nasional 
: Kajian Stratejik Perencanaan, Stra.tegi dan 

Kebijakan 
: Pengembanga.n Organisasi Pusat Dokumentasi dan 

lnfurmasi Hukum Nasional Dalam Penyebarluasan 
Informasi Hukum (Studi Kasus Pusat Dokumentasi dan 
lnformasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukurn 
Nasional) 

Penelitian mengenai Pengembangan Organisasi Pusat DoJ...'Ultlentasi dan Informa.si 
Hukum Nasional dilatar belakangi oleh adanya tuntutan masyarakat dalam 
memperoleh infonnasi hukum sehingga mengharuskan Pusat Dokumentasi dan 
lnformasi Hukum NasionaJ melakukan Pengembangan Organisasi. 

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
yang dikemukakan oleh Cummings and Worley melaiui pendekatan pada aspek 
strategl~ teknoiogi, struktur, somber daya manusia. sistcm dan budaya dalam 
organisasi. Informan dalam penelitian ini adalah pejahat dan staf di lingkungan 
Pusat Dokumentasi dan Infunnasi Hukum Nasional, Pengumpulan data dilakukan 
dengan wawancara mendalam~ sedangkan analisis dilakukan dengan merujuk pada 
pendapat infonnan dan didukung dengan teori-teori yang terkait dengan 
pengembangan organisasi. 

Oari analisis basil wawaocara secara mendalam terhadap inform.W. dapat 
disimpulkan bahwa l) Strategi, berupa visi, misi tujuan dan sasaran telah 
digunakan secara efektif dalam p'edoman kerja 2) pada aspek teknologi, masih 
terdapat kekurangoptimalan pada website yang dimiliki,. hal ini terlihat dari 
kurang Iengkapnya infonnasi yang ditampilklm 3) pada aspek Struktur, Pusat 
Dokurnentasi dan lnfonnasi Hukum Nasional belum mencerminkan pola kelja 
pendokumentasian yaitu pengumpulan, pengolahan dan penyajian sehingga teljadi 
tumpeng tindih peda pelaksanaan pekerjaan. 4) sedangkan Sistem kerja yang 
terjadi selama ini tetah mencerminkan sistem kelja yang kondusif dimana setiap 
tugas dan kegiat.an dlkoordinasikan dengan baik antara bidang satu dengan bida.ng 
yang lain 5) Sumber Daya Manusia, jumlah yang ada sekarang ini dapat dikatakan 
memadai akan tetapi dari kualitas. sumber daya manusia harus ditingkatkan dalam 
upaya penyebaran infonnasi hukum, 6) Budaya keija yang te!jadi di Pus.a.t 
Dokumcntasi dan bformasi Hukum Naslonal telah berjalan dengan baik dimana 
masing-masing individu dap.at mengutarakan pendapatnya dan dengan kuat 
memegang komitmen untuk memajukan Pusat Dokumentasi dan Informasi 
Hukum Nasionat 

HasH Penelitian menyarankan bahwa perlu adanya pembenahan pada struktur 
urganisasi Pusat Dokumentasi dan lnfonnasi Hukum Nasional dengan 
memperhatikan alur kerja pendokumentasian yaitu pengumpulan~ pengolahan dan 
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penyajian+ kemudian pada teknologi terutama pada website bphn.go.id harus 
scgera dibenahi terutama kelengkapan konten atau muatan infonnasi yang dapat 
diakses oleh ma.'lyarakat lua~ pada sisi sumber daya manusia., diperlukan reward 
sebagai penghargaan terhadap prestasi keija agar pegawai benar-benar 
melaksanakan tugas terutama dalam penycbarluasan informasi hukum. 

Kata kunci 
Organisasi. pengembangan organisasi 
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Name 
Study program: 
EnthuSiasm, 

Title 

ABSTRACT 

Emalia Suwartika 
National Resilience Research 
Study of the planning strategic, strategy and policy 
The development of the organization of the centre of the 
documentation and national legal infonnation in dissemination 
legal information (case study of the documentation center and 
information nationaJ legal the national law reform agencies) 

The research concerning the development of the organil.ation of the centre of the 
documentation and national legal information background by the existence of the 
society demand in receiving legal information so as require the documentation 
center and legal infonnation national conduct the organization development 

The analysis that be used is the qualitative descriptive analysis with the approach 
that it is propose by Cummings and Worley through the approach in the aspect of 
the strategy, technology, the structure, human resources,. the system and the 
culture in the organization. the informant in this research is. the official and the 
staff in the central environment of the documentation and legal infOrmation 
national, the data collection is carry out with the deep interview, whereas the 
analysis is cany out by referring in the informant 's opinion and being support 
with theories that are relate to the development of the organization. 

From the analysis product by the interview in depth against the informant, could 
be conclude that 1) the strategy. took the form of the point of view, the aim 
mission and the target is us effectively in the work guide 2) in the aspect of 
technology, still is gotten less optimally in website that is had. this is seen from 
more incomplete him information that is put forward 3) in the aspect of the 
structure, the centre 'Of 'the documentation and legal infonnation nlltional did not 
yet reflect the pattern of the work of the documenting that is the collectio~ the 
processing and the presentation so as to the overlap in the implementation of the 
work happenA) whereas the work system that happen unti!l now reflect the 
conducive work system where each task and the activity is coordinate well 
between the field of one and the other field 5) human resources, this current 
available number oonld be said adequate but from the quality. human resources 
must be increase towards the spreading of legal information, 6) the work culture 
that hap~n in the centre of rhe documentation and legal information national 
went well where respectively the individual could explain his opinion and 
powerfu!ly hold commitment to move forward the centre of the documentation 
and legal information national 

Results of the research suggest that needing the existence of the repairing to the 
structure of the organization of the centre of the documentation and legal 
infOrmation national by paying attention to the work channel of the documenting 
that is the collection, the processing and the presentation. aftef'\Vards in Lechnology 
especially in website bphn. five~ id immediately must be straighten out especially 
the completeness content or information cargo that could be access by the wider 
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community, to the side of human resources~ is need reward as the appreciation 
towards the achievement of the work so that the oJfictal really carries out the task 
especially in the spreading of Iegallnfunnation. 

Key word, 
the organization, the development of the organization 
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BABl 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini bcrisi alasan~alasan yang melatarbe1akangi penelitian yang 

dilakukan di Pusat Dok:umentasi dan !nformasi Hukum Nasional Badan 

Pemhinaan Hukum Nasional, selain itu akan dijelaskan pula. pernmusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan 

penelitian 

!.1 Latar Belakang 

Perubahan tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang bergulir cepat 

merupak:an salah satu proses demokrasi~ salah satu prasyarat menuju negara yang 

demokratis adalah dilaksanakannya prinsip transparansi hukwn untuk 

menciptakan hukum yang responsip. Transparansi merupakan prinsip pemerintah 

untuk: memenuhi hak publik terhadap informasi, karena akses publik terhadap 

infonnasi merupak:an hak warga negara yang hruus dipenuhi oleh. negara:. Daiam 

era transparansi, masyarakat menghendaki adanya keterbukaan dan kebebasan 

untuk memperoleh informasi, oleh karenanya pemerintahan harus mampu 

memberikan layanan yang c:-ePat:. akurat dan tidak berbelit~belit,. sehingga 

masyarakat terpenuhi kebutuhannya seCara memuaskan untuk mendapatkan 

informasi terutama informasi mengenai produk hukum dari berbagal insatansi 

yang berwenang. 

Seiring dengan berlakunya Undang~undang K.eterbukaM Informasi Publik, 

maka pemerintah berkewajiban dan semakin dituntut untuk dapat menyajikan 

pelayanan infonnasi hukum sccara mudah, murah, cepat dan tepnt wak:tu. 

,Mudah" dalwn arti prosedur untuk mendapatkan infonnasi publik tidak bcrbelit~ 

belit dan mudah dilakuk!lfl, sedangkan pengertian .,Tnfunnasi Publik" merujuk 

pada semua jenis infonnasi yang dihasilkan atau dikelola lembaga publik 

termasuk infonnasi hokum, peraturan perondang-undangan dan putusan 

pengadilan yang penling, semenlara yang dimaksudkan lembaga publik adalah 

rneliputi seluruh Jembaga eksekutif, Jegislatif dan yudikatif dan pengawas publik 

Universitas Indonesia 

Pengembangan Organisasi..., Emalia Suwartika, Pascasarjana UI, 2009



2 

baik di tingkat pusat maupun daerah, tennasuk juga organisasi non pemerintah 

dan swasta yang menjalankan fungsi pelayanan publik. 

Begitu pula dalam pembangunan bidang hokum, di mana hukum 

merupakan infomasi yang bersifat publik dan sebagai salah satu syarat penegakan 

supremasi hokum adalah tersedianya akses infonnasi hukum bagi semua orang 

(warga negara). Di sarnping itu proses pembangunan sistem dan politik hokum 

juga memerlukan dukungan dokumentasi dan informasi hukum. Tersedianya 

akses terhadap infonnasi hukum dan mudahnya dok:umen atau informasi hukum 

ditemukan kembali merupak.an tujuan utama dari penyelenggaraan tugas pokok 

dan fungsi unit kerja dolrumentasi hukum. Didasari pemikiran ini, maka perlu 

adanya mekanisme yang t.eratur dan berke1anjutan untuk mengenalkan hukum 

yang berlalru pada masya:rakat, dan dalrun penyebarluasan informasi hukum juga 

harus dapat memberik:an jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan hukum~ 

hukum terbaru, sehingga dalam mengambil keputusan masyarakat pada umumnya 

dan para pengambil kebijakan atau kepuhtsan pada khususnya tidak mengacu 

pada ketentuan yang salah. 

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai salah satu unit 

Eselon I pada Departem¢n Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas 

pokok melaksanakan pembinaan di bidang hukum nasional. Dengan 

mclaksanakan tugas yang diamanatkan. serta visi yang diemban yaitu 

,.Terwujudnya sistem dan politik hukum nasional yang mantap datam rangka 

tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia""', diharapkan dapat 

memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat Bentuk kegiatan pelayanan 

hokum yang memHiki andi1 cukup besar dalam pemban~nan dan pembinaan 

hukum nasionai adalah pelayanan tersedianya dokumentasi dan infonnasi hukum. 

Pusat Dokumentasi dan Infonnasi Hukum Nasional merupakan salah satu 

unit ese!on Il di Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas 

"rnelaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pengelolaan, pcrnbinaan dan 

pengembangan dokumentasi dan infonnasi hukum berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan oleh Kepala BPHN". Sebagai salah satu pcnyedia informasi hukum~ 

Pusat Dokumcntasi dan Informasi Hukum Nasional mempunyai pemn yang 

strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan hangsa, karena dapat menjadi 
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media dan pusat informasi serta swnber ilmu pengetahuan yang terus dapat digali 

dan dikembangkan, Selain itu Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 

berkewajiban dan semakin dituntut untuk dapat menyajikan pelayanan informasi 

hukum yang mengemas semua dokumen yang siap diberlkan kepada pubHk secara 

mudah, murah, cepat dan tepat waktu. Dengan memperhatikan fungsi serta togas 

Pusat Dok:umentasl dan Infonnasi Hukum Nasionai, maka cita--cita yang hendak 

dicapai adalah terciptanya kondisi yang memungkinkan berbagai kalangan atau 

lapisan masyarakat untuk mengetahui hak-baknya yang aotara lain memperoleh 

inforrnasi hokum dengan mudah. cepat., lengkap dan akurat. 

Sebagai salah satu penunjang dalam kegiatan pembinaan hukum nasional, 

Pusat Dokumentasi dan lnformasi Hukum Nasional dituntut untuk selalu tanggap 

terhadap perubahan lingkungan yang berdampak: baik secara langsung maupun 

tidak Jangsung terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi yang cenderung 

semakin bertambah dan semakin kompleks khususnya dalam bidang hokum. Oleh 

karenanya dituntut untuk terus berusaha menyediakan berbagai infonnasi hukum 

agar mampu secara cepat dan tepat memberikan pelayanan infonnasi hukum yang 

diperlukan bagi terciptanya admin!strasi pemerintahan yang baik melaiui sistem 

pelayanan pubHk dan pengeloJaan pemerintah yang lebih baik. 

Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dapat dilakukan secara 

manual dan , otornasi, yang semuanya bertujuan untuk memudahkan dan 

pemberian tayanan kepada pengguna. Pelayanan dokumentasi hukum yang 

dilakukan oleh l>usat Dokurnentasi dan Infonnasi Hukum Nasional dalam upaya 

penyebarluasan informasi hukum terbagi menjadi dua layanan yaitu perpustakaan 

manual dan layanan online melalui website ~ww.bphn.ao.id. Dalam pengelola.an 

secara manuaJ, pengo1ahan bahan dokumentasi yang berarti segala upaya atau 

usaha penyedlaan keterangan yang terkandung dalarn bahan dokumentasi hukum. 

diiakukan berbagai kegiatan teknis pengolaha.n bahanldata dokumentasi infurmasi 

hukum sesuai kebutuhan keterangan bidang hukum yang hendak diperoteh untuk 

rn.cmpennudah penemuan kembaiL 

Perpustakaan huku1n Pusat Dokumentasi dan Infonnasi Hukum Na<;ional 

bersifat terbuka dalam arti sebagai penyedia layanan publik di bidang hukum, 

perpustakaan ini di samping digunakao oieh para perencana, peneliti, dan 
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penyuluh hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional juga terbuka untuk 

masyarakat umum yang berminat dan membutuhkan infonnasi terutama informasi 

hukum. Namun dalam perkembangannya pemanfaatan Pusat Dokumentasi dan 

lnformasi Hukum Nasi anal be.rjalan sangat lamban karena berbagai kendala, salah 

satunya dapat terlihat dari minimnya anggaran yang dialokasikan untuk mengelola 

Pusat Dokumentasi dan Inforrnasi Hukurn Nasional, seperti untuk perpustakaan, 

dalam pengadaan buku koleksi perpustakaan yang idealnya mencapai Rp. 

I 00.000.000,- namun kenyataannya hanya dapat terealisasi sebesar Rp. 

5.000.000,- saja, dana sebesar itu harus sudah termasuk untuk perawatan 

perpustakaan. Minimnya anggaran disebabkan salah satunya karena perpustakaan 

yang ada di Pusat Dokumentasi dan Infonnasi Hukum Nasional hanya berada 

pada posisi eselon IV padahal secara ideal Perpustakaan yang berada dalam suatu 

instansi berada pada posisi eselon III . 

Koleksi buku yang kura_'l.g lengkap terutama buku-buku baru yang tidak 

sesuai dengan kebutuhan pencari informasi manjadikan perpustakaan Pusat 

Dokumentasi dan lnformasi Hokum Nasional sepi dikunjungi oleh para 

pemustaka, dari data yang diperoleh setiap harinya perpustakaan ini hanya 

dikunjungi paling banyak 3-5 orang saja hal ini terjadi karena salah satunya 

koleksi buku yang kurang lengkap. Ketidak lengkapan koleksi buku perpustakaan 

disebabkan karena selama ini pengelola hanya diikutkan dalam menyusun judul

judul saja tanpa diikut sertakan dalam pembelian, sehingga hasilnya banyak.judul 

buku yang tidak sesuai dengan kebutuhan pencari informasi. Selain itu sarana 

penunjang seperti meja, kursi dan pendingin ruangan sudah tidak memadai lagi 

atau dalam kondisi yang harus segera diperbaharui menjadikan para pemustaka 

tidak nyaman untuk datang dan mencari infonnasi di perpustakaan Pusat 

Dokumentasi dan Inforrnasi Hukum Nasional. 

Bahan pustaka yang dikelola oleh Perpustakaan Hukum terdiri dari buku

buku hokum mulai dari terbitan baru hingga buku-buku hukum langka terbitan 

jaman Belanda, referensi, karya-karya ilmiah hukum, hasil-hasil seminar hokum, 

kliping koran, artikel-artikel, komn maupun majalah yang berhubungan dengan 

hukum, peraturan daecah seluruh Indonesia serta peraturan perundang-undangan 

tingkat pusat dalam bentuk lembaran lepas. 

Universitas Indonesia 

Pengembangan Organisasi..., Emalia Suwartika, Pascasarjana UI, 2009



5 

11ayanan online www .bphn.go.id sebagai perpustakaan digital yang 

rlikelolr oleh Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasiona! juga belum 

dapat dimanfaatkan secara maksimal. Setelah melakukan revitalisasi 

penyernpumaan layanan online, sru:npai s.aat lni masih dalam tahap pernbenahan 

dan masih mernerlukan perbaikan, baik tampilan maupun muatan atau isi website 

itu sendiri. Pembenahan lay~man -..vebsite bphn.go.id tidak terlepas dari pesatnya 

teknologi sekara.ng ini, untuk itu ketersediaan sumber daya man usia yang mampu 

secara handa:l memabami teknologi khususnya website harus pula tersedia di 

Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional , tetapi pada kenyataannya 

sumber daya manusia yang ada pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum 

Nasiona1 belum mampu mengantisipasi permasalahan yang ada pada website 

tersebut sehingga upaya revitalisasi dan rekonstruk:si portal situs hphn.go.id be1um 

rnaksimal dalam upaya penyebaran infonnasi buk'Um kepada masyarakat atau 

pencari infonnasi hukum. Walaupun untuk mengakses 1ayanan online ini telah 

dapat dilakuka.n dengan cepat tetapi dari segi konten atau isi serta muatan dari 

web site itu sendiri maslh terdapat kekurangan sehingga para pencari informasi 

khususnya infonnasi hukum mengalami kesulitan. 

Pentingnya pengembangan Pusat Dokumentasi dan lnfonnasi Huk.um 

Nasional didasari dari pentingnya infonnasi huk:um sebagai landasan pembuatan 

kebijakan hukum serta sesuai deilgan Keputusan Presiden Nmnor 91 Tahun 1999 

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional hahwa, Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum ada1ah suatu sis:tem: pendayagunaan bersama 

pernturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukurn lainnya secara 

tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian 

pelayanan infurmasi hukum secara mudah. cepat dan akurat dalam 

pengi.mpiementasiannya dibutuhkan suatu sistem infonnasi agar berdayaguna dan 

berhasilguna secara maksimal. Da!am Keputusan Presiden tersebut Pusat 

Dokumentasi dan lnfonnasi Hukum Nasional ditunjuk sebaga:i Pusat rujukan bagi 

anggota-anggota jaringan yang tersebar diseluruh Biro Hukum Kabupaten!Kota 

dan Unit Eselon I Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kanwil 

Departemen Hukum dan HAM seluruh Indonesia, hai ini menuntut Pusat 

Dokurnentasi dan Infurmasi Hukum Nasional uotuk terus berkembang dalam 
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berbagaj hal) baik sumber daya maupoo kelengkapan dan kesiapan baik secara 

materi maupun sarana dan prasarana. 

Sclain itu kewajiban penyebarluasan infonnasi hukum oieh pemedntah 

dBakukan sejalan dengan fungsi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan lnfonnasi 

Hukum Nasional adalah: 

a. Sebagai salah satu upaya penyedia sarana pembangunan hukum; 

b. Untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan 

hukum; 

c. Untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan 

perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya; 

d. Untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan 

dan kepastian hukum. 

Untuk menjadikan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum NasionaJ 

sesuai dengan harapan, maka barus menetapkan pola kerja serta kebijakan~ 

kebijakan yang dapat mendukung kemajuan Pusat Dokumentasi dan Informasi 

Hukum Nasional. Berkaitan dengan iatar belakang yang teiah dikemukakan, maka 

perlu kiranya untuk dilakukan penelitian mengenai pengembangan organisasi 

Pusat Dokumentasi dan lnfurmasi Hukum Nasional. Penelitian inj akan 

difokuskan pada upaya pangembangan yang dilakukan oleh Pusat Dokumentasi 

dan Informasi Hukum Nasional. 

1.2 Perumusan Mas.alah 

Berdasarkan iatar belakang yang telah diuraikan di atas, maka diperlukan 

suatu pendekatan terhadap upaya pengembangan Pusat Dokumentasi dan 

Informasi Hukum Nasional. Salah satu pendekatan yang dipanctang dapat 

rnemberikan solusi adalah pendekatan pada pengembangan organisasi dalam 

upaya rnendukung pencapaian misi dan tugas serta fungsi Pusat Dok:umentasi dan 

InfonnasJ Hukum Nasional. Keputusan ini berangkat dari asumsi bahwa dengan 

organisasi yang berkembang maka akan mamp:..~ memaksimalkan apa yang 

menjadi potensinya., serta marnpu mengantisipasi apa yang rnanjadi kendala 

sehingga pada akhimya dapat berkembang seperti yang diharapkan. 
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Scltingga yang menjadi pokok porrnasalallan dalarn ponelitian ini adalalt 

,Bagaimanakab upaya pengembangan organisasi Pusat Dokumentasi dan 

Informasi Hukum Nasional dalam menyebarluaskan informasi bukum?" 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah~ penuiis bermaksud mendeskripsik:.an dan 

menelaah berbagai masalah yang berkaitan dengan pengembangan organisasi. 

Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis upaya pengembangan organisasi 

Pusat Dokumentasi dan Infonnasi Hukum Nas:ional dalam menyebarluaskan 

inforrnasi hukum sehingga siap untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 

Pusat Dokumentasi dan Infonnasi Hukum. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari basil penelitian in1 adalah: 

a. Memberikan sumbangan pem:ik:iran bagi pengembangan, 

khususnya dalam pengembangan Pusat Dokumentasi dan Informasi 

Hukum Nasional 

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pimpinan dalam 

mengembangkan Pusat Dokumentasi dan lnformasi Hukum 

Nasional. 

c. Menambah wawasan penulis dibidang pengembangan organisasi 

khususnya pengembangan Pusat Dokumentasi dan Infurmasi 

Hukum Nasional 

d. Memperkaya khasanah literarur mengenai pengembangant 

khususnya dalam pengembangan Pusat Dokumentasi dan Infonnasi 

Hukum Nasional 

1.5 Keraugka Pemikiral! 

Pentingnya upaya pengembangan organisasi Pusat Dokumentasi dan 

lnformasi Hukurn Nasiona~ adalah untuk rneningkatkan kemampuan dalam 

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyebarluasan infonnasi 

hukum. Hal tersebut sejalan dengan pcrnikiran McGill {!982:33). sebagai berikut: 
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Pengembangan organisasi adaiah suaru proses yang dilakukan secara sadar 
dan terencana untuk mengembangkan kemampuan suatu organisasi 
sehingga dapat mencapai dan mempertahank.an suatu tingkat optimum 
prestasi. yang diatur berdasarkan efisiensi, efektivitas dan kesehatan. 

Sesuai dcngan penjeJasan di atas. maka pengembangan organisasi Pusat 

Dokumentasi dan Infonnasi Hukum Nasional hakekatnya merupakan usaha yang 

dllaksanakan secara sadar dan terencana. dengan pertimbangan yang cerrnat. 

supaya kemampuan organisasi benar-benar meningkat serta dapa.t 

mempertabankan tingkat prestasi yang optimal, sehingga dapat menunjang 

pelaksanaan penyebaran infonnasi hukum secara nyata., dinamis,. serasi dan 

bertan!lllllns jawab. · 

Implikasi dari upaya pengembengan organisasi secara keseluruhan 

menuntut dilakukannya pern"benaban berbagai aspek organisasi. Untuk itu 

Cummings dan Worley {2005:101) menyatakan bahwa dalam proses 

pengembangan. organisasi dapat diubah meiaiui pengubahan strategi, teknologi, 

struktur. sistcm dan sumber daya manusia serta kultur. Supaya proses 

pcngembangan organisasi dapat mencapai sasaran serta mampu mewujudkan 

efektivitas dan efisiensi organisasi, maka pengembangan organisasi dapat 

menerapkan kerangka kerja sebagaimana dijelaskan di atas, antara, fain menc;;ll..llp: 

a. Strategi, yaitu adanya suatu rencana organisasi yang jelas dalam 

pengaiokasian berbagai sumber daya untuk mencapai berbagai tujuan dan 

sasaran yang te!ah ditetapkan. 

b. Teknologi, yakni adanya peralatan yang mempergunakan teknologi seperti 

kornputer yang dapat digunakan sebagai alat pencapaian tujuan secara 

lebih efektif dan efisien. 

c, Struktur, yakni adanya bagan organisasi dan uraian tugas yang jelas, 

adanya pendeiegasian wewenang dan tanggung jawab yang jelas yaitu 

siapa harus bertanggung jawab kepada siapa. serta baga.imana hubungan 

antar unit kerja di datam organisasi. 

d. Sistem, yakni adanya berbagai prosedur, proses-proses, serta rutinitas yang 

memiliki ciri khusus bagaimana pekeljaz.n penting harus dilakukan. 

e. Sumber Daya Manusia, yakni adanya orang-orang yang ada dalam 

organisasi dengan berbagai Jatar ~lakang., seperti jenis kelamin. ·usia, 
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pengalaman.. tingkat pendidikan dan sebagainya.. yang dapat memberi 

kontribusi terhadap organisasi. 

f. Budaya, yakni budaya keJja yang ada dalam organisasi tersebut yang da.pat 

memberikan iklim kerja yang memungkinkan semua personil dapat 

beketja dan beraktititas dalam rangka pencapaian rujuan organisasi. 

Dengan demikian dalam konteks pengembangan organisasi Pusat 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional daiam upaya penyebarluasan 

inforrnasi hukum dapat dianalisis berdasarkan kerangka ketja pengembangan 

organ~sasi tersebut. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan tesis ini diorganisasi secara sistematis dalam 5 bab yaitu 

Babl : PENDAHULUAN 

Babll 

Bablll 

Bab[V 

Pada bab lni berisi alasan-aiasan yang melatar belakangi penelitian 

yang dilakukan di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum 

Nasional Badan Pembina.an Hukum Nasional, seJain itu akan 

dijelaskan pula, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. 

kerangka pemikiran. dan sistematika penulisan peneHtian 

: T!NJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini merupakan tinjauan pustaka: dari konsep yang 

menguraikan penelitian terdahu1u. kerangka konsep, operasionaHsasi 

konsep yang berkaitan dengan masa1ah yang diteliti. 

: METODE PENELffiAN 

Dalam bab ini membahas mctode penelitiao yang mencakup uraian 

pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan 

proses analisis data dan batasan peneiitian. 

: PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai Gambaran umum Jokasi 

Penelitian dan pembahasan basil penelitian di Pusat Dokumentasi 

dan Informasi Hokum Nasior.al Badan Pemhinaan Hukum Nasional 

Departemen Hukum dan Hale Asasi Manusla Republ ik Indonesia. 
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: KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang 

diberikan berdasarkan basil penelitian yang diJakukan dan juga dapat 

menjadi bahan masukan dan bahan pertlmbangan dalam 

pcngambilan lcehijakan pada instansi terkait 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Guna menunjang pene!itian., l.ltcralur yang akan digunakan terdiri dari 

penelitian terdahulu yang terkait dengan pengembangan organisasi serta kerangka 

konsep yang menjelaskan teori dan konsep pengembangan organisasi serta 

opernsionalisasi konsep 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Terdapat: beberapa penelitian atau tesis yang digunakan sebagai acuan dalam 

melakukan penelitian in~ antara Jain: 

a. Hubungan Antara Persepsi Terhadap Hasil Pengembangan Organisasi 

Dengan Kinerja Karyawan 

Penentian yang dHakukan oleh Wina:rso S. Tjokrosudirdjo pada 

tahun 2002, bertujuan untuk 111engetahui hubungan antara persepsi karyawan 

terhadap basil pengembangan organisasi dengan kincrja pegawai. Hasi1 

penelitian menunjukkan bahwa persepsi karyawan terhadap basil 

pengembangan organisasi terhadap kinerja pegawai tldak memiliki 

hubungan yang signifikan pada tingkat signifikansi S 0,05. 

b. Pengembangan lnstrumen Organisasi Pembelajaran Pada Organisasi 

Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota (Studi Pada Suk.u Dinas Kesehatan 

Jakarta Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor) 

Penelitian yang dilakukan oieh Fajar Ariyanti tahun 2002, bertujuan 

untuk mengembangkan alat ukur atau instrumen pembeJajaran untuk 

organisasi kesehatan tingk:at Kabupaten/Kota berdasarkan konsep Peter 

Senge (Disciplines of Learning Organization). Hasil penelitian ini 

didapatkan alat ukur atau instrumen organisasi pembelajaran yang memlliki 

nilai validitas isi) konstruk dan kriteria yang baik sehingga instrumen ini 

dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi organisasi untuk menilai apakah 

organisasinya termasuk organisasi pembelajaran atau tidak Hasil yang 

didapat menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kelompok urnur • masa kelja. dan jenis kelamin jika dihubungkan dengan 
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persepsi mengenai organisasi pembe!a.jaran, sementara perbedaan yang 

signifikan antara jenis kelamin jika dillubungkan dengan pesepsi mengenai 

organisasi pembelajaran pada variabel visi bersama. 

c. Pengembangan Motivasi Dan fklim Organisasi Terhadap Kua1itas Pelayanan 

Pada Kantor Suku Dinas PJU dan SJU Kotamadya Jakarta Utara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Raspu Fermana pada tahun 2006, 

menunjukan bahwa variabel motivasi kerj~ iklim organisasi sama-sarna 

berpengaruh positif dan cukup kuat terhadap kualitas pelayanan. Hal ini 

mengandung arti bahwa motivasi kerja dan iklim organisasi secara simultan 

apabila aspek motivasi kelja dan ikHm organisasi dalam lingkungan internal 

organisasi dikembatlgkan dan ditingkatkan maka akan berirnplikasi positif 

pada peningkatan kualilas pelayanan. 

Peningkatan k:ualitas pelayanan diperlukan upaya pengembangan 

rnotivasi kerja, memperbaiki ikllm organisasi dengan memperhatikan 

indikator-indikator dari motivasi dan iklim organisasi dan kualitas 

pelayanan. Karena hal ini akan mempengaruhi pada peningkatan kualitas 

pelayanan Suku Dinas PJU dan SJU Kotamadya Jakarta Utara. 

2.2 Keraogka Teori 

Kerangka teoritik yang digunakan daiam penelitian ini akan menjelaskan . 
konsep dan teori yang berkaitan dengan pcnnasalahan, yang antarn laln: 

1.2.1- T~ri Organisasi 

Organisasi merupakan alat yang digunakan orang...orang secara individu 

atau kelompok untuk menghasilkan berbagai macam tujuan. Dalam organisasi 

mencakup pengetahuan kolektif, nilai dan visi orang-orang yang secara sadar 

berupaya memperoleh sesuatu yang mereka inginkan arau suatu nilai. Dalam 

organisasi pula dapat dilihat sebagai suatu sistem penciptaan nilai yang 

mengarnbil masukan (input) da:ri lingkungan dengan menggunakan keterampilan 

serta pengetahuan untuk mcrubah masukan tersebut menjadi produk barang

barang atau jasa sebagai keluaran (output). 

Bebagai ahli menyebutkan bahwa organisasi sebagai suatu kesatuan sosial 

dari seke1ompok manusia yang saling berinteraksi menurut pola tertentu, sehingga 
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setiap anggota organisasi mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing> 

sebagimana yang dikemukakan oleh Robbins (1994:4) bahwa: 

Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dlkoordinasikan secara 
sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang 
bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan 
bersama atau sekelompok tujuan. 

Dengan demikian, suatu organisasi atau kelompok keljasama ini 

mempunyai unsur kekayaan sebagai berikut: 

a. Organisasi merupakan tala hubungan sosial. dalam hal ini seseorang 
individu melakukan proses interaksi sesamanya di dalam organisasi 
tersebur; 

b. Organisasi mernpunyai batasan~batasan tertentu (boundaries). dengan 
demikian seseonmg melakukan hubungan interak:si dengan Iainnya 
tidak: atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan 
tertentu; 

c. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata. aturan. yang bisa 
membedakan suatu organisasi dengan kumpulan-kumpulan 
kemasyarakatan. Tata aturan ini menyusun proses interaksi di antara 
orang-orang yang bekerjasa.ma di dalamnya, sehlngga interaksi 
tersebut tidak: muncu1 begiu saja; 

d. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur 
didalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kelja 
untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Istilah lain dati unsur ini 
ialah terdapatnya hirarki. Konsekuensi dari adanya.hirarld ini adalah 
bahwa di dalam organisasi ada pimpinan atau kepa!a dan bawahan atau 
staf. 

Pa.ndangan lain mengenai organisa'!i dikemukakan oleh Chester I. Bernard 

yang lebih menekankan tentang orang-orang sebagai anggota dari sistern tersebut. 

Bernard dalam Thoha (2000) menyatakan bahwa organisasi ialah suatu ststem 

kegiatan~keglatan yang terkoordinir secara sadar, atau suatu kekuatan dari dua 

manusia Nau lebih. Dengan demikian Bernard dalarn Thoha (2000) 

mengembangkan pendapatnya mengenai unsur kekayaan dari suatu organisasi, 

antara Jain: 

a. Organisasi terdiri dari serangkaian kegiatan yang dicapa.l lewat suatu 
proses kesadaran1 kesengajaan, dan koordinasi yang bersasaran; 

b. Orga.nisa.si merupakan kumpulan dari orang-orang untuk 
melaksanakan kegiatan yang bersasaran tertentu~ 

c. Organisasi memerlukan adanya komunikasi, yakni suatu basrat dari 
sebagian anggotanya untuic mengarnbil bagian pencapaian tujuan 
bersama anggota Iainnya. Dalam hal ini Bernard menekankan 
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peranan seseorang dalam organisasi, di antaranya ada sebagian 
anggota yang harus diberi informasi atau dimotivasi, dan sebagian 
lainnya yang harus membuat k:eputusan. 

Penekanan tentang konsepsi organisasi sebagai pengelompokan orang* 

orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu, dikcmuka.kan oleh 

Amitai Etzionj daJam Thoha (2000) ketompok seemacam ini mempunya1 

karakteristik antara lain: 

a, Mempunyai pembagian keija, kekuasaan dan pertanggung jawaban 
yang dik.omunik.asikan. Pembagian ini tidaklah dilakukan secara acak 
(random) melain.kan sengaja direncanakan untuk meningkatkan usaha 
mencapai tujuan tertentu; 

b. Adanya satu atau lebih pusat kekuasaan yang dapat dipergunakan 
untuk mengendalikan usa.ha~usaha organisasi yang teiah direncanakan 
dan yang dapat diarahkan untuk mencapai tujuan. Pusat kekuasaan ini 
juga harus dapat dipergunakan untuk menilai kemba\i seca.ra ajek 
pelaksanaan organlsas~ dan menyempumakarr struktur yang dianggap 
perlu uotuk meningkatkan efisiensi; 

c. Adanya usaha pergantian kepegawaian, seseorang yang cara ketjanya 
tidak memuaskan dapat dipindah dan diganti oleh orang lain. Dalam 
organisa._,i juga dapat dilakukan usaha memadukan kembali kegiatan 
kepegawaian dangan earn pemindahan atau promosi. 

Disamping rumusan~rumusan di atas. terdapat satu pendapat yang cukup 

lengk:ap yang dapat menjelaskan pengertian organisasi. Blake dan Mounton dalam 

Thoha (2000) mengenalkan keka~ yan.g melekat pada organisasi. Kekayaan 

tersebuf antara lain; 

a. Organisasi senantiasa mempunyai tujuan; 
b. Organisasi mempunyai kerangka (structure); 
c. Organisasi mempunyai earn yang memberikan kecakapan bagi 

anggotanya untuk melaksa.nakan ke~a mencapai tuj uan tersebut 
(know-how); 

d. Organisasi, didalamnya terdapat proses interaksi htJbungan ketja 
antara orang-orang yang bckerja sama mencapai tujuan tersebut; 

e. Organisasi mempunyai pola kebudayaan sebagai dasar cara 
hidupnya; 

f. Organisasi mempunyai hasil~hasil yang ingin dicapai. 

Rumusan~rumusan Jain tentang organisasi juga dikemukakan oleh Siagian 

(I 986:60). yang menjela!:;kan pengertian organisasi sebagai berikut: 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa organisasi adalah suatu bentuk 
ikatan formaJ antara dua orang atau lebih yang secara sukarela sepakat 
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untuk berusaha bersama mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah 
ditentukan sebelumnya. Ikatan forma1 yang dimaksud di sini biasanya 
melahirkan hubungan kerja yang sifatnya hirarkhis, Artinya, ada orang 
yang mendapat kepercayaan menduduki jabatan pimpinan yang disebut 
kelompok manajedal. serta ada yang digo!ongkan pada katagori pelaksana 
yang tanggung jawab dan tugas utamanya rnelaksanakan kegiatan 
operasionaL 

Dalam pengertian di atas tercennln bahwa organisasi terbentuk dart 

adanya ikatan formal yang melahirkan berbagai hubungan secara hirarkhis di 

dalam organisasi. Menurut llasibuan (1986: 122) bahwa: 

Hubungan-hubungan di dalam suatu organisasi dapat digolongk:an atas: 
a. Line relations. 
b. Functional relations 
c. Staff relations 
d. CoordinaJ.ion relations, 

Ikatan formal dan hubungan-bubungan hirarkhis itu sangat diperlukan 

untuk berbagai maksud yang mendukung efektivitas keija organisasi ito sendiri. 

antara lain: 

a. Untuk menggambarkan tugas secara jelas antara berbagai satuan kerja 

yang ada dalam organisasi, dengan tidak melupak:an hubungan, saling 

keterkaitan, ketcrgantungan dan interaksi di antara berbagai satuan 

ketja tenoebut. 

b. Supaya terlihat dengan jelas petnbagian wewenang dan tanggung 

jawab di arttara satuan-satuan kelja yang ada datam organisasi, 

sehingga dapat menggambarkan dengan jelas ten tang siapa bcrtangung 

jawab kepada siapa, dan dalam hal apa. 

c. Sebagai sarana untuk mempermudah dan menjelaskan pendelegaslan 

wewenang secara vertikal. Mengingat pendelegasian wewenang sangat 

diperlukan, terutama berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. 

d. Untuk mengetahui jaringan informasi apa yang terdapat dan dapat 

dimanfaatkan dalam organisasi, mengingat penman dan fungsi 

infonnasi sangat dominan bagi terwujudnya efektifitas. efisiensi dan 

ketepa.ian proses keJja organisasi. 
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e. Guna mengetahui saluran komunikasi yang ada dan dapat digunakan 

untuk berbagai kepentingan organisasi, seperti penyampaian infonnasi 

termasuk pedntah dan laporan, penyampaian saran. pemecahan 

masalah, dan untuk melakukan konsultasi antar satuan ketja. 

Meskipun pengertian organisasi itu berbeda-beda namun satu hal yang 

dapat disimpulkan adalab adanya kesamaan atas beberapa karakteristik organisasi. 

yaitu 

a. mempunyai tujuan tertentu 

b. mempunyai hubungan (inpersonal) 

c. mempunya.i kegiatan kerjasasma. 

Selain itu pengertian-pengertian organisasi pun, para pakar menunjukan 

perhedaan tentang pengertian. Perbedaan itu menurut Kasim {1993:1) sclain 

rnasalah ketidak sepakat:an juga masalah kompleksitas darl organisasi. Selain 

dengan perkembangan pemlkiran dalam llmu Administrasi. terdapat 3 pendekatan 

utarna dalam anal isis organisasi yaitu (1) prosedur dan tata kerja organisasi untuk 

mencapai tujuan (W.ori klasik); (2) pendekatan Neoklasik yang meaekankan 

analisis kepada hubungan manusia dalam rnenjalankan tugas-tugasnya untuk 

mencapai tujuan; (3) pendekatan modem yang lebih menekankan analisis yang 
' kumprehensif dengan memandang organisasi sebagai satu kesatuan sistem yang 

bersifat terbuka dan merniliki sating ketergantungan (contingency) antar unsur

unsur dari dalam organisasi dengan Jingkungannya, karena itu pendekatan modem 

ini disebut juga sebagai pendekatan kontingenst Secara rinci pendekatan

pendakatan tersebut dapat di uraikan sebagai herikut: 

a. Teorj Klasik 

Teori klasik secara umum memandang bahwa ocganisasi digambarkan 

sebagai sangat tersentralisasi dan tugas-tugas terspcsialisasi, selain itu juga 

menekankan pentingnya rantai perintah dan pengguna.an disiplin aturan dan 

aspirasi yang bulat untuk menjaga organisasi beropera.si secara efisien. Teori 

kiasik bersifal mekanis struktural dan kaku~ bukan kreatifitas. 
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b. Teori Neoklasik 

Teori Neoklaslk merupakan pengembangan dari teori klasik. Teori 

neoklasik menekankan pentingnya aspek sosial dan aspek psikotogis. Lebih 

lanjut teori neok.lasik menekankan perlunya (1) partisipasi setiap orang 

dalam proses pengambilan keputusan, (2) Perluasan kerja Gob enlargmem), 

(3) Manajemen bottom up yang memberikan kesempatan kepada manajer

manajer junior untuk berpartisipasi da!am proses pengambilan keputusan 

(Reksohadiprodjo: 1991~ 

c. Teori Modem 

Teori modem melihat unsurorganisasi sebagai satu kesatuan. Teori ini 

mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang 

berkaitan dengan lingk:ungan yang stabil, teiapi organisasi adalah suatu 

sistern terbuka yang harus dapat mengikuti perkembangan lingkungan bila 

ingin rnempertahankan ke1angsungan hidupnya. Karena organisasi dan 

lingkungan adaJah saling ketergantungan, rnasing~rnasing tergantung pada 

yang lain sebagai sumber. Teori modem adalah multidisiplin da.ri berbagai 

bidang disiplin ilmu pengetahuan. Interaksi dinamis antar proses-proses, 

bagian-bagian dan fungsi-fungsi dalam suatu organisasi, maupun dengan 

6rganisasi lain dan dengan lingkungan. 

Teori modem menyebutkan bahwa ke:rja suatu organlsasi adalah sangat 

komple~ dinamis, multilevel dan multtvariable. Organisasi tcrdiri dari antar 

hubungan bagian-bagian dalam suatu sistem. Se:bagai suatu sistem menurut 

Reksohadiprodjo (1991) organisasi terdiri atas 3 unsur: 

a. unsur struktur yang bersifat makro, 

b. unsur proses yang juga bersifat makro dan 

c. unsur prilaku anggota organisasi yang betsifat makro. 

Ketiganya saling kait mengkait dan tidak terpisahkan satu sama lain, 

sehingga untuk mempelajari sistern yang ada dalam organlsasi hendaknya 

memandang organisasi sebagai suatu keseluruhan. 
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2.2.2 Pengembangan Organi.sasi 

Setiap organisa.l:!i pada dasarnya berada di da1am suatu kondisi Hogkungan, 

yang senantiasa mengalami berbagai perubahan. Di mana perubahan-perubahan 

tersebut selalu teljadi dalam berbagai kehidupan bermasyaraka~ beik di bidang 

poHtik; ekonomi, sosi.al budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. bahkan juga 

nilai-nilai sosiai dan organisasionai. Dengan demlkian, organisasi senantiasa 

dihadapkan pa<la tuntutan untuk dapat melakukan adaptasi terhadap berhagai 

perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. 

Sesuai dengan kenyataan tersebut, maka yang perlu mendapat perhatian 

atas kehidupan organisasi adalah menyesuaikan kemampuan organisasi terhadap 

berbagai perubahan tersebut. Karcna setiap perubahan yang terjadi di dalarn 

tingkungan organisasi, pada dasamya selalu membawa tantangan yang harus 

dihadapi sekaligus memberikan kesempatan atau peluang yang dapat 

dimanfaatkan oleh organisasi, baik untuk kepentingan usaha pencapaian tujuan 

masa kini maupun dalam rangka mengantisipasi berbagai kemungkinao untuk 

mewujudkan cfektifitas organisasi di masa yang akan datang. 

Pengembangan organisasi sebagai suatu proses juga merupakan metode, 

guna mengarnhkan upaya mengadaptasikan kondisi kemampuan organisasi secara 

berencana. sesual kebutuhan dan tuntutan ak.ibat berbagai perubahan dalam 

lingkungan organisasi yang bernanglrutan. 

adalah: 

Men..,;t Atmosudirdjo (1980:323) bahwa pengembangan organisasi 

Pengembangan organisasi adalah proses kegiatan yang merupakan fungsi 
dan kewajiban daripada administrator serta manajer-manajer bawahan 
untuk selalu mengembangk:an dan menyesuaikan organisasi yang 
dipimpinnya kepada perkembangan tugas pokok (mission), kepada 
perkembangan atau perubahan keadaan Iingkungan, kepada kemajuan 
teknologi yang dipargunakan, kepa<la linglrungan, kepa<la perkemhangan 
personil serta produktivitas dan sebagainya. 

Atas dasar pendekatan di atas. upaya pengembangan organisasi pada 

dasarnya lebih spesifik diarnhkan pada proses penyesuaian terhadap 

perkembangan togas pokok yang dihadapi oleh organisasi~ keadaan lingkungan di 

mana organisasi berad~ serta pertambahan jumlah personil akibat adanya 

perkembangan tugas pokok atau misi organisasi. 
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Selanjutnya Alm<>Sudirdjo (1980: 323) menjelasl<an aspek-aspek 

pengembangan organisasi ke da!am beberapa pengertian sebagai berikut: 

a. Pengembangan organisasi adalah scbagai fungsi administarator atau 
fungsi adrninistrasi yang seringjuga disebut organizanon development, 
dan 

b. Sebagai fungsi spesialis (Spccialistfungtion) yaitu sebagai suatu teknik 
menajemen (managemenl lechnfque} yang dipergunak:an untuk 
menghadapi masalah-masalah organisasi tertentu. 

c. Pengembangan organisasi sebagai suatu teknik manajemen merupakan 
;.matu strategi pendidikan yang kompleks, yang bertujuan mengubah 
kepercayaan. sikap mental, nilai~nilai dan struk.tur organisasi untuk 
disesuaikan kepada perubahan teknolog~ pasar. lingkungan dan 
tantangan~tantangan. 

SejaJan dengan pendapat di atas, maka pengembangan organisasl pada 

dasamya merupakan proses yang berhubungan Iangsung secara terus-menerus 

berkesinambungan setiap kali timbul perubahan keadaan di dalam lingkungan 

organisasi. Selain itu McGill (1982:33) mengemukakan bahwa 

Pengembangan organisasi adalah suatu proses yang diJakukan secara sadar 
dan terencana untuk mengembangkan kemampuan suatu organisasi, 
sehingga dapat mencapai dan mempertahankan suatu tingkat optimum 
prestasi yang djukur berdasark.an efisiensi~ efektivitas dan kesehatan 

Seh4tgga dalam pengembangan organisasi bukan saja merupakan proses 

melakukan berbagai perubahan secara berencana di dalam organisasi, de_ngan 

mencrapkan telmik-tek:nik terten~ tet!ipi juga merupakan proses yang 

rnenyeluruh bagi peningkatan kemampuan pernecahan persoalan organisasi secara 

lebih efektif dan efisien dengan memperha.tikan sistem nilai serta penerapan 

berbagai teknik intervensi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Indrawidjaja 

(1983:85) bahwa: 

Pengembangan organisasi merupakan suatu pendekatan sistem terhadap 
perubahan organisasi secara berencana didalamnya sela!u terdapat: 1) 
Sera.ngkaian sistem niJai tertentu; 2) Proses khusus tertentu; 3) 
Penggunaan berbagai macam teknik intervensJ yang berasa[ baik dari ihnu 
periJaku terapan maupun dari berbagai cabang ilmu lainnya 

Pentingnya pendekatan sistem daiam pengembangan organisasi 

sebagaimana dikemukakan dalarn pendapat di atas, menunjukkan bahwa 

pengembangan organisasi merupakan proses yang tcrpadu dan menyeluruh serta 

dtlakukan secara berkesinambungan. Meskipun P"ngernbangan organisasi 
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merupakan proses yang harus dilaksanakan secara menyeluruh dan 

berkesinambungan, sehingga dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara 

bertahap. Hal ini sejalan dengan penjelasan yang dikemukakan oleh lndrawidjaja 

(1983:89), sebagai berikut: 

Proses pengembangan organisasi merupakan proses yang diiakukan secara 

bertahap, baik dalam uasaha meningkatkan kemampuan memecahkan persoalan, 

maupun dalam rangka meningkatkan kemampuan me!akukan adaptasi terhadap 

tuntu!an perubahan dan masa depan. Pendapat tersebut pada dasarnya bahwa 

dalam proses pengembangan organisasi terdapat beberapa unsur penting yaitu: 

a. Proses yang dilakukan secara bertabap 

b. Usaha mcningkatkan kemampuan pemecahan persoalan 

c. Usaha meningkatkan kemampuan melakukan adaptasi 

d. Usaha rneningkatkan kemampuan melakukan antisipa.'>i. 

Secara rinci komponen-komponen tersebut dapat diurai.kan di bawah ini: 

a. P.roses yang diiakukan ~ara bertahap 

Mekanisme pengembangan organisasi merupakan proses yang sulit 

untuk dilakukan secara serentak. termasuk mekanisme pengembangan 

organisasi Pusat Dokumentasi dan Informa.si Hukwn Nasional. Hal ini 

disebabkan karena upaya peningkatan kemampuan suatu organisasi perlu 

mernperhitungka.'1 keadaan dan sumber daya yang dimiliki dengan 

kebutuban pcrububan yang dikehendaki. Dengan demikian pengembangan 

organisasi harus dilakubn secara bertahap sesuai skala prioritas yang 

mendesak, misalnya apakah usaha peningkatan kemampuan somber daya 

manusia yang akan didahulukan, atau peningkatan kondisi organlsasl. 

b. Usaha meningkatkan kemampuan pcmecahan persoalan 

Upaya peningkatan kemampuan memecahkan masalah merupakan 

kornponen penting dalam pengembangan organisasi, karena terjadinya 

berbagai perkembangan dalam menyongsong masa depan menuntut 

adanya kesiapan guna rnengantisipasi setiap perubahan. Oleh karena itu di 

dalam setiap organisasi menghendaki adanya upaya untuk meningkatlrnn 

kemampuan memecah.kan masalah, misalnya me!alui peningkatan 
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kernampuan sumber daya manusia dalam melakukan adaptasi dan 

antisipasi terhadap perubahan yang terjadl. 

c. Usaha meningkatkan kemampuan rnelakukan adaptasi 

Selain itu dalam pengembangan organisasi dibutuhkan kemampuan 

untuk melakuk:an adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang sifatnya 

dinamis dan terus-menerus mengalami perubahan. Sehingga 

memungkinkan tetjadinya berbagai perubahan yang sernakin bertambah 

rumit dan kompleks~ karena itu berbagai macam kegiatan yang dilakukan 

dalam rangka pengembangan organisasi tidal< dapat dilalrukan sekaligus 

secara serentak. melainkan harus dilakukan secara bertahap serta didahului 

oleh upaya melakukan adaptasi secara cermat 

d. Usaha meningkatkan kemampuan melakukan antisipasi 

Mekanisme pengembangan organisast yang lain adalah 

kemampuan melakukan antisipasi, dengan demikian kemampuan 

meiakukan antisipasi perlu dilakukan terutama antisipasi. terhadap berbagai 

tantangan yang akan dibadapi~ hambatan-hambatan yang harus di atasi, 

dan peluang dan kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 

organisasi. Untuk iw menuntut dilakukan antisipasi atas berbagai 

kemungkinan yang akan dihadapi secara cermat dan akurat. 

Beberapa pandangan mengenai konsep perubahan organisasi banyak 

dikemukakan oleh para ahli. William G. SC<>tt dalarn Reksohadiprodjo (1991) 

berpendapat ada be:berapa pandangan tentang konsep perubahan organisasi. 

Pertama Pandangan yang menyat.akan bah:wa pada hakekatnya sasaran atau target 

perubahan organisa'iiona1 adalah birokrasi sebagai alat administrasi untuk 

pencapaian tujuan-tujuan, sebagai suatu instrument kekuasaan dan pengaruh. 

Menurut konsep ini, dengan adanya diferensiasi perlu dilakukan seleksi individu

individu yang akan melaksanakan tugas-tugas. atau menjabat suatu fungsi dalam 

birokrasi atas kualifikasi tertentu yang disyaratkan fungsi tersebut 

Pandangan kedua dikemukakan oleh Warren G. Bannis dalam 

Reksohadlprodjo (1991), Perubahan organisasi dapat melalui dernokrasi rlan 

liberalisasi. Menurut konsep ini terdapat 6 kekuatan yang memaksa organisasi 
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memodifikasi baik struktur maupun iklim agar dapat berhasil mengh.adapi 

kekuatan~kekuatan lingkungan modern. Kekuatan~kekuatan itu adalah: 

a. Ak.selerdSi perubahan yang rnernerlukan adaptasi organisasional 

b. Perkembangan teknologi yang mengakibatkan akselerasi perubahan 

c. Makin kompleksnya organisasi karena makin bersamya organisasi 

dan berkembangnya !eknologi 

d. Perubahan sifat kazyawan karena makin berpendidikan. makin 

profcsional dan lain~lain 

e. Karyawan mengharapkan lebih banyak kcbebasan dan kekuasaan 

dalam kerja 

f. Makin tidak populemya wewenang tradisional, orang lebih 

menghargai wewenang: fungsional bedasarkan keah!ian. 

Pandangan ketiga yang dipelopori oleh Kaszt dan Rozenzweig dalam 

Reksohadiprodjo (1991) organisasi atau manajemen dapat mengetahui perbedaan 

antara situasi yang terjadi dengan situasi yang diinginkan berdasarkan berbagai 

ukuran. Ukuran yang digunakan adalah efisiensi organisasi, efektifitas serta 

kepua.-;an anggota. 

Pada dasarnya proses pengembangan organisasi dapat dipandang sebagai 

serangkaian tinda,kan ytmg beruntutan yang dimulai dari pengenalan masalah 

sampai pada penilaian stn<tegi perubahan. Bebernpa langkah penting dapat dilihat 

melalui penggunaan diagram arus seperti yang digambarkan oleh Steers 

(1985:!99) sebagai beriknt: 
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Gambar2.1 

Langkab-langkah Dasar Peogembaogan Organisasi 
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dan mc:modifikasi pcrubahan yang 
Sinitcgi hila periu "'~>'' 

7. 6, 

'--.t Mcngimplementasikan Memillh strntegi 
perubahan peruOOlmn 

Sumbcr: Steers{l9&5:1999) 

Mengingat pengembangan organisasi sebagai suatu proses yang 

beruntutan, maka dalam peJaksanaannya perlu rnemperhatik:an pnnstp-pnnsJp 

yang dapat dijadikan pedoman agar pengembangan organisasi cfupat mencapai 

sasaran ~eperti yang diharapkan, Steen; (1985:200) meqjelaskan, · bahwa prinsip 

umum untuk. memulai proses pengembangan organisasi dapat dilakukan meialui 

tiga ancangan, seperti yang terlihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2.1 
Prinsip Umum Proses Pengembaogan Organisasi 

Ancangan 
Tekn~;tlogi Intcrvensi Hasillangsung yang 

Asumsi rnengenai 
No memulai penyebab utama perilaku 

perubahan 
yang khas dituju 

dalam organisasi 

I Perilaku Pendidiknn/pelatlhan Perbaikan tingkal Pcrilaku dalam organisasi 
individu sosialisasi, perubahan kderumpilan, sikap terutama ditentukan olch 

lliknp dan motivasi karnktcristik sikap setiap 
anggota otganisasi ................... -

2 Struktur MOOifikasi praktek, Menciptakan kondisi Perilal..-u dalam ' 

""" proscdur dan kebija.kan yang menimbulkan organiasasi ~cru ...... 
sislem organisasi yang berlaku dan mcmbcri imbaian ditentukan oleh 
organisasi yang mempengaruhi apa pads. prestasi anggota kMakteristik sittlllSi dan 

ysog dlke!jak<m or.mg yang memperlancar kondisi organisasi tempat 
dalamtugas ter;:;apainya tujuan- orang bekerja 

tujuan wganisasi 

3 Jldim dan Teknik eksperlmcn yang Menciptakan Perilako dalam organisasi 
~isasi dltujukan dall!ID rangka keseluruha.n iklim terutama ditentokart oleh 
dan 8J'YO meningkatkan kcsadar.m organisasi yang proses eJ!!~Si dan sosial 
hubungan anggilta '"" fuk!oc bercirlkart tingkat yang berdrilwn bubungnn 
antnr pencntu sosiat dari kepercayaan """" d; an""" par.l anggota 
pribadi perila.ku mereka dan pribadi dan iklim organisasi 

mcmbo.nlu para anggota ketcrbukaan yang 
daltun mempclajari cara tinggi • memperkecil 
barn untuk bereaksi dan konsekuensi 
berbubungan '"tu """" disfungsi dari konflik 
hdn dalam konteks sosial atas persaingan 
om:anis.asi i van!! amat ketal 

Sumbcr: Stcers(1985:Z00) 

Prinsip pcngembangan organisasi memandang bahwa organisasi 

merupakan sistem terbuka, di mana sebagai sistem terbuka organisasi menghadapi 

dlnamika lingkungan yang selalu menerirna masukan seperti bahan baku, 

infonnasi, tenaga kelja dan peralatan. Hal ini terjadi karena disisi lain organisasi 

juga menghasilkan produk yang dilepas1 disalurkan dan diterima oleh sittem lain. 

Proses ini ber1angsung terus menerus tanpa ada ilentinya. Jika suatu organisasi 

gaga! memperoleh masukan yang diperlukan dari sistem lain dan jika keluarannya 

tidak dlserap atau ditolak oleh sistem lain maka, lama-kelamaan akan hilang 

keberadaannya. 

KarakterLstlk dad organisasi sistem terbuka adalah hahwa semua sistem 

mempunyai masukan (input). proses transformasi dan keluaran (output) dan 

sebagai penerapan prinsip pengembangan organisasi dalam kajian penelitian ini 
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mengadaptasi pemikiran Cummings dan Worley (2005:101) menyatakan bahwa 

dalam proses pengembangan organisasi dapat diubah melalui pengubahan strategi, 

teknotogi. struktur~ system dan sumber daya manusia serta kultur yang 

kesemuanya akan menghasilkan keluaran berupa keefektifan suatu organisasi 

untuk dapat berkembang. 

In puis 

Oenccal 
r:nvironment 1,1.-..1\ 

I'< -y 

lnduruy 
Structure 

Gambar2.2 

Proses Pengembangao Organisasi 

Design Components 
Technology 

Su-a<egy 0 Slroctute LJ Cultu" 

Human Mcasurcmen 
R=ru<ees System 

Syslems Systems 

Outputs 

Organization 
Effi:'Ctiveness 

Sumber: Cwnmiugs dan Worley {2005~ 10 J ) 

Dari garnbar tersebut dapat diuraikan bahwa pada organisasi publik atau 

orgailisasi pemerintal1 dalam upaya mempertahankan keberadaan suatu organisas~ 

maka organisasi tersebut harus berubah dan' berkembang sesuai dengan dinaniika 

lingkungan~ hal ini tentu saja harus tcrfokus pada pembentukan k:emampuan 

organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Perubahan organisasi ini 

adalah sebagai upaya mempertahankan keiangsungan hidup organisasi, dan 

pengeloJaan perubahan secara efektif tidak hanya diperlukan bagi kelangsungan 

hidup organisasi tetapi juga sebagai tantangan pengembangan, Sedangkan 

komponen-komponen yang dapal diubah dalam rangk:a pengembangan organisasi, 

yaitu 

a. Strateci 

Strategi organisasi menjadi acuan utama dalam mencapai rujuan. 

strategi yang balk adalah bersifat jangka panjang~ terukur dan reaJistis, 

memperhatikan keseimbangan eksternal dan internal. Faktor ekstemal dan 
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faktor internal merupakan etemen terpenting di mana strategi seharusnya 

disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kapasitas internal~ sehingga 

tidak terjadi kesalahan ataupun salah pengertian daiam penentuan tujuan. 

Menurut Mintzberg (1995:7), strategi adaiah pola atau rencana 

yang terintegrasi darl tujuan organisasi. kebijakan·kebij~ dan urutan 

pelaksanaan kegiatan. Perumusan strategi yang baik dapat membantu 

menyusun dan mengalokasikan sumber daya organisasi secara unik dan 

tahan lama berdasarkan keunggulan-keunggulan dan kelemahan

kelemahan, antisipasi perubaban lingkungan, dan gerakan~gerakan lainnya. 

Dalam era perubahan teknologi yang cepat dan tingkat kompetisi 

yang sangat k:uat, :slrategi organisasi hendaknya tidak bersifat kaku, 

melainkan harus lentur. Tingkat kelenturan akan memudahkan proses 

trnnsformasi pola strategi, pada tingkat kebutuhan di mana strategi harus 

diperbaharni atau sama sekali berubah arah. Ketidakpastian merespon 

pernbahan ak:an menjadi kendala yang merugikan proses translasi dari 

strategi menjadi aksi, yang pada akhimya membuat orang berftkir bahwa 

strategi organisasi yang dilakukan tidak rnernbumi. Sebaliknya, 

keberhasilan menteljemahkan strategi menjadi kunci keberhasilan 

melakukan penataan yang benar sehingga bisa mencapai tujua.n yang 

. diharapkan. 

b. Teknologi 

Dewasa ini teknologi berkembang dengan pesat, perubaban yang 

dapat dilihat dari pesatnya teknologi yaitu pada teknologi transportasi, 

komunikasi dan inforrnasi yang mengakibatkan perubahan persepsi 

manusia tentang ruang, jarak dan waktu. 

Menurut Robbins (1994:194) menyebutkan bahwa leknologi 

merujuk pada tnformasi, peraiatan, teknik dan proses yang dibutuhkan 

untuk mengubah masukan menjadl keluaran dalam organisasi. Hal ini 

berarti bahwa teknologi rnelihat pada bagaimana ma.<;ukan diubah menjadi 

keluarnn. Dilain pihak Perrow dalam Robbins (1994:200) lebih 

memperhatikan teknologi pengetahuan daripada teknoJogi produksi. 
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Menurutnya teknologi adalah sebagai tindakan yang dilakukan seorang 

individu rerhadap sebuah obje14 dengan atau tanpa bantuan alat atau 

perlengkapan mekanis untuk membuat perubahan tertentu pada objek 

tersehut. Dalam pengertian tersebut terdapat dua dimensi dasar dari 

teknologi pengetahuan yaitu: 

Taks Variability yaitu dengan memperhatikanjumlah pengecualian 

yang dihadapi seseorang dalam peketjaannya. Sedangkan Problem 

ana/yzability yaitu menilai jenis prosedur pencarian yang dlikuti untuk 

mendapatkan metode yang berguna agar dapat memberikan respons secara 

mernadai terhadap pengecualiaan tugas. 

Pemikiran lain datang dari Thompson dalam Robbins (1994:206) 

di mana menurutnya teknologi dibagi dalam tiga jenis yaitu Long-lingked 

Teknology, yang menycbutkan bahwa teknologi tersebut bercirikan sekuen 

\angkah berulang yang tetap, oleh karena itu jenis ini mensyaratkan 

efisiensi dan koordinasi di antara aktivitas, yang disebabkan oleh saling 

k:etergantungan secara sekuensial, ketakpastian utama yang dihadapi 

menajemen terlebih pada sisi masukan dan keluaran organisasi. Mediating 

technology yang mengidentifikasi sebagai teknologi yang menghubungkan 

klien baik yang berada pada sisi masukan maupun pnda keluaran 

organisasi. Intensive Technology merupakan tanggapan yang disesuaikan 

dengan berbagai kontingensi. Tanggapan yang tepat bergantung pada sifat 

dan masalah dan keanekaragaman masalah tersebut yang tidak dapat 

dlramalkan secara tepat. 

Pendekatan teknologi berfokus pada penataan kembali arus kelja 

melaJui tata ietak sarana fisik yang barn~ metoda kerja dan standar kerja. 

Sehingga untuk memperbaiki prestasi organisasi harus memperbaiki 

interaksi-interaksi karyawan terhadap mesin~mesin untuk meningkatkan 

efisiensi sehubungan dengan perubahan teknolog~ karena adakaianya 

perubahan yang dilakukan remyata sering tidak cocok dengan struktur 

orga.nisasi. Hal ini tentu saja dapat menciptakan ketidak senangan dan 

pemutusan hubungan di antara para anggota organisasi, akibatnya terjadi 

penurunan produktivitas. 
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Penelitian Woodward dalam Reksohadiprodjo (1991) terdapat 

hubungan antara teknologi dengan struktur dan efektifan organisasi, yang 

memakai struktur yang sesuai dengan teknologi adalah efektif, organisasi 

yang menyimpang dari struktur ideal adalah yang kurang efektif Oleh 

karena itu Woodward berpendapat bahwa keefektifan adalah fungsi dan 

kesesuaian antara teknologi, struktur yang tepat. Organisasi yang 

mengembangkan struktur sesuai dengan teknologi adalah paling berhasil 

dibandingkan yang tidak mengembangkan sesuai dengan teknologi. 

Menurut Woodward hubungan atara proses teknologi dan struktur 

organisasi adalah: 

1. Semakin komplek teknologi semakin besar jumlah manajer dan tingkat 

hirarki dengan kata lain teknologi yang komplek menyebabkan 

struktur organisasi berbentuk tall sehingga memerlukan supervisi 

pengawasan dan koordinasi yang lebih besar. 

2. Rentang manajemen para menajer ini pertama meningkat dari produksi 

unit ke massa dan kemudian turon dari produksi massa ke proses. 

Dengan kata lain para karyawan tingkatan bawah dalam r;erusahaan

perusahaan produk unit dan proses cenderung melakukan pekeijaan 

memerlukan keterampilan tinggi sehingga membentuk kelompok

kelompok keija kecil yang rentangan menjadi sempit. 

3. Semakin tinggi kompleksitas teknologi semakin besar jumlah staf 

administrasi. Semakin besar jumlah para manajer dalam perusahaan 

yang kompleks secara teknologis memerlukanjasa..jasa pendukung. Di 

samping itu peraturan yang kompleks memerlukan perhatian lebih 

dalam hal pemeliharaan dan jadwal produksi untuk menjamin tetap 

beroperasi secara efisien. 

Metode kontrol dan koordinasi harus bervariasi sesuai dengan 

dengan jenis teknologi yang diterapkan. Makin tinggi organisasi yang 

mempunyai tingkat rutinitas teknologiny~ maim makin tinggi organisasi 

tersebut di struktur. Sebaliknya organisasi yang mempunyai teknologi non 

rutin membutuhkan fleksibilitas struktural yang lebih besar. 

Universitas Indonesia 

Pengembangan Organisasi..., Emalia Suwartika, Pascasarjana UI, 2009



29 

Perrow dalam Robbins (1994) mengemukakan aspek-aspek utama 

dari struktur yang dapat diterapkan kepada teknologi: 

1 . Keieluasaan yang dapat diterapkan kepada penyele.c;aian tugas 

2. Kckuasaan untuk mengontrol tujuan dan strategi dasaT 

3. Tingkat ketergantungan antar kelompok 

4. Sejauh mana tingkat keaktifan kelompok dalarn mengkoordinasikan 

pekelja.an. 

c. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi pada dasamya tidak hanya sekedar 

menggambarkan jumiab orang atau personil da!am suatu organisasi, 

ataupun gambaran fisik dari bagian-bagian yang ada dalam suatu 

organisasi, melainkan lebih dari ito, yaitu bahwa sruktur organisasi dapat 

digunakan untuk memahami bagaimana suatu tugas~tugas organisasi 

diketjakan dan didistribusikan, baik menyangkut siapa pelaksananya, 

kepada siapa harus bertanggung jawab, dengan siapa harus berhubungan 

dan bekerja sama dan sebagainya. 

Struktur organisasi hams disusun secara bail<. karena 

bagairnanapun suatu struk:tur organisasi seharusnya merefleksikan rujuan 

dan pilihan-pilihan strategis suatu otganisasi, dengan penyusunan struktur 

yang benar rnaka organisasi secara signiflkan memudabkan pencapaian 

tujuan. 

Struktur suatu organisasi digambarkan pada skema organisasi. 

Skema organisasi memberikan gambaran mengenai keseluruhan kegiatan 

serta proses yang terjadi pada suatu organisasi. menurut John Child da.lam 

Lubis Husein (I 987: 120) membagi 4 komponen dasar yang merupakan 

kera.ngk:a dalam memberikan definisi dari struktur organisasi, yaitu: 

1. Struktur serta tanggung jawab kepada individu maupun bagian-bagian 

pada suatu organisasi 

2. Struktur organisasi memberikan gambaran mengenai hubungan 

pe1aporan yang ditetapkan secant resmi dalam suatu organisasi. 

Tercakup dalam hubungan pelaporan yang resmi ini banyaknya 
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tingkatan hi:rarki serta besamya rentang kendaH dart semua pimpinan 

di seJuruh tingkamn da1am organisasL 

3. Struktur organisasi menetapbn pengelompokan individu menjadi 

bagian dari organisasi, dan pengelompokan bagian-bagian tersebut 

menjadi ba.gian suatu organisasi yang utuh. 

4. Struktur organisasi juga menetapkan sistem hubungan dalam 

organisasi, yang rnemungkinkan tercapainya komunikasi. koordinasi 

dan pengintegrasian scgenap kegiatan suatu organisasi~ baik ke arab 

vertikal maupun horisontal. 

Robbins (1994:91) membagi tiga karakteristik komponan dalam 

struktur organisasi yang dinilai dapat berpengaruh terhadap struktur 

organisasi> ketiga komponen itu adalah Kompieksitas, Formalisasi dan 

Sentralisasi 

Kompleksitas merujuk pada seberapa banyak perbedaan

perbedaan yang menyangkut pembagian tugas, divisi-divisi dan level-level 

hirn.rkhi yang ada dalarn sualu organisasi. Perbedaan~perbedaan itu antara 

lain mencakup Diferensiasi hori$ontal yang mempertimbangkan 

pemisahan horisontal di antara unlt-unit, Diferensiasi verlikcl merujuk 

pada kedalaman hierarki organisasi dan Diferensiasi spruial meliputi 

tingk:at sejauh mana lokasi fasiJitas dan para pega~ai tersebar secara 

gcografis. 

Formalisasi merujuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan di dalam 

organisasi itu distandarisasika.n., di mana organisasi memerlukan adanya 

peraturan atau prosedur dan tingkat penggunaan dokumen tertulis dalam 

organisasi. Pada organis.asi yang formal penggunaan dokumen Jebih tinggi, 

prosedur formal sekaligus juga mcmherikan kesernpatan bagi pimpinan 

untuk melakukan pengawasan interpersonal terhadap keryawan. 

Sentralisasi yaitu menunjukan tingkatan dalam organisasi yang 

diberikan wewenang untuk pengambilan keputusan. Pada organisasi yang 

mempunyai tingkat sentra1isasi yang tinggi~ keputusan umumnya dibuat 

hanya pada puncak organisasi, jika organisasi mempunyai tingkat 

sentralisasi yang rendah, keputusan pada umumnya dirleJegasikan ke 
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bawah. Hal ini menunjukan bahwa pada organisasi yang besar tingkat 

sentralisasi bisa menjadi rendah daripada orgaoisasi kecil, hai ini teJjadi 

disebabkan jumlah bagian dan tingkatan cukup banyak sehingga pimpinan 

tidak mampu mengambiJ keputusan secara sendirl. 

Karakteristik e1emen suatu struk:tur seperti tclah dikemukakan 

menunjukkan bahwa pentingnya pengaroh suatu struktur organisasi 

terhadap efektifitas organisasi. Karena organlsasi yang sehat akan 

menghasilkan arus informasi yang sebat pula bagi terselenggarnnya tugas

tugas organisasi. Hasil pengukuran ketiga karakteristik struktur organisasi 

tersebut akan membantu peneliti dalam mengidentifikasi struktur 

organisa.si Pusat Dokumentasi dan lnformasi Hukum Nasional Badan 

Pembinaan Hukum Nasional. Perubahan struktur organisasi menyangkut 

modifikasi dan pengaturan sistern internal, seperti acuau keJja, ukuran dan 

komposisi kelompok ketja,. sistem kornunikasi, hubungan tanggungjawab 

atau wewenang. 

d. Sistem 

Proses pengembangan organisasi harus mengusahak:an terwujudnya 

efektivitas organisasi sebagai sebuah sistem. Hal ini perlu didukung oleh 

pembinaan dan koordinasi dari berbagai subsistem yang berbeda, 

sehingga sistem~sistem tersebut berkerja bersama-sama demi kelancaran 

pencapaian tujuan. Untuk itu adanya berbagai prosedur, proses-proses. 

serta rutinitas yang memiliki ciri kbusus bagaimana pekeljaan penting 

!Jaros dilakuklln. 

Dalam setiap organisasi, tentu tedapat serangkaian tata kelja atau 

prosedur yang mengikat semua anggota organisasi. Proscdur merupakan 

pedoman yang berhubungan dengan aktivitas peketjaan, dan merupakan 

petunjuk yang memberikan arah tindak:an yang dibutuh.kan secara 

kronologls. Pentingnya prosedur karena berperan sebagai pengatur 

mc,kanisme setiap tahap dalam proses kegiatan daiam organisasi untuk 

dipahami. diterima dan ditaati semua anggota organisasi 
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Steers (1985:162) mengemukakan hal-hal panting yang dapat 

dianalisis darl sistem dalam organisasi yaitu {1) integritas dan Koordinasi 

sistem, (2) peranan kebijakan manajemen dan (3) sistem pengendalian 

organisasi. 

c. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya rnanusia merupakan aset yang penting dalam suatu 

organisasi, peran krusial daripada ~"llmber daya manusia pada saat ini 

bcnar-benar secara strategis diperhitungkan dan dihubungkan dengan 

tujuan dan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu perlu bagi suatu 

organisasi untuk rnemHiki rnanajemen yang efektif dalam mengelola 

sumber daya manusianya, karena keberhasilan suatu organisasi akan dapat 

dlcapai jika peraturan atau kebijaksanaan dan prosedur yang berkaitan 

dengan manusia dalam organisasi itu saling berkaitan dan memberikan 

sumbangan terhadap pencapaian tujuan organisasi. 

Manajemen sumber da)'1l manusia dimaksudkan untuk: bagaimana 

meningkatkan kontribusi ya.'1g positlf dari orang-orang yang dilibatkan 

untuk pencapaian tujuan organisasi melalui suatu sistem kerja yang 

bertanggung jawab secara strategis, etis dan sosial. Menurut Handoko 

(1998:4} mana.jemen sumber daya ~p.anusia adalah pcnarikan, seleksi, 
' 

pengembangan, peme!ibaraan dan penggunaan sumber daya manusia 

untuk mencapai balk tujuan-tujuan individu rnaupun organisas:L 

Sdanjutnya disebutkan bahwa rnanajemen sumber daya manusia adalah 

pengakuan terbadap pentingnya suatu tenaga kcrja organisasi sebagai 

sumber daya manusia yang vital bagi pencapaian tujuan~tujuan organisasi, 

dan pemanfaatan berbagai fungsi dan kegiatan personalia untuk menjamin 

bahwa mereka digunakan secara efektif dan bijak agar individu, organisasi 

dan masyarakat dapat mcmanfaatkannya. Dengan demikian keberhasilan 

pengelolaan organisasi s:angat ditentukan oleh kegiatan pendayagunaan 

sumber daya manusia. 

Salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia adalah 

meiakukan perencanaan sumber daya manusia baik untuk jangka pendek 
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maupun jangka panjang agar tersedianya sumber daya manusia yang 

memenuhi perSyaratan-persyaratan komperensi ketika organisasi 

membutuhkan. Untuk selanjutnya organisasi tersebut melakukan 

pembinaan"pembinaan terhadap pegawai melalui berbagai pengembangan 

kemampuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai 

tuntutan kebutuhan organisasi. Manajemen somber daya manusia yang 

efektif mengharuskan pemimpin organisasi untuk menemukan earn terbaik 

dalam mengkaryakan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi dan 

rneningkatkan kine!ja organisasi dalam rnemenuhi tujuan-tujuan pribadi 

dan tujuan organisasi 

Perubahan pada orang-orang atau somber daya manusia pada 

dasamya berfokus pada teknik atau program mengubah orang serta sifat 

dan mutu hubungan kerja antar pribadi. Pendekatan ini bermaksud untuk 

mengubah secara langsung prilaku karyawan melaiui pemusatan pacta 

keterampUan sikap, perseps:i dan pengharapan merek~ sehingga dapat 

melaksanakan tugas dengan lebih efektif. 

Sekurang-ktl!'al•gnya ada empat aspek yang harus diperhatikan 

untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sebagai personil dalam 

organisasi yang sesllai dengan tuntutan usaha pengembangan organisasi. 

Btzioni (1983:237) mengemukakannya antara lain: (l) pemilihlin dan 

penempatan pegawai, (2) pendidikan dan pengembangan, (3) rancangan 

tugas yangjelas, serta (4) penllaian dan imbalan atas presta."ii kerja. 

f. Budaya Omanisasi 

Organisasi merupakan sistem yang khas, setiap organisasi 

mempunyai kepribadian dan jati diri sendiri oleh karena itu setiap 

organlsasi mempunyai kultur yang khas pula. Dalam Siagian (195;27), 

kurtur organisasi adalah kesepakatan bersama tentang nllai-nilai yang 

dianut bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua orang 

dalam organisasi yang bersangkutan. 

Dengan adanya kultur maka akan menentukan: 

I. apa yang boleh <Jan tldak boleh dilakukan para anggota organlsasi; 
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2. batas-batas perilaku; 

3. sifat dan bentuk pengendaliao dan pengawasan; 

4. gaya manajerial yang dapat diterima oleh para anggota organisasi; 

5. cara furmaHsasi yang tepat; 

6. teknik penya1uran emosi dalam interaksi antara seorang dengan orang 

lain dan antara satu ketompok dengan kelompok yang lain; 

7. wahana memclihara stabilltas soslal dala.m organisasL 

SeJain itu kultur organisasi juga dapat diartikan se~«ai suatu 

sistem niJai dan keyakinan bers:ama yang dianut oleh semua piha.k yang 

harus berinteraksi dalam rangka pencapaian tujuan. Semakin kuat kultur 

suatu organisasi maka semakin mantap pula kesepakatan bersama dan ini 

harus disosialisasikan agar kultur melernbaga sedemikian rupa sehingga 

usianya Jebih iama dalam organisasi tersebut. 

Pengukuran mantap tidaknya suatu kultur organisasi terlihat dari 

pola pemahaman dan penyesuaian setiap anggota organisasi dengan cara 

berperilaku dalam organisasi. Secara singk:at pemahaman anggota 

organisasi akan kultur organisasi dapat diuraikan sebagai: 

a. Ku~tur organisasi pada mulanya terbentuk berdasarkan filiso:fi 

yang di~ut oteh para pendiri organisasi tersebut, seperti orientasi 

bidupnya, latar beJakang sosiaJnya, lingkungan di mana ia 

dibesarkan serta jenis dan tingkat pendidikan fonnal yang pemah 

ditempulmya. Jika pendiri organisasi memiliki keinginan kuat 

Wltuk meningkatkan efektifltas organisasinya, mereka menyadari 

bahwa orlentasi masa depan merupakan hal yang sangat penting. 

b. Berbasil tidaknya OTOdlflisasi mempertahankan dan melanjutkan 

eksistentinya sangat bergantung pada tepat tidaknya strategi 

organisasi tersebut. Artinya bentuk dan jenis kegiatan pokok 

dalam bidang mana organisasi bergerak. berbagai kegiatan 

fungsional yang harus diselenggarakan dengan tingkat efisiensi. 

produktivitas dan efektivitas yang tinggi serta menyangkut semua 
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kegiatan pendukung harus tercakup dalam strategi organisasi yang 

ben<ang)rutan. 

c. Selanjutnya strategi organisasi ditambah dengan pertimbangan

pertimbangan 1ain seperti besaran organisasi, tekno1ogi yang 

digunakan, sifat lingkungan, pandangan tentang pola pengarnbilan 

keputusan, sifat pekerjaa.n~ kesemuanya menentukan struktur 

organisasi yang tepat digunakan. 

d. Kiranya masih re1evan untuk menekankan bahwa karena pesatnya 

perkembengan reknologi yang berdampak kuat rerhadap berbagai 

bidang, oleh karenanya kebijaksanaan manajeman tentang bentuk 

dan jenis teknologi yang akan dimanfaatkan mempunyai arti 

penting dalam kultur organisasi 

e. Aspek manajeriat dan organisasional kultur organisassi 

ditumbuhkan dan dipeJlhara sedemildan rupa sehingga menjadi 

operasional. 

Untuk membedakan budaya organisasi .salu dengan organisasi 

lainnya dapat dilihat dari karakteristik yang mcncakup dimensi 

struktural maupun prilaku. Robbins (1994:480) mengemukakan sepulnb 

karakt¢ristik budaya organisasi, yaitu: 

a. Inisiatif individual, mengacu pada sejauh mana tlngkat tanggung 

jawab, kebebasan, dan independensi yang dipunyai individu. 

b. Toleransi terhadap tindakan beresiko. Sejauh mana para pegawai 

dianjurkan uPtuk bertindak agresit: inovatif dan mengambil resiko. 

c. Arab, sejauh mana organlsasi tersebut menciptakan dengan jelas 

dan harapan mengenai prestasi. 

d. 1ntegrasi. Tingkat sejauh mana unit-unit dalam organisasi di 

dorong untuk bekerja dengan cara yang terkoordinasi. 

e. Dukungan dati Manajemen. Tingkat sejauh mana para manajer 

memberi komunik:asi yang jelas. bantuan serta rlukungan terhadap 

bawaban mereka. 
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[ Kontrol. Jumlah peraturan dan pengawasan langsung yang 

digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku pegawai. 

g. Identitas. Tingkat sejauh mana para anggota mengidentifikasi 

dirinya secara keseluruhan dengan organisasinya ketimbang 

dengan kelompok kerja tertentu atau dengan bidang keahlian 

profesional. 

h. Sistem imbalan. Tingkat sejauh mana alokasi imbalan (seperti 

kenaikan gaji, promosi) didasarkan atas kriteria prestasi pegawai 

sebagai kebalikan dari senioritas, sikap pilih kasih dan sebagainya. 

1. Toleransi terhadap konflik. Tingkat sejauh mana para pegawai 

didorong untuk mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka. 

J. Pola komunikasi. Tingkat sejauh mana komunikasi organisasi 

dibatasi oleh hirarki kewenangan fonnal. 

Uraian di atas dapat diambil pemahaman bahwa budaya organisasi 

memberi dampak yang signifrkan terhadap suasana kerja yang kondusif 

guna meningkatkan kinerja organisasi. Dimensi atau karakteristik budaya 

organisasi secara singk:at meliputi: 

Inisiatif Individual. berawal dari orang-orang yang berada 

dalam organisasi yang memiliki komitmen kerja, tanggung jawab, 

kebebasan' untuk berkarya dan berinovasi, juga identitas dan toleransi 

terhadap tindakan beresiko. Dengan demikian unit atau kelompok kerja 

terdorong untuk bekerja dengan cara terkoordinasi. 

Dukungan dari manajemen, sistem dan tatanan yang ada harus 

selalu menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas. Mulai dari tingk:at 

pimpinan hingga pegawai pada tingk:at yang paling rendah melaksanakan 

denghll baik. Sehingga perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan tidak berjalan sendiri-sendiri tetapi merupakan satu kesatuan 

yang terpadu 

S-J.stem imbalan, merupakan suatu reward yang ada untuk 

memacu prestasi kerja demi eksistensi organisasi dalam menghadapai 

tantangan dan perubahan-perubahan yang begitu cepat 
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Pola komunikasi. sejauhmana komunikasi dibatasi oleb hirarki 

kewenangan format, toleransi terhadap konflik, merupakan penataan 

dalam komunikasi sehingga dalam kesempatan apapun pesan yang 

disampaikan tidak hanya sampai ditelinga, tetapi sebagai kunci. informasi 

danjembatan yang baik secara intermal maupun ekstemal. 

2.2.3 Kesiapan Perubahan 

Perubahan Jingkungan yang sangat pesat tidak dapal dihindari oleh 

organisasi sehingga meogharuskan organisasi melakukan adaptasi terbadap situasi 

tersebut. Adaptasi yang diJakukan tcntunya harus mengacu pada indikator dan 

kekuatan-kekuatan yang menjadi penyebab terjadinya perubahan~perubahan 

tersebut 

Greenberg dan Baron (2003) menyatakan bahwa perubahan organisasional 

adaiah mengcnai mengubah kinerja organisasi, yaitu dengan memulai setiap 

perubahan dengan perbaikan klnelja sebagai tujuan. Tujuan peruba.han adalah 

untuk memperbaiki kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan 

perubahan lingkungan dan di sisi lain mengupayak:an perubahan perilaku 

karyawan. Obyek dari suatu perubahan menurut Wibowo (2006) dapat diarahkan 

pada struktur organisasi. teknologi, pengaturan fisik, proses. orang dan budaya 

dalam suatu orgnnisasi yang saling mempengaruhi 

Robbins(l996) mengemukakan kekuatan-kekuatan yang menjadi 

penyebab perubahan yang perlu diperhatikan adalah: 

a. Keadaan tenaga keija secara alamiah 

b. Teknologi 

c. Gejolak Ekonomi 

d. Persaingan Usaha 

e. Gejolak Sosial 

f. Pengaruh Po1itik 

Dalam perkembangan lebih lanjut setiap perubahan harus menghasilkan 

sesuatu yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Perubahan-perubahan tersebut 

harus direncanakan terlebih dahulu untuk mengarahkan prioritas pada hal-hal 
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yang lebih strategis dan usaha yang dilakukan harus berorientasi pada basil yang 

akan dicapai. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pertimbangan mengenai 

siapa yang akan diberi tanggung jawa.b dalam proses pengembangan sosial. yang 

mampu membawa ke arab pernbahan-perubahan yang direncanakan terrebut. 

Burnes (2000) mengemukakan bahwa perubahan organisasional dapat 

dilihat sebagai produk dari tiga proses yang bei"Sifat independen. antara lain: (1) 

The choice process. yang berkaitan dengan sifat, lingkup dan fokus pengambilan 

keputusan; (2) The trajectory proces~ yang berbubungan dengan masa lalu 

organiasasi dan arah masa depan yang dilihat dari visi, maksud dan tujuan masa 

depan; (3) The change process. yang mencakup pendekatan pa.da mekanisme 

untuk mencapai. dan basil perubahan. 

Manajemen perubahan merupakan pengelolaan sumber daya untuk: 

mencapai tujuan organisasi, dalam kondisi lingk:ungan yang bergerak terns 

meneros. Dengan demikian manajemen perubahan pada hakekatnya adalah 

merupakan manajem.en kinerja yang bersifat dinamis. Manajemen perubahan 

adalah suatu proses s.ecara sistematis dalam mempengaruhi perubahan pada orang 

yang tcrkena dampak dari proses tersebut (Potts. Rebecca and Jeanenne 

LaMarsh;2004) 

Pendekatan dalam manajemen peruhahan adalah, pertama 

mengidentifikasi siapa, di antara mereka yang terkena dampak perubahan, yang 

ffiungkin menolak perubahan. kedua. menelusuri sumber, tipe dan tingkat 

resistensi perubahan yang mungkin ditemukan, ketiga mendesain strategi yang 

efektif untuk mengurangi resistensi tersebut. 

2.2.4 Pemahaman Dokumentasi dan lnformasi 

Kata dokumentasi dan informasi selama W sering dlpakai secara Oersama 

dan kadangjuga tidakjclas bedanya karena sudah dianggap sebagai kata majemuk 

yang lebih menekankan pada jasa informasinya. P&.dahal jeJas ada dua kata yaitu 

dokumentasi dan infurmasi. Sebenamya justru fungs:i dok:umentasi inilah yang 

seharusnya Iebih dilekankan karena jasa informasi tidak akan dapat dilak:sanakan 

tanpa ada kegiatan dokumentasi tertebih dahulu. Tidak menjadi masalah apak.ah 

penyelenggaraan jasa informasi menggunakan hasil kerja dokumentasi sendiri 
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atau basil kerja dok:umentasi pihak lain. Namun jasa infunnasi pasti 

mempergunakan basil kerja dokumentasi. Oleh karena itu seharusnya setiap 

institusi harus melaksanakan fungsi dokumentasi secara benar. sekaligu:s sebagai 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas institusi itu sendiri. 

Bagi mereka yang tidak berkeeimpung dalam kegiatan pengelolaan data 

yang berupa tulisan atau terbitan, maka istilah dokumentasi atau dokumen lazim 

dicampur adukkan dengan istilah arsip. Pada hakekatnya arsip, perpustakaan atau 

pemusiurnan termasuk dalam lingk.up dokumentasi. Dengan perkataan lain bahwa 

dokumentasi pada hakekatnya adalah. induk dati kegiatan arsip, perpustakaan dan 

pemusjuman. 

Jstilah dokumen dan dokumentasi harusiah dibed~ dokumen 

menunjuka.n pada benda seperti surat, pengumuman, laporan, peraturan 

perundang·undangan dan benda publi.kasi atau benda-benda lainnya, dengan 

demikian dokumen ialah sega1a benda yang dapat memberikan keterangan tentang 

sesuatu hal, dan ttdak hanya terbatas dalam bentuk barang cetakan atau tertulis. 

Sedangkan pengertian dokurnentasi menunjukkan kegiatan pcngetolaannya 

meHputi pengumpulan. pengoiaha.n dan penyajian sebagai bagian dari kegiatan 

layanan informasi. 

Dokumentasi ialah upaya pencarian, pengumpulan, pengu~ 

pengawetan, pe1iyusunan, pemakaian dan penyediaan dokumen dengan maksud 

untuk mendapatkan keterangan-keterangan, pengetahuan dan bukti. Dalam arti 

demikian dokumentasi termasuk di dalamnya kegunaan arsip, pe:rpustakaan dan 

pemusiuman. Dalam arti semplt dokumentasi diartikan sebagai dokumen dengan 

pencatatan sumber--sumber infonnasi khusus dari karangan, tulisan~tuHsan, wasiat, 

buku, udang-undang dan sebagainya (Sbadily,l980:849) 

Dari uraian di atas maka pengertian dokumentasi mengandung tugas·tugas 

yang antara lain: 

a. Kegiatan mengumpulkan bahan-baban yang mempunyai atau memHiki 

nilai informasi, melakukan kegiatan mengumpulkan dokumen dengan cara 

membeli, tukar-menukar ataupun belangganan atau denga.n cara-cara 

tertentu lainnya; 
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b. Kegiatan menyusun bahan~bahan secara teratur, melakukan kegiatan 

menyusun dokumen agar dengan mudah dapat ditemukan kembali. 

Kegiatan penyusunan bahan-bahan tersebut memerlukan sistem 

pengaturan atau penyusunan yang dilengkapi dengan peralatan dan sarana 

tertentu. sehlngga bahan yang telah terslmpan dapat diketemukan kemball 

dengan mudah. 

c. Kegiatan rnengolah dan melengkapi bahan-bahan yang telah ada atau teJah 

tersedia, melakukan kegiatan pengeloJaan bahan misalnya memberikan 

catatan, mempel~ari dokumen, meneliti, membuat abstrak dan sebagainya 

yang nantinya dapat disebarluaskan sebagai bahan infonnasi bagi yang 

memerlukan. 

d. Me1akukan kegiatan memanfaatkan dokumcn atau menggunakan 

dokumen, dalam arti dokumen yang telah disusun berdasarkan sistem 

tertentu tersebut diharapkan dapat dipergunakan sebagai layanan informar;i 

oleh pcmakai untuk kepentingan instansi atau individu di dalam 

melakukan penelitian. 

Secara scderhana pengeloJaan dokumentasi dan informasi adalah 

mencakup kegiata.n mulai dari mengumpulkan, mengolah, menata, menyimpan 

sampa! penyiapkan data dan infurrnasi ~gi 1ayanan publik. Deng~ demikian 

kiranya jelas bahwa kegiatan dokumentasi diharapkan dapat menunjang 

pengembangan iJmu pengetabuan, karena pendokumentasian bahan yang baik 

akan membantu para pemakai atau para penyelenggara negara dan badan publik di 

dalam rnelakukan kegiatannya. 

Sedangkan Infonnasi rnerupakan kata Indonesia yang diteijemahkan dari 

bahasa Inggris ~information•• yang artinya kete.rangan atau berita. Oleh karena itu 

rnaka Jstilah .,informasi hukum" adalah ka.ta majemuk yang menerangkan bahwa 

berita atau keterangan itu menyangkut perihal atau berkaitan dengan hukum. 

Tentu saja Hukum di sini tidak hanya diartikan sebagai peraturan hukum saja, 

tetapi dipakai dalam arti sistem hukum yang mencakup filsafut hukum. norma 

hukum1 putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan. konvensi 

internasional, lembaga hukum, proses dan prosedur hukum (hukum acara) dan 
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lain sebagainya. Bagaimana pun juga istilah hukum dalam pengertian 

dokumentasi dan informasl hukum di sini dipakai dalam arti hukum yang seluas

luasnya, bukan hanya dalam arti peraturan hukum saja. apa lagi sebagai peraturan 

hukumsaja. 

Tujuan yang ingin dicapai dali adanya kegiatan pendokumentasian adalah 

menyediakan dan melayani infonnasi dari dokumen-dokumen yang telah me1alui 

pengolahan yang matang untuk disajika.n bagi keperluan masyarakat luas dan 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun kesejahteraan 

masyarnka~ rnengembangkan sistem pengelolaan atau pengoJahan dokumentasi 

dengan berbagai cara dan upaya. 

Dalam perkembangan selanjulnya dikenal dokumentasi hukum yang 

merupakan lingkup kegiatan dokumentasi yang mengelola bahan hukum) 

khususnya pengelolaan peraturan perundang-undangan dan non peraturan. 

Kegiatan dokumentasi hukum berbeda dengan perpustakaan atau kearsipan, hal 

ini disebabkan antara lain bahwa: 

a. Bahan hukum berupa pernturan perundang-undangan mempunyai hirarkhi 

sebagaimana diatur daiam Undang~undang nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Peraturan Perundang-lUldangan. Kekhususan ini tidak dimiliki oleh 

dokumen literer Jainnya, sehingga dokwnen hukum tersebut barns dikelola 

· secam. khusus agar dapat memberikan konsistensl, efisiensi dan 

kesinambungan suatu atauran huk:um satu dengan lainnya. Disamping itu 

daya laku suatu suatu pernturan peraturan perundang~undangan tidak 

dibatasi oleh waktu, peraturan tersebut berlaku sepanjang peraturan 

tersebut belum dicabut. Oleh karenanya pola penyimpanannya berbeda 

dengan pola penyimpanan arsip di mana setelah periode tertentu arsip 

dapat digudangkan. 

b. Bahan hukum mcmpunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya,. 

ba.ik secara vertika1 rnaupun horizontal. Pelaksanaan peraturan merupakan 

keterkaitan vertikal, sedangkan penyempurnaan, peru~ keputusan 

bersama merupakan keterkaitan horizontal. Keterkaitan inilah yang 

menyebahkan pemikiTan bahwa penelitian hukum, khususnya peraturan 
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perundang~undangan merupakan penelusuran dokumen, atau penelusuran 

literatur, yang berbeda dengan arsip maupun perpustakaan. 

c. Bahan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan mempunyai 

kekuatan mengikat, berbeda dengan dokumen literer yang lain. Hal inilah 

yang memberikan peiuang berkembangnya metoda penelitian hukum. 

yang dalam penelitian normatifmembedakan bahan hukum menjadi bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum rersier. 

Pembagian tersebut didasarkan pada kekuatan mengikatnya bahan hukum 

yang ditelitL Dengan demikian, memberik:an pula gambaran bahwa 

pengelolaan baban hukum dan bentuk dokumentasi hukum diperlukan 

secara·tersendiri. 

d. Kekuatan mengi.kat bahan hulrum ini, membcrikan gambaran bahwa baha 

hukum. khususnya peraturan perundang·undangan inforrnasinya 

diperlukan oleh badan legislatif, eksekutif, judikatif, maupun oleh 

masyarakat umum, baik peneliti, akademisi atau oleh masyarakat yang 

menuntut hak atau mempertahankan haknya. 

e. Bahan hukum mempunyai kekhususan harus disebar luaskan, diumumkan. 

agar semua orang mengetahuinya. Anggapan ini memberikan makna 

bahwa bahan hukum khususnya pcraturan perundang~undangan harus 

dikelola dengan baik dan sistematis. Bagaimana rnasyarakat dapat 

mengetahui hak dan kewaj!balmya kalau tidak ada sarana pengolahan data 

dan sarana penyebarluasa.n infonnasi hukum yang dapat diakses secara 

mudah dan ccpat. 

Berdasarkan pertimbanga.n~pertimbangan tersebut di atas maka diperlukan 

kegiatan pengetolaan bahan hukum khususnya yang berupa peraturan perundang~ 

undangan dengan penanganan khusus~ karena menunjukan kegiatan 

pendokumentasian sebagai suatu hal yang berdiri sendiri dan khas. 

4.2. Opcrasionalisasi Konsep 

Dalam penelitian ini operasionalisasl konsep yang dapat dibuat ada!ah 

sebagai berikut: 

Universitas Indonesia 

Pengembangan Organisasi..., Emalia Suwartika, Pascasarjana UI, 2009



43 

Tabe:J 2.2 • Operasionalisasi Konsep 

Konsep Faktor -Fuktor lodikator Informan 
yaDg Diam:di 

:---
Pengemhangao I. Strak:g.i a. Kcjclasan Visl, Kap..sdok, 
Organisa.'>i ;l.ri:)\ah Misi, Tujuan dan 
suatu proses yang s""""" 
dllakukart ~1..:.::3r.l sw:lar 

b. Rertcana Kc Jcpan dan leren<:arm untuk 
rnengemb.tngktlll ' 
kemampuan ~uatu 

2. Tcknolngi "- Penggunaan Kap..sdok, 
organisasi, sching_~ Kcpala Bidang 
dapat m<::n'.' ::-.,,, dan leknologi wmputer 

Jaringan 
mcmpcn:.h::m;·::.11 suatu b. PcmanfiDJ.tan Dokumentasi 
tingkat Dp~ln<nn T;;knofogi liukum , Kasub 
preslasi ;;;:1; .Jiukur 

Efektifit.as 
dan Staf 

berdasnr~.;.n ~·-~::;h::ns:i, C-

efcktifit::!..~ J.ui I 
penyelesainn tugas 

kesehat.tt~ 

3. Slruktur a. Formalita'> Kapusdok, 

b. Komplcksitns 
Kepala Bidang 
Jaringan 

•• Sentralisasl Dolrumenli!Si 
Hulrum 

' ' 
4. Sistem •• lntegritas. dan Kap..sdok, 

koordinasi sistem Kcpala Bidang 

h. Peranan kebljakan 
Jaringan 
Dokumentasl 

manajemen 
HukumKasub 

' 
I c. Sislt:m 

!'kngcndalian 
organisa.si 

5. SumberDaya '- pemilihan dan Kapusdok, 
Manusia penempalml KepalaBidang. 

pcgawai Jaringan 

b. Pendidikao dan 
Dokumentasl 

pengembang<m Hukum 

c. rancangan lugns 
Star 

y;mgjelas: 

d. pen:ilaian atas 
pres!asi kerja 

a. In isiatif individual 
Kapusdok;. 6. Budaya 

b. Dukungan dari Kcpala Bidang 
manajemcn Jaringan 

•• Sistem imbalun 
Dokumenta.si 
Hukum, 

d. Po!a komunikasi 
Kasub dan Star 
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METODE PENELITIAN 

Bab ini akan memberikan penjelasan tentang pendekatan penelitian, jenis 

penelitian. sumber data dan instrumen, pro..'>es pengumpuian data, dan proses 

analisis data serta batasan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

3.1 Pendebtan Penelitian 

Pendekat.an yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuafitatit: di mana peneliti berupaya Wltuk menemukan suatu pemahaman 

mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

Penelitian kualitatif adaiah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleb subjek penelitian, misalnya perilaku) 

persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan babasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dengan care memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006:6). 

Sehingga tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami (understanding) 

fenornena sosial yang ada (Bungin, 2003:35). DaJam pendekatan kuaJitatif. tcori 

tidak menjadi pembimbing sentrnl bagi peneliti dalam merancang penelitiafl dan 

menafsirk3n data penelitian; Sumber pokok jawaban permasala.ltan penelitian 

teTletak pada data..<.Jata yang dikumpu1kan peneliti dilapangan. bukan bersumber 

dari teoli. sedangkan teori di dalam peneHtian ini digunakan untuk membantu 

rnempeijelas karakteristik data. Adapun alasan penulis menggunakan pendekatan 

ini adalah untuk dapat lebih mendeskripsika.n, mengumpulkan informasi secara 

mendalam mengenai pengemba.ngan organisasi Pusat Dokumentasi dan Informasi 

Hukum Nasional. 

PeneHtian ini berusaha mengga1i secara keseluruhan dan mencari 

pemahaman a.tas upaya pengembangan organisasl yang dilakukan oleh Pusat 

Dokumentasi dan lnfonnasi Hukum Nasional dalam penyebarluasan infurmasi 

hukum serta menemukan kendala yang muncul dalam meiaksanakan upaya 

tersebut dengan menggali informasi dart narasumber. Selanjutnya berdasarkan 

infbnnasi tersebut, peneiiti membuat suatu gambaran mengenai upaya 
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pengembangan organisasi yang dilak:ukan oleh Pusat Dokument:asi dan Informasi 

Hukum Nasional dalam menyebarluaskan infonnasi hukum serta masalah atau 

kendala yang muncul dalam melaksanakan upaya pengembangan tersebut. 

3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini tennasuk kedaiam jenis penelitian deskriptif yang dilakukan 

untuk dapat memherikan gambaran yang lebih jelas dan detail mengenai 

fenornena yang terbit dengan pengembangan organ!sasi Pusat Dokumentasi dan 

Informasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Huk:um Nasional daJam 

penyebarluasan informasi hukum. 

3.3 Somber Data dan Instrumen 

Sumber data yang menjadi sasaran penelitian ini adalah infonnan dalam 

suatu sampel. Proses pemHiban sampel didasarkan pada sampet purposif 

{purposive sampling) yang sesuai dengan kaidah-kaidah peneJitian kualititif, yaitu 

sampel yang ''secara sengaja;• dipiiih oleh penetiti, karena dapat memberikan 

penjelasan dan infurmasi yang dibutuhkan dengan mengacu paclli pedoman 

wawancara yang telah disusun. 

Data yang dikumpulkan rneliputi data primer dan data sekunder. Teknik 

pengumpulan da~ prlmer ini dilakukan rnelalui metode wawancara mendall'!JU 

terhadap informan. Infonnan yang dimaksud terkait dengan permasatah penelitian 

ini antara lain: 

a. Ke(>llla Pusat Dokumentasi dan lnfonnasi Hokum Nasional ( eselon II) 

b. Satu orang Kepala Bidang di linglrungan Pusat Dokumentasi dan 

Informasi Hukwn Nasional {eseJon ill) 

c. Dua orang Kepala Sub Bidang di lingkungan Pusat Dokumentasi dan 

Infonnasi Hukum Nasionai (eselon IV 

d. Dua orang staf di lingkungan I>usat Dokumentasi dan Informasi 

Hukum NasionaJ. 

Sumber data lainnya, yakni data s.!kunser yang diperoleh melalui studi 

kepusta!£aan (library research). Sumber data melalui studi k:epustakaan~ penelitl 

mempelajari buku·buku, majalah, jurnal~ peraturan perundang.undangan, serta 
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dokumen dan sumber lain yang berkaitan dengan upaya pengembangan 

organisasi. Jenis data kualitatif yang dikumpulkan dalam penelitian ini dinyatakan 

dalam bentuk kata~kata atau kalimat atau informasi yang berkaiatan dengan upaya 

pengembangan organisasi. 

3.4 Proses Pengumpulao Data 

Proses pcngumpulan data dilakukan untuk menggali informasi yang 

dibutuhkan dalam upaya mcnjawab pertanyaan penelitian. yang diawali dengan 

melakukan pengorganisasian data mengenai pengembangan organisasi. Proses ini 

dilakukan dengan menggunakan teknik wawancard. yang mendalam terbadap 

informan yang terkait dengan pennasa1ahan penelitian. 

Wawanc.ara mendalam secara lang.sung dilakukan dengan menggunakan 

pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka dan 

tidak terstruktur sehingga penulis dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

kepada infonnan, fakta~fakta atau suatu kejadian atau peristiwa yang diharapkan 

dapat meminlmalisir kesaiahan penafSiran data atau infonnasi yang diperoieh 

salama penelitian. 

Kajian dokumentasi diperoleh dengan cara mempelajari dan menganalisa 

dokumcn berupa buku~buku, peraturan perundang-undangan serta literatur yang 

berkaitan dengan pengembangan organisasi. 

3.5 Proses Analisis Data 

Proses analisis data dilak:ukan sctelah melakukan tahapan penelitian, 

pengolahan data dan infonnasi yang telah dikumpulkan. Analisis data yang 

dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan teori pengembagan organisasi yang 

dikernukakan oleh Cummings dan Worley (2005:101) sesuai dengan kerangka 

teori. 

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara 

kualitatif. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data dHapangan secara 

berkesinambungan. Langkah ini adalah melakukan Interpretasi terhadap data, 

fakta dan infonnasi yang tetah dikumpulkan rnelalui pernahaman intelektual 

yang dibangun atas dasar pengalaman empiris. Selanjutnya telmik analisis data 
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kualitatif yang digunakan daiam penelitian ini adalah Illustrative method, Neuman 

(2003:469) menjelaskan sebagai beriku!: 

A method of qualitative data analysis in which a researcher takes the 

theoretical concepts and treals them as empty boxes to be filled wflh 

specific empirical and description 

Artinya, peneJiti menga.mbil bebempa konsep teoritis dan memperlakukannya 

daJam suatu kotak kosong yang akan diisi dengan contoh-contoh empiris dan 

deskripsi. Untuk itu peneliti mengambil beberapa k:onsep yang terkait denga.n 

topik peneHtfan untuk mengambil realitas yang ada di lapangan. Dalam bagian 

analisis konsep tersebut al..--an dik:aitkan dengan pelaksanaan yang ditemui di 

lapangan. Kemudian, data dianalisis dengan menggunakan tiga komponen 

analisis. yaitu: 

l. Rcduksi data, yang diartik:an sebagai proses pemilih~ pemusatan perhatian 

dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data ,,kasar'' yang 

muncul dari catatan~catat.an yang tertulis di lapangan. Reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisa yang menajam, rnenggoiongkan> 

menggarahkan, membuang yang tidak perJu da!l mengorganisasi da!:a 

dengan cara yang sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu simpulan. 

dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara membuat abstrak 

yang berisi rangkuman data yang terkait dengan batasan penelitian sehingga 
' 

data yang diperoleh dapat menjadi lnfonnasi yang berkualit.as. 

2. Penyajian data, yang dibatasi sebagai kumpulan informa.si tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan simpu]an. Penyajian data yang 

paling umum digunakan pada data kualitatif adalah bentuk tcks naratif. 

dalam penelitian ini peneliti me1akukan interpretasi data atas informasi yang 

telah dirangkum kemudian hasil interpretasi disajikan dalam bentuk teks 

naratif. 

3. Penadkan simpulan hanya merupakan sebagian dari suatu kegiatan 

konfigurasi yang utuh. Simpulan juga harus diverifikasi selama penelitian 

berlangsung. Singkatnya , makna-rnakna yang muncul dari data harus diuji 

kebenaran dan kecocokannya atau melalukan proses triangulasi. Pada 
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akhimya, peneliti akan menarik simpuian dan melakukan verifikasi atas 

simpuian tersebut. 

3.6 Batasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki batasan penelitian yaitu hanya mengidentifikasi 

dan menggambarkan faktor-faktor internal dalam upaya pengembangan organisasi 

yang dapat dilakukan oleh Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 

dafam penyeb:arluasan informasi hukum kepada rnasyarakat luas. 
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BAB4 

PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum organisasi dan hasil 

penelitian yang dilakukan. Melalui gambaran umum organisasi akan dijelaskan 

peran dan struktur organisasi Badan Pembinaa:n Hukum Nasional (BPHN} dan 

Pusat Dokumentasi dan lnfurmasi Hukum Nasional sebagai sebuah organisasi 

pemerintah yang menyediakan dokumentasi dan informasi hukum yang dapat 

diakses oleh masyarakat Juas. 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Melaiui gambaran umum organisasi pertama-tama akan dijdaskan BPHN 

secara umum sebagai un.it eselon T yang menaungi Pusat Dokumentasi dan 

lnformasi Hukum Nasionat BPI-IN. 

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPI-IN) adalah salah satu di antara 11 

(sebelas) unit eselon I yang ada di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manmila, 

Sela.in Badan Pembinaan Hukurn Nasional,, unit eselon I lahmya adalah 

lnspektmat Jenderal. Sekretariat Jenderal, Direl-torat Jenderal Peraturan 

Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi . Hukum . UmUm, 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal hnigrasi, Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Inte!elctua1, Direktorat Jenderal Pelindungan Hak Asasi 

Manusia. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, serta Badan 

Pengerr.bangan Sumbcr Daya Manusia Hukurn dan HAM. 

Sebelum menjadi sebuah unit eselon 1 yang berada di bawah naungan 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada awal berdirinya di tahun 1958, 

BPHN adalah merupakan suatu Lembaga Pembinaan Hukum Nasionai (LPJIN) 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pe.rdana 

Menteri. Setelah enam tahun, keberadaan lembaga yang dibcntuk dengan 

Keputusan Presiden No. 107 Tahun 1958 tanggal30 Maret 1958 tersebut, beralih 

menjadi sebuah lembaga yang berada di hawah koordinasi Departemen 

Kehakiman dan tidak fagi bertanggung jawab kepada perdana menteri. Adapun 
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peralihan tersebut diatur dalam Keputusan Presiden No. 282 tahun 1964. 

Selanjutnya dengan Keputusan Presiden No. 45 Tahun 1974) nama Lembaga 

Pembinaan Hukum Nasional dirobah menjadi Badan Pembinaan Hukum 

Nasional. 

4.1.1 Tugas Pokokdan Fungsi BPHN 

BPHN sebagai unsur penunjang peJaksanaan tugas pokok Departemen 

Hukum dan HAM dl bidang pembinaan hukum nasional yang berada di bawah 

dan bertanggungja:wab langsung kepada Menteri Hukum dan HAM dipimpin oleh 

seorang Kepala Badan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Republik Indonesia Nomor: M.09-PR.07.10 Tahun 2007 Tangga120 April2007 

tentang Organisasi dan Tata Kcrja Departemen Hukum dan HAM Republik 

Indonesia, Tugas utama BPHN adalah melaksanakan pembinaan di bidang hukum 

nasional. Untuk rneJaksanakan tugasnya tersebut, BPHN melaksanakan fungsi

fungsi sebagai bcrikut : 

a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pcnelitian dan 

pengembangan sistem bukum nasional, perencanaan pembangunan bukum 

nasional, dokumentasi dan infonnasi hukum nasional serta pcnyuluhan 

bukum; 

b. Perumusan standar) norma. pedoman, kriteria dan prosedur di bidang 

pembinaan hukum naslonal; 

c. Koordinasi dan keJ.ja sama di bidang penelitian dan pengembangan sistem 

hukum nasiona.l, perencanaan hukum pembangunan hukum nasional1 

dokumentasi dan infonnasi hukum nasional serta penyuluhan hukum; 

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; dan 

e. Pelak:sanaan urusan administra."'li di lingkunga:n BPHN. 

4.1.2 Visi~ Misi, Tujuan dan Sasaran BPHN 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPHN memiJiki visi 

yang ingin dicapai yaitu : ('Terwujudnya sistem dan politik hukum nasional yang 

Universitas Indonesia 

Pengembangan Organisasi..., Emalia Suwartika, Pascasarjana UI, 2009



51 

mantap dalam nmgka tegaknya supremasi hukum dan hak: asasi manusiau. Untuk 

mencapai visi tersebut BPHN memiliki mi:si sel:mgai berikut : 

a. Menyusun perencanaan pembangunan hukum~ 

b. Melakukan pembinaan dan pengembangan hokum; 

c. Meningkatkan dan memantapkan kesadaran hokum masyarakat; 

d. Meningkatkan dan memantapkan jaringan dokumentasi dan infurmasi 

hukum. 

Perwujudan visi dan misi BPHN dilaksanakan dalam upaya mewtYudkan 

tujuan yang ingin dicapai yaitu; ''Meningkatkan kedudukan dan peran Badan 

Pernbinaan Hukum Nasional dalam penyelcnggaraan pembangunan HukLJm 

Nasional yang terpadu dan berkesinambungan", dan sasaran yang ingin di capai 

adalah: 

a. Terwujudnya sistem E-Goverment di bidang 1nfonnasi hukum 

b. Tersedianya dan tertatanya data bahan-bahan hukum hasH kegiatan BPHN 

secara Jengkap maupun kemudahan untuk memperoleh infonnasi hukum 

dari pihak luar kepada BPHN 

c. Meningkatnya peran Program Legislasi Na'>ional sebagai salah satu sarana 

penyusunan Rcncana Pembangunan Tahunan (Repeta) Bidang Hukum yang 

akurat dan sesuai dengan kebutuhan hokum masyarakat dan pcmbangunan 

d. Meningkatnya frekuensi program Penyuluhan Hukum 

e. Meningkatnya koordinasi instansi i:erkait antara BPHN, dengan unit~unit 

Eselon 1 Departemen Hukum dan HAM, Kantor Wilayah serta lnstansi 

lainnya di Luar Dcpartemen Hukum dan HAM serta Meningkatnya ku.alitas 

sumberdaya manusia yang ada di BPHN 

4.1.3 Program Kegitan BPHN 

Perwujudan visi dan mis:i BPHN ters:ebut dilaksanakan mela!ul berbagai 

bentuk kegiatan pernbangunan hukum dengan dukungan dari berbagai ka!angan, 

meliputi : 

a. Penel!tian dan pengkajian hukum; 
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b. Penyelenggaraan seminar dan pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum 

dalam rangka menjaring rnasukan dan pemikiran dari pakar huk:um} 

akadernisi, praktisi. maupun masyarakat pada umumnya; 

c. Peningkatan dan pengembangan keJjasama dan koordinasi dalam pemblnaan 

substansi hukum tertulis (melalui Program Legisiasi Naslonal - Prolegnas) 

maupun hukum tidak tertulis (melalui kompilasi, kompendium, anotasi 

yurisprudensi. dan pemetaan serta verifikasi hukwn adat); 

d. Peningkatan kualitas dan ragam metode penyuluhan hukum; 

e. Peningkata.n peJayanan dan diseminasi informasi hukum yang berbasis 

tcknologi komunikasi dan lnfonnasi. 

4.1.4 Struktur Organisasi BPHN 

Guna mendukung pelakumaan !ugas pokok dan fungsinya, BPHN terbagi 

menjadi 5 (llma) unit eselon I! yang membawahi 18 (delapen belas) unit eselon 

lli, dan 46 (empat puluh enam) unit eselon IV. Kelima unit eselon I1 yang ada di 

BPHN adalah Sek:retariat Badan~ Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem 

Hukum Nasional, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Pusat 

Dokumentasi dan lnformasi ,Huk.um Nasional, dan Pusat Penyuluhan Hukum, 

seperti terli,hat pada struktut organisasi BPHN berikut: 
' 
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Gambar4.1 

Struktur Orgauisasi Badan Pembinaan Hukum Nasional 

BAD AN 
PEMI31NAAN HUKtiM 

NASJONAL 

SEKRETARIAT 
BAD AN 

PUSAT PUSAT PUSAT 
PENELITIAN DAN PERENCANAAN DOKUMENTASI PUSAT 
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAN JNFORMASI PE.f\.'YULUHAN 
SISTEM HUKUM HUKUM NASlONAL HUKUM NASIONAL HUKUM 

NASIONAL 

Sumber: Bagian Kcpegawaian BPHN (relab diolah kemba1i} 

4.1.5. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional BPHN 

Pusat Dokumentasi dan Intbnnasi Hukum Nasional sebagai unit e.."!.eion II 

m:empunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pengelolaan. 
. 

pembinaan dan pengembangan dokumentasi dan informasi hulrum berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BPHN. Untuk melaksanakan tugas 

dimaksud, Pusat Dokumentasi dan lnformasi Hukum Nasional menyelenggarakan 

fungsi; 

a. Penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan 

dokumentasi dan informasi huk:um; 

b. Pembinaan dan pengembangan teknis dokumentasi dan informasi hukum; 

c. Pembinaan dan pengembangan perpustakaan serta pelayanan infonnasi 

hukum; 

d. Pelaksanaan penerbitan dan publikasi hukum~ 

e. Pembinaan dan pengembangan pengeJolaan data elektronik; 

f. Pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum 

nasional; dan 
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g. Pelaksanaan evaluasi dan penyu~unan laporan kegiatan dokumentasi dan 

infonnasi hukum nasional serta peiayanan teknis. 

Untuk menyelenggarakan fungsinya, Pusat Dokumentasi dan Informasi 

Hukum Nasional terdiri dari : 

a, Bidang PubJikasi Hokum dan Pelayanan Teknis 

b. Bidang Pengolahan DataElektronik dan 

c. Bidang Jaringan Dokumentasi, Infonnasi dan Perpustakaan Hukum, 

Menurut substansi bidang tugas yang dihad.ap~ berikut adalah tugas 

masing-masing bidang Pusat Dokumentasi dan Informasl Hukum Nasionai: 

4.1.5.1..Bidang Publikasi Hukum dan Pe1ayanan Teknis 

Bidang Publikasi Hulrum dan Pelayanan Teknis mempunyai tugas 

melaksanakan penerbitan. penyebarluasan bahan hukum. penyusunan progra.II4 

laporan dan pelayanan teknik, bidang ini menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan penerbltan, reproduksi, penjilidan dan penyehariuasan bahan 

huknm,dan 

b. Penyiapan penyusunan program, monitoring. pembuatan iaporan dan 

pelayanan leknis. 

Bidang Ptlblikasi Hukum dan Pelayanan Teknis. membagi habis tugas 

dcngan membagi pada 2 (dua) Sub Bidang yaitu: 

4.1.5.1.1 Sub Bidang Penerbitao dan Penyebarluasan Hukum 

SubBidang Penerbitan dan Penyebarluasan Hokum mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan penerbltan, reproduksi, penjilidan dan 

penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lailmya. 

4.1.5.1.2 Sub Bidang Penyusunan Program, Monitoring, dan Pelayanan 

Teknis 

SubBidang Pcnyusunan Program, Monitorin& dan Pelayarum T~knis 

mempunyai tugas melakukan penyiapan baban penyusunan program dokumentasi 
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dan informasi hukum, monitoring kinerja, penyusunan laporan dan pelayanan 

teknls. 

4.1.5.2.Bidang PengQiaban Data Elcktronik 

Bidang Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan 

pengolahan dan pengcmbangan database peraturan perundang-undangan, data 

hukum lainnya, pemrograman komputer, jaringan elektronik.. dan kerja sama 

ctomasi huk:um, sedangkan fungsinya menyelenggarakan : 

a, Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan serta pengembangan 

database peraturan perundang-undangan dan baban hukum lainnya 

secara elektronik dan kerja sama otomasi hukum; 

b. Pelaksanaan pemrogrnman k:omputer dan jaringan elektronik; dan 

c. Pelaksanaan pengembangan. perawatan dan pengamanan data 

cJektroni~jaringan komput.er. dan pemeliharaan teknologi infonnasi. 

Bidang ini mcmbawahi 3 subb!dang ,yaitu: 

4.1.5.2.1 Subbidang Pengolahan dan Peogembangan database; 

Subbidang Pengolahan dan Pengembangan database mempunyai tuga.s 

melakukan pengumputan) pengola.han, Pengembangan, Penyajian Database 

peraturan Perundangan-undangan dan bahan hukum lainnya, secara elektonik 

serta pelaksanaan kerjasama otomasi hukum. 

4.1.5.2.2 Subbidang Pengembangan Teknik Pemrograman Komp11ter dan 

Jariugan EJektoaik; 

Subbidang Pengembangan Teknik Pemrograman Kumputer dan 

Jaringan Elektonik mempunyai tugas meJakukan pembuatan dan pengembangan 

pemrograman komputer> situs jaringan internet, eksrranet dan internet. 
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4.1.5.2.3 Subbidang Pemeliharaan Data dan Sarana Teknologi lnformasi 

Subbidang Pemeiiharaan Data dan Saraoa Teknologi Infonnasi 

mempunyai tugas mclakukan inventarisasi, penga.manan perawatan data 

eJektronik dan jaringan komputer serta sarana teknologi informa.<>i. 

4.1.5.3 Bidang Jaringan Dokumentasi,. Ioformasi dan Perpustakaan 

Hnknm 

Bidang Jaringan Dokumentasi, lnfonnasi dan Perpustakaan Hukum 

memp!.Utyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembi:naan dan 

pengambangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pengumpulan. 

pengoJahan peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum 

lainnya, pengernbangan perpustakaan huk~ pengembangan keljasama sevara 

nasional, regional dan inte:rnasionaJ. Bidang ini menyelenggarnkan fungsi: 

a. PenyiapWl perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan 

jaringan dokumentasi dan infonnasi hukum; 

b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan pernturan penmdlffig·undangan 

dan bahan dokumentasi hukum lainnya; 

c. Pelaksanaan pengembangan dan kerja sama jaringan dokumentasi dan 

infonnasi hukum secarn nasionbal, regional dan intemasional; dan 

d. Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan perpust:a.kaan hukum serta 

pemberian pelayanan informasi hukum. 

Bidang ini membawahi 3 subbidang, yaitu: 

4.1.5.3.1 Subbidang Jaringan Dokumeotasi dan Informasi Hokum 

Subbidang Jaringa.n Dokumentasi dan Jnfonnasi Hukum mempunyai 

tugas me1akukan penyiapan bahan perumusa.n kebijakan pembinaan dan 

pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum scrta kelja sama 

jaringan dokumentasi dan inforrnasi hukum secara nasional, regional dan 

intemasional 
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4.1.5.3.2 Subbidang Pengolaban Bahan Informasi Hukum 

Subbidang Pengolahan Bahan Inforrnasi Hukum mempunyai tugas 

melakukan pengumpulan, pengolahan, penyiapan dan perawatan bahan infonnasi 

hukum 

4.1.5.3.3 Sobbidang Perpustakaan Hokum 

Subbidang Perpustakaan Hukurn mempunyai tuga.s melakukan 

pengelolaan, pcrnbinaan dan pengembangan perpustakaan hukum serta pemberian 

pclayanan inforrnasi hukum. 

4.1.6 Kelompok Fungsional 

Kelompok fungsional bertugas sesuai dengan keahlian berdasarkan 

perundang-undangan yang ber1aku. 

4.1.7 Struktur Organisasi Pusat Dokumeutasi dan Informasi Hokum 

Nasional 

Struktur Pusat Dokumentasi dan lnformasi Hokum Nasional disusun 

berdasarkan pada Peraturan Mente..-1 Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 

MJJ9-PR.07.10 Tahun 2007 Tanggal20 April2007 Ten1ang Organisasi dan Tara 

Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Pusat Dokumetasi dan 

Infurmasi Hukum Nasional sebagai salah satu unit eselon IT di Badan Pembinaan 

Hukum Nasional dikepalal oleh Pejabat eselon ll yang membawahi 3 Kepala 

Bidang setingkat eselon III, yang masing masing bidang rnembawahi Sub Bidang 

setingkat eselon IV yang jumlah keseluruhmmya sebanyak 8 Sub Bidang, 

sedangkan masing~masing sub bidang membawahi sekitar 3 sampai 5 orang staf. 

Secara Jebih lengkap, struktur organisasi Pusat Dokumentasi dan Infonnasi 

Hukum Nasional dapat diHhat pada Gam bar 4.2 berik"Ut: 
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Gambar4.2 

Struktur Pusat Dokumentasi dan lnforma.s.i Hokum Nasional 
Badan Pembinaan Hukum Nasional 

PUSAT 
DOKUMENTAS1 

DAN INFORMASl f-
HUKUM NASIONAL 

~ ... 

I I I 
BIDANG BiD ANO 

PUBUKASI HUKUM BIDA."4G JARtNGAN 
DAN PENGOLAHAN DATA DOKUMENT AS[, 

PELA Y ANAN TEKNJS ELEKTRONTK INFORMASI DAN 
PERPUSTAKA..A."i HUKUM 

Subbidang Subbidang Subbidang 
Penerbitan dan Pengolaban dan Jacingan 
Penyebarluasa.n Pengernbaogan Dokumentasi dan 

Hukum Database lnformasi Hukum 

Subbidang Subbidang 
Pen.yusunan Pengembangan Subbidang 

Program, Teknik Pengolahan Bahan. 
Monitoring, dan Pemrograman Infonnasi Hukum 

Pelayooan Tekrns Komputer dan 
Jarinean Elel..imnik 

Subbidang 
Pemehharaan Data Subbidang 

dan Sarana Perpustakaan 
Teknologi Informasi Hukum 

Khl..D:MPOK 
JABATAN 

FUNGSlONAL 

Sumber: Baghm Kepegawaian DPHN (telab diolah kembaU) 
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4.1.8 Sumber Daya Manusia Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum 
Nasional 

Laju gerak suatu organis:asi ditentukan oleh sumber daya rnanusia yang 

berada di daiamny~ begitupun pada Pusat Dokumentasi dan lnformasi Hukum 

Nasional. Hingga bulan Agustus 2009. somber daya manusia atau pegawai yang 

berada di Pusat Dokumentasi dan Inforrnasi Hukum Nasional sebanyak 60 orang, 

jurnlah Jni terbagi dalam 37 orang laki-taki dan 23 orang perempuan. Berdasarkan 

tingkat pendidikan. sumber daya manusia pada posat Dokumentasi dan Informasi 

Hukum Nasional dapat dikatakan ideal, hal ini terlihat dari telah banyaknya 

pegawai yang telab memiliki latar belakang pendidikan pada tingkat Strata Satu 

(SI) yairu sebanyak 14 orang atau sekitar 23,3% disusu1 oleb pegawai yang telah 

mennye1esaikao pendidikannye pada tingkat Pasca Sarjana (S2} yaitu sebanyak 13 

orang 21,7%. Untuk lebih jclasnya dapat dilihat pada tabe14. I 

Tabel 4.1 Komposisi Pegawai Menurut .Jenjang Pendidikan Formal 

Jenis -· 
Tingkat Pendidikan Formal 

--Kelamin Total 
SLTP SLTA D3 Sl S2 

Lakl-laki I 19 2 7 8 37 
·-

Perempuan - 9 2 7 5 23 

Jumlah I 28 4 14 13 60 
----- ·····-

Sumber: Bagian Kepegawaian BPHN (tdsh diutah kembah1 

Selain latar belakang pendidikan sebagai mana tersebut di atas7 sumber 

daya manusia pada Pusat Dokumentasi dan Tnfonnasi Hukurn Nasiop_a[ secara 

rata-rata tclah memiliki golongan yang dapat dikatakan memadai, hal ini ter1ihat 

dari telah banyaknya sumber daya manusia yang tefah rnenduduki golongan m 

yaitu sebanyak 43 orang atau_sebanyak 71,7% dan sebanyak 12 orang atau 20% 

menduduki golor.gan IV dan sisauya yaitu 5 orang atau 8,3 % beraUa pada 

golongan II untuk lebihjelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Universitas Indonesia 

Pengembangan Organisasi..., Emalia Suwartika, Pascasarjana UI, 2009



60 

Tabel4.2 Komposisi Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan 

Menu rut Golongan 

Jenis IV m II Total 
Kelamin 

A b c D E A b c d e a B c d 

Laki-laki 5 I I 5 12 6 4 3 37 

Perempuan 4 I 4 8 4 2 23 

Jumlah 9 2 I 5 16 14 8 3 2 60 

Sumbe .. : Bagian Kepegawaiao BPHN (lelah diolah kembali) 

Untuk tenaga fungsional pustakawan yang terlibat dalam pengelolaan 

perpustakaan terdiri dari Pustakawan Pelaksana Lanjutan dan Pustakawan 

Penyelia untuk jabatan Pustakawan Tingk:at Terampil serta Pustakawan Madya 

untukjabatan Pustakawan Tingk:at Ahli. Lebih jelas klasifikasi jabatan fungsional 

pengelola perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut: 

NO 

I 

2 

Tabel4.3 Klasifikasi Jabatan Fungsional 
Pusat Dokumentasi dan Informasi Hokum Nasional 

Jabatan Pangkat/Gol. Jumlah 

Pustakawan Pustakawan Pelaksana 

Tingkat Terampil Lanjutan 

Penata Muda Tingkat I -

lllfb I Orang 

Pustakawan Penyelia 

Penata- IIJ/c 9 Orang 

Penata Tingkat 1-lll/d 4 Orang 

Pustakawan Pustakawan Madya 4 Orang 

Tingkat Ahli Pembina- TV/a 2 Orang 

Pembina Tingkatl -lV!b 

JUMLAH 20 Orang 

Sumbi:r: Bagian Kepegawaian BPHN (tclah diolah kembali) 
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4.2 Basil dan Pembabasan 

Bagian ini menjelaskan hasH penelitian mengenai upaya pengembangan 

organisasi Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dalam 

penyebarluasan informasi hukum. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I untuk 

mendukung pelaksanakan penyebaran informasi hukum secara efektif dan 

pencapaian visi organisasi serta beradaptasi dengan perubahan dan hukum, maka 

diperiukan upaya pengembangan organis:asi. 

Analisis yang digunakan dalam upaya pengembangan organisasi Pusat 

DolLJmentasi dan Informasi Hukum Nasional adalah mclalui pendekatan yang 

dilcemukakan oleh Cummnings dan Worley (2005:!01) dengan menekankan 

pendekatan pada aspek strateg~ teknologi, struktur. sistem, sumber daya manusia 

dan budaya organisas~ yang didukung dengan data primer berupa basil 

wawancara dengan infonnan-informan dalam penelitian serta data sekunder yang 

djperoleh rnelalui kepustakaan. 

4.2.1 Stratcgi 

Strategi merupakan suatu penentuan cara untuk mencapai tujuan jangka 

panjang baik yang telah ditentuk;1n maupun belurn ditentukan lebih dahulu dan 

penetapan strategi organisasi sangat tergantung pada sasaran yang dikehendaki 

Jika sasaran bersifat jangka panjang, maka strategi bersifut jangka panjang dengan 

kata lain strategJ merupakan suatu rumusan kebijakan program untuk mencapai 

tujuan secara efektif. 

KeberhasJ!an atau kegagalan upaya pengembangan organisasi dipengaruhi 

oleh ketcpatan daiam mengidentifikasi permasalahannya dan ketepatan strategi 

yang dipilih untuk rnelaksanakan pengembangan organisasi. Strategi 

pengembangan organisasi sangat dipengaruhi oleh berbagt~i ketentuan atau 

peraturan dan berbagai pendekatan dalam pengembangan organisasi perlu 

dilak."Ukan, tetapi yang perlu diperhatikan adalah pendekatan pengembangan 

organisasi yang meliputi perubahan yang terutama ditujukan pada prlbadi individu 

setiap anggot.a organisasi. perubahan yang ditujukan pada struktur dan system 
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organisasi serta perubahan yang ditujukan pada iklim atau budaya organisasi dan 

gaya hubungan antar pribadi. 

4.2.1.l.Kejelasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

Dalam perumusan program kerja suatu organisasi, diperJukan arah sebagai 

petunjuk momen gerakan yang ditakulcan untuk mencapai tujuan. Di mana tujuan 

berfungsi sebagai acuan perkembangan. Tujuan adalah sebuah konsep yang 

menerangkan "kemana kita ak:an pergi», tujuan inl dlterjemahkan dalam beberapa 

bentuk, satu di antaranya adalah vlsi dan misi. 

Visi merupakan sesuatu yang didambakan untuk dimiliki dimasa depan. 

Visi menggambarkan as:pirasi masa depan tanpa menspesifikasi cara-cara untuk 

mencapainya, visi yang efektifadalah visi yang mampu membangkitkan inspirasi. 

Sedangkan Misi adalah bentuk yang didambakan di masa depan. Misi merupakan 

sebuah p>!myataan yang menegaskan visi lewat pilihan bentuk atau garis besar 

jalan yang akan diambil untuk sampai pada visi yang telah lebih duiu dirumuskan. 

Visi Pusat Dokumentasi dan Infonnasi Huk:um Nasional menginduk 

kepada visi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional yaitu ''Terwujudnya sis.tem 

dan politik hukum nasional yang mantap dalam rangka tegaknya supremasi 

buk:um dan hak· asasi manusia". Sedangk~ misinya ada!ah \'Menjngka:tkan dan 

memantapkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum" dengan visi dan m!si 

tersebut organisasi h!:U1Js mampu menciptakan nUai bagi organisasi yang tidak saja 

dapat memicu pengembangan organisasi tetapi juga harus memegang peranan 

penting dalam kehidupan organisasi. 

Hasil wawancara dengan Kepala Pusut Dokumentasi dan lnfonnasi 

Hukum Nasionai menunjukkan bahwa: 

........ ya sepanjang visi misi yang ada dan berdasarkan visf mi.si itu 
kita menyusun program kegiatan dan memperhatikan apanamanya tujuan 
yang ingin dicapai 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Pusat Dokumcntasi 

dan Informasi Hukum Nasional dalam merumuskan program kegiatan dalam 
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rangka pencapaian tujuan organisasi telah berpedoman pada visi dan misi yang 

ada telah ditetapkan . Dengan Visi dan misi yang jeJas diharapkan alur kerja dan 

proses kegiatan organisasi dalarn mencapai tujuan selalu berpedoman pada 

kebijakan yang telah ditentukan berdasarkan visi dan misi tersebut. 

Tercapainya tujuan organisasi jubra tidak terlepas dari peran serta perangkat: 

keJja at.au orang"'{}rang yang ada di dalamnya, untuk itu dipcrlukan komitmen 

yang kuat dan niJai-nilai kebersamaan dari anggota organisasi dalam mewujudkau 

tujuan organisasi. Dengan demikian diperlukan peran aktif dari pegawai untuk 

mewujudkan rujuan organisasi yang ingin dicapainya. 

Komitmen bersarna yang dimiliki oleh seluruh pegawai untuk mencapai 

tujuan organisasi akan dimulai dengan kejelasan visi dan misi yang diembannya. 

Kepala Pusat Dokumentasi dan lnfonnasi Hukum Nasional dalam wawancaranya 

menegaskan bahwa visi dan misi Pusat Dokumentasi dan Informasi Huk:um 

Nasional telah jelas. dan sasarannya juga jelas yaitu rnembangun sistem E

Govemment di bidang Hukum yang dapat diakses oleh masyarakat luas, berikut 

pernyataannya: 

sasaran dan misi kita sudah jelas yaitu menciptakan membangun 
sistem E-Governmetll di bidang /wkum yang dapat diakses oleh setiap 
lemhaga eksdutif, legialatif dan yudikatif melaluf pengembangan, 
sistem Jaringan Dokumenta.si dan Informasi Hukum Nasinnal. 

Dengan kejelasan sasaran dan misi yang ingin dicapai rnenuntut setiap 

individu yang ada untuk seJalu sJap baik dalam keterampilan, sikap dan motivasi 

kerja, untuk itu diperlukan pula strategi perubahan pribadi individu setiap pegawai 

yang menjadi anggota organisasi llusat Dokumentasi dan Informasi Hukum 

Nasional. Pengubah perHaku individu dapat berupa pembcrikan perhatian pada 

upaya peningkatan keteram.r:ilan, sikap dan tingkat motivasi kerja. Strategi 

pendekatan ini berasumsi bahwa perilaku pegawai sangat mempengaruhi tingkat 

efektifitas organisasi. Jika para pegawai dapat dikembangkan secara bertahap 

maka berbagai kegiatan dapal diarahkan pada pencapaian tujuan yang Iebih besar. 

Dengan demikian vlsi organisasi ini harus mampu menciptakan nilai bagi 

organisasi tersebut. nUai yang diciptakan di sini adalah visi organisasi yang bukan 

hanya digunakan sebagai pemicu bagi laju garak. perumbuhan organisasl tetapi 

juga visi organisasi tersebut harus merupakan nilai karena memegang peranan 
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penting dalam siklus kehidupan organisasi. Nilai yang diharapkan dari organisasi 

Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukurn Nasional adalah Badan Pembinaan 

Hokum Nasional khususnya Pusat Dokumentasi dan lnformasi Hukum Nasfonal 

dapat berperan aktif dalam pembangunan hukum melaluj penyediaan dokumentasi 

hokum dan bahan hukum lalnnya sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas 

secara cepat, tepat dan alLJrat da!am rangka pembangunan huknm dan hak asasi 

manusia, 

Penerapan visi dan rnisi dalam penyususnan program kerja Pusat 

Dokumentasi dan lnforma:si Hukum Nasional telah difakukan secara efektif dalam 

penyusunan program kerja setiap tahun, seh~ngga monitoring pencapaian program 

keJja dapat dilakukan berdasarkan sasaran yang telah ditentukan berdn'illrkan visi 

dan misi yang ada. 

4.2.1.2.Reucana Kedepan 

Setelah strategi berupa visi dan misi telah ditetapkan dan telah mempunyal 

keje1asan dalam pencapaian tujuan organisasi~ selanjutnya dibuat pcrencanaan

perencanaan yang akan dilakukan oleh organisasi dalam upaya mempcrtahankan 

dan mengernbangkan organisast Berkaitan dengan rencana kedepan, rencana--

rencana kerja Pusat Dok:umentasi dan informasi Hukum Nasional te1ah disusun 
. ' 

meliputi pembenahan struktur organisasi dan peningkatan kualitas pegawai Pusat 

Dokumentasi dan Inforrnasi Hukum Nasional dan juga pembenahan pada sub 

bidang perpustakaan sebagai inti dari tugas Pusat Dokmentasi dan lnformasi 

Hukwn Nasonal. 

Pembenahan perpusrakaan menjadi sorotan utama darl rencana terdekat 

yang akan dilakukan. hal ini didasari dari keberadaan perpustakaan sebagai salah 

satu peiayanan hukum yang memiliki andii cukup besar dalam pernbangunan dan 

pembinaan hukum nasional. Perpustakaan Badan Pembinaan Hukum Nasiona1 

termasuk dalam katagori perpustakaan khusus <ialam hal ini Perpustakaan Hukum 

BPHN mengkhususk.an diri dalam hal pe!ayanan informasi hukum. 

Sampai saat ini Perpustakaan hukum BPHN belum mampu memberihn 

kualitas pe:layanan sebagaimana yang diharapkan oleh pengguna perpustakaan, 

hingga kini perpustakaan BPHN beium mampu menarik minat masyarakat lebih 
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banyak untuk datang mencari infonnasi hukum. Hal ini dapat dilihat dari baban 

koleksi yang jumlahnya masih kurang terutama untuk jenis buku·buku hukum 

terbitan terbam, jumlah boku yang ada sekarang sudah sulit untuk dipantau 

sehingga menyulitkan untuk mengetahui berapa jumlah buku yang ada, berapa 

yang hi!ang dan berapa yang scdang dipinjam untuk itu barus segera dilakukan 

perbaikan selain itu sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan scperti meja., 

1..-ursi, rak buku dan AC juga kondisinya sudah barus diperbaharui. 

bahwa: 

Kepa1a Pusat Dokumentasi dan Infonnasi Hukum Nasional mengatakan 

harus segera melalatkan Stockopname untuk buku·buku 
perpustalraan harus dilakukan karena sampai ini kita tidak tau ada berapa 
buku, berapa yang hilang ada di mana aja kita ingin perpustakaan ini 
yang memenuhi standar, ooba Jihot kursi-kursinya, meja, ac semu<mya 
sudah harus diganti dan dUambah lagi. 

Lebih jauh rencana~rencana yang akan dilakukan o1eh Pusat Dokumentsi 

dan Informasi Hukum Naslonal teJah disusun berdasarkan keadaan yang sifatnya 

mendesak dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi terutama infonnasi 

hukum. Kepala Pusat Dokumentasi dan 1nformasi Hokum Nasional 

mengemukakan rencana-rencana yang akun dilakukan meliputi: 

tentu akt;m kita tingkatkan apanamanya ini terotama pengadaan 
buku pengelolaant!JICI dcm penyebarluasannya perlu ditingkatlwn lagi 
tenJtama masalah h:mten web site kita ditingkatkan, se/r.arang sudah 
ditingkatkan saluran nya sudah kita perbesar ya nah tentu ini akan 
kita lengkopi fsieya baik peraturan perundang-undangan ataupun 
dokumentasi Jainnya sehingga masyarakat yang berlamjung ke 
website kita itu dapat informasi yang sebaw,JOk-banyaknya gitu 
kemudian perpustakacm harus kfta kelola dengan haik sehingga 
hdrnnya dan pengelo/anya alum kita perbaiki administrasfnya seperti 
berapa buku yang aria berapa yang dipinjam dan berapa yang hilang 
fni akrm kita perbaiki jadi maksud saya perpuslakaan sistem manual 
ini ahm betul-betul kita perbaiki 

Dengan rencana~rencana yang telah disusun tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan kuaiitas: Pusat Dokumcntasi dan Informasi Hukum Nasional daiam 

upaya pcnyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat luas sehingga dapat 

mengaltses infonnasi hukum secara mudah, cepat dan akurat Kegiatan 
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stocopname buku-buku perpustakaan merupakan kegiatan nyata daJam upaya 

pengemhangan organisasi yang dilakukan Pusat Dokumentasi dan Jnformasi 

Hukum Nasional dengan harapan sirkulasi dan optimalisasi pc:layanan 

perpustakaan dapat ditingkatkan. 

4.2.2. Teknologi 

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di dalam suatu organisasi 

telah menjelma sebagai suatu kebutuhan mutlak yang harus dimiJiki dan 

dimanfaatkan jika ingin meningkatkan kioerjanya. Kekuatan teknologi inforrnasi 

sebagai sebuah perkembangan teknologi dapat menggerakkan suatu perubahan, 

apabila teknologi infonnasi mengalami kemajuan yang sangat pesat. 

Pengembangan teknologi infonnasi di Pusat Dokumentasi da.1 Informasi 

Hukum Nasional adalah teknologi yang berhubungan dengan pcngolahan data 

menjadi infonnasi dan proses penyampaian informasi berupa data baik peraturan 

maupun informasi lain dan penemuan kembali data tersebut dalam batas ruang 

dan waktu. Kebutuhan akan infonnasi ~ngat diburuhkan maka. akan dHkuti juga 

oleh perkembangan tek.no)ogi secarn cepat, sehingga harus ada keseirnbangan 

antara perketnbangan teknologi dengan perkernbangan data, yang pada 

hakekatnya informasi yang disajikan akan se)alu n:utakhir. Penguasaan teknologi 

dan infonnasi harus diikuti pula oJeh kemampuan sumber daya manusia yang 

rnemadai serta mengua.sai te-knologi informasi serta dengan dukungan sarana dan 

prasarana yang memadai, sehingga dapat membantu dan memperJancar 

pelaksanaan pendokumentasian infonnasi hukum. 

4.2.2.1.Penggunaan Teknologi Komputer 

Penggunaan teknologi informasi terutama komputer mu!ai dikenaJkan di 

Pusat Dokumcntasi dan infunnasi Hukum Nasional pada tahun 1985 tetapi set',ara 

rnaksimai mulai pada tahun 1990. Pemanfaatnnya tidak hanya untuk kegiatan 

mengetik saja tetapi 1ebih jauh Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum 

Nasional juga telah menggunakan teknologi komputer untuk mengolah bahan 
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dokumentasi hukum dan membuat suatu CJ)..Room Peraturan Perondang

undangan yang mulai dilaksanakan pada tahun 1990. 

Pemenuhan teknologi informasi beropa personal komputer pada saat ini 

dapat dikatakan telah memenuhi kebutuhan baik dalam jumlah m.aupun 

kualitasnya. Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pemeliharaan data dan 

Sarana Prasarana Tek.nologi lnformasi adalab 

... Jeknologi yang ada di Pusdak eeeeee macam-macam arlinya terdiri 
dart computer dengan spec yang boleh dikatalwn sudah memadai aninya 
kita sudah menggunakan pentium 4 core to duo. Nah kemudian klienn.J'a itu 
terdiri dari sekilar kurang Jebih 100 P<.: 100 PC dengan masing~masing 
PC atau unitnya ltu menggunakan pentium 4 core /o duo, dan pentium 4 
dual core ada juga yang masih pentium 4 saja. 

Dengan jumlah PC atau Personal Computer yang ada sekarang ini 

menuntut para sumber daya manusia yang ada untuk selalu meningkatkan kualitas 

pengelolaan bahan dokumetasi hukum dan melengkapi konten-konten yang 

menjadi togas serta fungsi pendokumentasian hokum. Hal ini senada dengan 

pemyataan seperti yang diungkapkan oleh Kepala Pusat Dokamentasi dan 

lnfonnasi Hukum Nasional. bahwa teknologi yang ada sekarang ini sudah 

memadai~ menurutnya tinggal bagaimana uiltuk terus melengkapi konten~ 

kontenn~ 

itu sebenarnya sudah cukup-sudah cukup memadai tinggal 
pelakanaannya fni yang harus tetap berusaha untuk terns melengkapi 
konten-kontennya bukan hanya peraturan penmdang-undangan tetapi juga 
dolcumentasi lairmya maksud saya hasU~hasil pene/itian pengkajian ataupun 
hasil-ha-;il seminar pertemuan i/miah atau kegiatan BPHN jadi bukan 
hanya peraturan perundang-undangan. 

Kelengkapan konten-konten dokumentasi hukum tidak hanya pada 

lengkapnya peraturan perundang-undangan tetapi menyangkut hasH-hasH kegiatan 

Badan Pembinaan Hukum Nasional secara keseiuruhan~ sehingga pencari 

informasi mendapatkan informasi yang diinginkannya. Dalam upaya 

pengembangan organisasi dilihat dari aspek teknotogi, saat ini Pusat Dokumentasi 

dan lnformasi Hukum Nasional telah memanfaatkan teknologi berupa komputer 
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daiam melaksanakan tugas sehingga memberikan kemudahan kepada pegawai. 

Pemanfaatan komputer sebagai a1at pengolahan bahan dokumcntasi telah mampu 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja pegawai karena kualitas teknologi 

yang digunakan telah memenuhi standar pengolahan yang dibutuhkan. 

4.2.2.2.Pemanfaatan Tcknologi 

Di sisi lain sejaJan dengan perkembangan kemajuan dan transparansl di era 

globalisasi sekarang ini, dipcrlukan suatu sarana teknologi informasi dan 

k:omunikasi yang memenuhi daya tampung dan media penyimpanan yang besar, 

kecepatan proses yang tinggi serta penyebarluasan yang efisien, efeklif dan tidak 

terikat ruang dan waktu. daiam hal ini yang dapat :memenuhi prasyarat tersebut 

adaiah tekno1ogi jaringan internet. Pada tahun 2003 Pusat Dokumentasi dan 

Informasi Hukum Nasional memanfaatkan teknologi infonnasi berbas:is web atau 

jaringan internet dengan pemasangan jaringan internet di internal Badan 

Pembinaan Hukum Nasional. Sistem ini berjalan dengan menggunakan jariogan 

internet yang dibangun BPHN yang terhubung pada salah satu penyedia jasa 

intemet/ISP (internet service provider) dengan alamat ht.til;[Lw.ww.bphn.go.id. 

Memasuki tahun 2008, terjadi perubahan dan perkembangan teknologi dan 

infonnasi berbasis web dan jaringan internet yang sangat pesat dan luar biasa, 

untuk itu dipandang pertu merevitalisasi dan merekonstruksi portal situs web 

www.bphn.go.id sehingga informasi hukum dapat diperoleh dengan mudah, 

Jengkap. akurat dan mutakhir, dan kehadiran internet diharapkan dapat 

memudahkan untuk mengakses segala macam informasi, seperti yang 

dikemukakan oleh Kepala Sub Bidang Penyusunan Program, Monitoring, dan 

Pelayanan Teknis, sebagai berikut: 

ya dengan adanya komputer mempermudah semuanya. kita hisa 
mengakses inlernel segaia macam 

Kehadiran web site bphn, go. id daiarn penyebarluasan informasi hukum 

merupakan salah satu upaya pemanfaatan teknologi inforrnasi yang ada di Pusat 

Dokumentasi dan Infonnasi Hukum Nasional. dalam Web site bphn.go.id ini 
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terdapat informa.<;.i~infonnasi hukum dan dokumentasi hukum lainnya sehingga 

dapat diakses di mana saja kapan saja tanpa terikat ruang dan waktu 

Ha."i:il wawancara dengan Kepa.la Pusat Dokumentasi dan Informasi 

Hukum Nasional menyatakan bahwa 

dibidang pemanfaatan telmologi di dokumentasi informasi hukum itu 
sudah ldla manfaatkan terutama dalam penycbcrrluasan peraturan 
perundang-undangan dan bahan dokumentasi lainnya anlara lain melalui 
kita sudah membuka website bphn.go.id dalam rtmgka menyebarluaskan 
informasi hukum dengan pemanfaatan teknologi ini informasl hukum 
dapat disebarkan kepada masyarakat tanpa ada pembatasan ruang dan 
waktu di mana sajo kupan saja masyarakar bisa mengakses iriformasi 
hukum yang kita masukan yg ada dalam web site bphn 

Pemanfaatan teknologi lnformasi melalui Iayanan web site bphn go id juga 

telah menggunakan teknologi yang dapat dikatakan lengkap. Hal ini terungkap 

dari wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pemeliharaan data Dan Sarana 

Prasart~.na Teknologi Infonnasi mengatakan bahwa: 

lremudian server Juga kita gunakan khusus untuk server bener-benar 
server bukannya PC yang dijadikun server Iapi server khusus untuk server 
dengan spec yang terakhir Iah. Kita memiliki 3 server yang pertama yaitu 
untuk database server kemudian web server dan DNS server atau Domain 
Names System yaitu sis/em ~ngalamatan dOmain.. 

Dengan dukungan infrastruk:tur yang memadai. diharapkan dengan adanya 

"on /ina. system" dapat memberikan dan meningkatkan akses public baik di dalam 

maupun di luar negeri ke dalam web site bphn. go.id, sehingga dapat memberikan 

keuntungan timbal batik antara pengguna dengan Pusat Dokumentasi dan 

Informasi Hukum Nasionat Dengan adanya teknologi berupa komputer yang 

terakses dengan internet telah mernbawa perkembangan yang sangat balk dalam 

upaya penyebarJuasan informasi hukum kepada masyarakat. Hasil nyata yang 

dapat dilihat dari adanya komputer yang terakses dengan internet adalah 

tersedianya infonnasi hukum yang da.pat diakses di mana. saja, kapan saja tanpa 

terbatas ruang dan waktu. 

Upaya pengembagan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nnsional 

dalam peoyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat dilihat dari aspek 

Universitas Indonesia 

Pengembangan Organisasi..., Emalia Suwartika, Pascasarjana UI, 2009



70 

teknologi, sedang dilaksanakan kegiatan pengisian konten peraturan perundang

undangan dari tahun 1945-2009 sehingga diharapkan para pencari atau pengguna 

jasa website hphn,go.id dapat terpenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan 

peraturan perundang-undangan. 

4.2.2.3.Efektifitas Penyelesaiao Togas 

Perkembangan dan pemanfaatan teknologi dan infonnasi sangat membantu 

memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mempero!eh infonnasi. Akses ke 

informasl pemerintahan terrnasuk informasi hukum menjadi terbuka sangat Iebar 

bagi siapa saja. Keberndaan teknologi dan informasi hams juga membawa 

manfaat yang sebesar-besarnya bagai pegawai sehingga daJam melaksanakan 

pekeljaannya dapet dilaksanakan SCCaTa efuktif dan infonnasi hukwn dapat segera 

dapat diakses olm masyarakat lUllS. 

Keberada.an komputer dan internet menjadi pemicu pesatnya 

perkembangan teknologi dan informasi dalam suatu organisasi, keterbukaan dan 

kemvdahan peoyebaran inforrnasi merupakan kunci untuk menggerakkan suatu 

organisasi serta pengguna untuk mcncapai suatu tujuan bersarna. Selain sebagai 

media penyebaran infmmasi juga dapat membantu dalam penyelesaian tugas 

secara efe~if. 

HasH wawancara dengan Kepala Pusat Dokumentasi dan Tnformasi 

Hukum Nasional adalah 

efektif sekali kanna dengan penggunaan teknologi baik dalam 
pendokumentasian yaitu digunakan dengan leknologi komputer maupun 
dalam penyebarluasan ini sangat efoktif sekali karena masyarakat mudah 
mengakses dibandingkan dengan sis/em yang manual misalnya harus 
datang ke BPHN hm-us mencari atau semua tapi dengan teknologi ini 
benar-benar dapat terlaksana dengan cepat. mudah dan alcurat 
sebagaimana tujuan daripada sasaran JDI Hukum Nasfonal 

Keefektifan penyelesaian tugas dengan memanfuatkan teknologi yang, ada 

juga dirasakan oleh pegawai pada Pt.1sat Dokumentasi dan lnformasi Hukum 

Nasiona:l, seperti yang dikemukakan oleh sal.ah satu staf di Pusat Dokumentasi 

dan lnformasi Hukum Nasional: 
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sejauh ini cukup membantu dibandingkon manual yang digunakan 
selama ini, kecepotan akselerasi diakui lebih cepat menggunalran teknologi 
yang ada sekarang ini. 

Dengan berkemhangnya teknologi informasi dan komuoikasi serta 

efektifitas penyelesaian tugas dengan pemanfaatan potensl yang ada secara lua.s. 

memberikan pe1uang bagi Pusat Dokumentasi dan Inforrnasi Hukurn Nasional 

untuk melakukan pelayanan inforrna.<oi khususnya bidang hukum kepada 

pemerintah maupun kepada masyarakat luas secara iebih baik. Berdasarkan hasil 

pcnelitian dalam upaya pengembangan organisasi Pusat Dokumentasi dan 

lnformasi Hukum Nasional, para pegawai telah merasakan manfaat dari adanya 

tekno1ogi terutama komputer, pelaksanaan tugas dapat diselesaikan dengan cepat, 

hanya saja diHhat dati inisiatif para pegawai dalam hoJ pengcmbangan 

pemanfaatan tekno1ogi masih kuran& mereka cenderung hanya mcngerjakan 

sebatas kewajiban dan mernenuhi perintah atasan tidak ada upaya dalam 

mengembangan pemenfaatan lebih dalam, sehingga harus di upayakan usaha 

pengubahan pola pikir dan p0la ketja pegawai yang ttdak hanya kebatas 

kewajiban tetapi juga harus ada tanggung jawab lebib jauh terutama tanggung 

jawab untuk menyebarluaskan informasi dengan bantuan teknologi komputer. 

4.2.3. Struktur 

Salah satu determinan yang mendapat perhatian dalam mekanisme 

pengembangan organisasi Pusat Dokumentasi dan Infonn.asi Hukum Nasional 

adalah faktor strukturnya. Hal ini antara !a in menyanglcut pola struktur organisa.si 

dalam mena.mpung berbagai kegiata.."l yang akan dilaksanakan) terrnasuk kejelasan 

uaraian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam 

menjabarkan siapa harus bertanggung jawah kepada siapa, serta pengaturan 

mengenai hubungan antar di antara berbagai unit kerja yang terdapat dalam 

organisasi Pusat Dokumentasl dan lnformasi Hokum Nasional . 

Struk:tur organisasi dan uraian tugas Pusat Dokumentasi dan infonnasi 

Hukum Nasional diatur berdasarkan Keputusan Menteri Hulrum dan Hak Asasi, 
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rnaka berbagai unit kerja sudah dirancang sedemikian rupa untuk dapat 

menampung dan melaksanakan berbagai urusan yang telah diserahkan dan 

menjadi bagian dari tugas pokok maupun fungsi Pusat Dokumentasi dan 

Informasi Hukum NasionaL 

Hasi1 wawancara dengan Kepala Bidang Jarlngan Dokumentasi Hukum 

menyatakan bahwa 

_""'"'menurut saya struktur organisasi yang ada saat ini dirasakan 
tumpang tindib dan tidak mencerminkan alur kctja yang semestinya. 
korena masih terdapal dup/ikasi pekerjaan yang dilakuktm oleh bidang 
saiu dengan bidang lainnya, 

Lebih Ianjut Kepala Bidang Jaringan Dokumentasi Hukum menyat:akan: 

secara ideal dalam pengelolaan dokumentasi harus mencerminkan 
polo pengumpulan, pengolahan dan penyajian, sehingga pendokumentasian 
hukum dapal dilaksanakan secara optimal 

Pendapat serupa juga dikemukakan oieh Kepala Pusat Dokumentasi dan 

Informasi Hukum Naslonal yang mcmandang bahwa inti dari pelaksanaan Pusat 

Dokumentasi dan informasi Hukum Nasional adaiah pada perpustakaan yang 

mengadakan kegiatan pengadaan koleksi buku dan penyebarluasan informasi 

hukum seperti petikan wawancara berikut: 

saya kira itu perlu disempurnakan jadi belum sesuai saya lihat ini 
maksud soya itu perlu ada bidang perpwtakoan itu khusus selama inilcan 
perpustakaan itu hanya sub bidang ya sub bidang ini kan perpustalaan ini 
dibuat satu bidang karena saya melihat intirl)l(l Pusdck sqya melihat ini 
dibidang perpustakaan dengan pengadaan koleksi buku penyebarluasan ini 
perlu satu bt"dang dan satu hidang khusus juga untuk pengembcmgan , jadi 
pengambangan ar!inya bidang pengembangan termasuk di sini pelatihan
pelatihan seperli pertemuan berkala khusus bidang pengembangan 
kemudian pustakawan dan kemudian ini bidang jaringun nah itu jadi perlu 
pengembangan , merubah struktur 

Da.ri bebarapa in[ormmz yang telah diwawancarai di atas menunjukan 

bahwa dalam upaya pengembangan organiasasi, struktur Pusat Dokumentasi dan 

.inforrnasi Hukum Nasional dipandang tidak dapat mengakomodir- a!ur kelja yang 

harus diJakukan dafam pendokumentasian,. oleh karena itu diperJukan 

restrukturisasi organisasL Perubahan struktur organisasi ini bertujuan agar 
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organisasi Pusat Dokumentasi dan Infonnasi Hukum Nasional lebih akomodatif 

dan adaptif dalam upaya penyebaduasan inforrnasi hukum. Beotuk organisasi 

yang baru sebagai hasiJ restrukturisasi ha.rus sesuai dengan kebutuhan organisasi 

yang tidak saja menyangkut struktur organisasi tetapi juga termasuk rnasalah 

Sumber Daya Manusia yang menempati struktur tersebut. Upaya pengembangan 

organiasasi yang dilakukan dalam hal penyebarluasan infonnasi hukum kepada 

masyamkat adalah dengan pemikiran peningkatan eselonisasi perpustakaan dari 

eselon IV menjadi eselon ill, schingga di harapkan dengan peningkatan eselon 

dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan kepada masyarakat. 

4.2.3.l.Kompleksitas 

Kompleksitas rnerujuk pada tingkat diferensiasi yang terdapat dalam 

sebuah organisasi. Diferensiasi horizontal memperhatikan tingkat sejauh mana 

peketjaan tersebar secara georafis. Diferensiasi ini diukur dengan 

mengkalkulasikan jumlah spesialisa.si peke!jaan dan waktu rata~rata pelatiban 

yang dibutuhkan masing-masing. Diferensiasi vertikal merujuk pada kedalaman 

organisasi dan diukur dengan cara rnenghitungjumlah hirarkhi yang rnernisahkan 

chlef executive dari pegawai yang hekerja pada bagian keluaran (output) 

organisasi., Diferensiasi spasial mencakup ti.ngkat sejauh mana pekerjaan itu 

tersebar seca.ra geografis. 

Diferensiasi ini diukur berdasarkan jumlah lokasi terpisah, jarak rata~rata 

tempat-tempat tersebut dari kantor pusat serta proporsi perSOnatia oranisasi yang 

berlokasi pada unit-unit terpisah tersehut. Semakin besar diferensJasi horisontal 

dengan mempertahankan rentang kendaii yang konstan, maka semakin tinggl pula 

hierarkinya. makin tersebar secara geografis unit-unitnya. rnakln kompleks pula 

organisasinya. Dan makin kompleks organisasinya makin besar pula kesukaran 

komunika&i, koordinasi dan kontrol 

Struktur organisasi dan uraian lugas Pusat Dokumentasi dan lnforrnasi 

Hukum Nasional diatur bcrdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor : M.09·PR.07.10 Tahun 2007 Tanggal 20 

April2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Universitas Indonesia 

Pengembangan Organisasi..., Emalia Suwartika, Pascasarjana UI, 2009



74 

Manusia Republik Indonesia. Dalam strulctur ini telah menerapkan pola maksima~ 

di mana satuan-satuan kelja yang ada didalanmya sudah dirancang sedemiklan 

ropa untuk dapat menampung serta melak.sanakan berbagai urm;an yang telah 

diserahkan dan rnenjadi bagian dari tugas dan fungsi pokok Pusat Dokumentasi 

dan Informasi Huk:um NasionaL 

Secara konseptual, struktur yang ada telah dapat menampung serta 

melaksanakan berbagai urusan yang telah dilimpahkan sebagai urusan masing~ 

masing unit ketja. Di mana tugas pokok telah diracang dan dipersiapkan 

sedernikian rupa sesuai kebutuhan bagi terwujudnya kelancaran tugas. Pusat 

Dokumentasi dan lnfonnasi Hukum Nasional ditunjukan dcngan jumlah bidang~ 

bidang dan subbidang yang tidak terlalu besar yaitu terdapat tiga bidang yang 

membawahi delapan sub bidang sehingga antar bida.ng dan antar sub bidang da.pat 

bekerja.'i:lnla dan berkoordinasi da1am melaksanakan pekerjaan dalam pencapaian 

tujuan organisasi. 

Namun secara operasional. struktur yang ada belum dapat terlaksana 

secara optimal. hal ini sebagai aklbat dari kurangnya perangkat organisasi yang 

memadai seperti kualltas dan kuantitas pegawai dalam pendokumentasian 

informasi hukum yang meliputi pengumpulan, pengolaha.n dan penyebarluasan. 

Hasil penelitian yang dilakukan rnelihat kenyataan bahwa di Pusat Dokumentasi 

dan Informasi Hukum Nasional masib sangat memerlukan tenaga pustakawan. hal 

ini masih dapat dilihat darl jumlah tenaga pustakawan masih dirasakan kurang 

yaitu sebanyak 20 orang • jumlah ini menjadi kurang karena tenaga pustakawanlah 

yang memiliki lebib ba.nyak togas daiam pengelolaan pendokumentasjan 

informasi hukum. Dengan adanya kenyataan sebagaimana diuraikan di ata.s., maka 

sangat dirasakan pengaruhnya terhadap mekanisme kelja dalam peJaksanaan 

berbagai tugas. Untuk itu dipetlukan sosial isasi dan pemahaman akan pentingnya 

penm pustakawan sehingga pegawai tertarik untuk meojadi pustakawan-

4.2.3.2.Formalisasi 

Fonnallsasi merujuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan dalam organisasi 

distandardisasi, makin tinggi formalisasinya makln diatur pula peri!aku 
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pegawainya. Dalam keadaan yang demikian, organisasi tersebut akan 

menggunakan peraturan dan prosedur untuk mengatur apa yang dilakukan oieh 

pegawai. Namun sebuah proses fonnalisasi yang tidak sebenamya dapat teljadl 

diluar peketjaan yaitu pada pelalihan yang diterima oleb para pegawai sebeJum 

memasuki organisasL Hal ini mencirJkan bahwa pegawai yang professional. 

Prosedur dan peraturan yang berlaku dalam upaya peningkatan kinelja 

pegawa~ peraturan yang kini sedang diterapkan adalah pengaturan pada jam kelja 

yaitu jam masuk dan jam pulang. Pada saat lni ketaatan pegawai pada peraturan 

tersebut dapat dikatakan telah memenuhi harapan suatu organisasi. Hal ini 

terungkap dari basil wawa.ncara yang dilakukan dengan Kepala Pusat 

Dokumentasi dan Infonnasi Hukum Nasional bahwa: 

Sekarang ini saya melihat ketaatan pagawai alum aturan--atunm 
seperti seknrang ada peraturan jam masuk saya melihat sudah banyak 
yang mentaati hanya sebagian saja ini mungkin terkait karena belum ada 
sangsi artinya ini haf'lJ. memindahkan tertulis absennya sekarang sidikjari 
jadi saya lihat itu pada jam kantor pas setengah delapan ilu masih ban yak 
yang mentaati hanya sebaglan lerlambat mungkin karena ~eknis di 
jalcnnya jadl pada prinsfpnya sudah ada kemajuan begittt juga pulangnya 
sudah tertib. 

Profesionalisasi yang mereka peroJeh telah mensosialisasikan mereka 

untuk be'rflkir dan berperilaku sesuai dengan norma-norma profesi mereka. 

Tcknik-teknik formulasi yang paling populer adalah proses seleksi untuk 

mengidentifikasi pada individu yang akan cocok dengan organisasi persyaratan 

peran1 peraturan. prosedur dan k:ebijakan, pelatihan dan mengatur agar pegawai 

menjalani ritual untuk membuktikan Ioyalitas dan komitmen mcreka terhadap 

organisasi. Terciptanya hubungan kerja antara segenap satuan ketja merupakan 

wujud dari sinergi dalarn peiWanaan tugas yang saling berbubun~ unruk itu 

diperlukan adanya upaya pengkoordinasian secara mantap guna menghjndari 

timbulnyakecenderungan kinerja dan persepsi yang terkotak-kotak. 

HasH penelitian menunjukan bahwa mekanisme kelja yang dilaksanakan 

oleh masing-masing unit kerja yru1g ada di Pusat Dokumentasi dan Informasi 

Hukum Nasional dapat dilaksanakan sesuai dengan prostdur pelaksanaan tugas. 
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Hasil wawancarn dengan Kepala Sub Bidang Penyusunan Program, Monitoring, 

dan Pelayanan Teknis, rnenerangkan bahwa: 

kalau secara keseiuruhan dalam tim ke;ja bisa ldta bekerJa sama, 
cuma ya untuk perindividu ,su/ra Iampi/ karena !wtarrya ldta Badan 
Pembinaan llukum Nasionol harusnya SH, tapikan di dalam Badan 
Pembinaan Hukum itu bukan kita membual hukum kita hanya 
administrasinya jadi ya saya rasa bisa bergab1mg ilu sebeJulnya Cuma 
korena individu~individu yang merasa aduhai jadi dia merasa ah S.sos itu 
apa slh gilll tapi secura keseluruhan ketjasama bisa 

Kondisi tersebut membuktikan bahwa walupun berbeda Jatar belakang 

pendidika~ tetapi dalam pelaksanaan tugas para pegawai Pusat Dok:urnentasi dan 

Infonnasi Hukwn Nasional dapat beljalan dengan lancar. Terwujudnya kerja sama 

yang baik juga didasari dari adanya peraturan~peraturan yang mcngikat pegawai 

dalarn mela.k.sanakan aktivitasnya daJam organisasi Pusat Dokumentasi dan 

lnformasi Hukum Nasional, para pegawai diikat oleh sumpah janji pegawai negeri 

sipil st:hingga dalam menjalankan tugas selalu berdasarkan peraturan yang berlaku 

sehingga pcgawai dapat menampilkan loyalitas kepada organisasi. Upaya 

pengembangan yang dilakukan dalam rangka pengcmbangan organisasi Pusat 

Dokumentasi dan Informasi Huk:um Nasiona1; pada aspek struktur dilihat darl 

faktor formalisasi menyangkut ketaatan pegawai terhadap peraturan yang berlaku 

menunjukan adanya kepatuhan pegawai untuk mentaati peraturan tel"ffi:but, untuk 

itu upaya yang harus dilakukan adalah pemantauan atau monitoring terhadap 

pegawai terutama dalam kepatuhan memenuhi ketentuan jam ke~a sehingga 

diharapkan pelaksanaan peke:rjaan pegawai menjadi lebih optimal. Seiain itu 

upaya yang harus dilakukan adalah upaya menja1in hubungan kerjasama antar 

pegawai harus terus ditingkatkan agar pekerjaan dapat tcrlahana sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

4.2.3.3.Sentralisasi 

Sentralisasi adalah problematic di antara ketiga komponen tersebut 

Sentralisasi dinyatakan sebagai tingkat sejauh mana k:ekuasaan formal dapa.t 

membuat kebijaksanaan~kebij~naan dikonsentrasikan pada satu individu, 

sebuah unit atau suatu tingkat dengan demikian pegawai hanya memperoleh 
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masukan yang minim dalam pekeljaan mereka. Tingkat cfektifitas dad suatu 

organisasi tercermin dari pendelegasian wewenang yang merupak:an proses 

pembagian pekerj.aan dan pengeJompokan tugas, sehingga rnaslng~masing unsur 

yang ada mempunayi kewenangan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, 

serta kepada siapa tugas tersebut harus dipertanggungjawabkan. 

Pende1egasian wewenang dimaksudkan untuk menciptakan system dan 

kondisi kerja yang efektif dan efisien serta tereiptanya iklim kondusif mela!ui 

pembebanan kepada bldang-bidang tugas untuk melaksanakan tugas-tuga.<>; serta 

penentuan tanggungjawab atas penyelesaiannya. Dcngan demikian pendelegasian 

wewenang harus diimbangi oleh adanya nmggung jawab dari para bawahan 

pencrima wewenang. karef!a itu dalam pelaksanaannya harus memperhatikan 

keseimbangan antara wewenang yang didelegasikan kepada bawahan dengan 

pertanggungjawaban bawahan atas wewenang yang diterimanya. 

Mekanisme pendelegasian wewenang dalam organisasi Pusat 

Dokumentasi dan Infonnasi Hukum Nasional. pada dasarnya mcrupakan proses 

yang harus dilakukan secara hirarkhi atau beijenjang dan sekaUgus cenninan dari 

adanya jalinan di antara bagian-bagian atau unit-unit kelja yang ada. sehingga 

proses pendelegasian wewenang merupakan hubungan antara atasan dan bawahan 

sebagai mata rantai yang bersifat sambung menyambung. Di Pusat Dokumentasi 

Hukum pendelegaSian -wewenang terutama dibe:rikan kepada masing~masfng 

kepala bidang untuk diterusk.an kepada para subb1dangnya dan dibarapk:an para 

subbidang ini dapat diterapkan kepada para stafuya. hal ini sesuai dengan 

pemyataan Kepala Pusat Dokumentasi dan lnfonnasl Hukum Nasional, dalam 

wawancaranya yang menyatakan bahwa: 

saya memberikan /rebebasan kepada kepala-kepala bitkmg jadi 
tnakanya saya Jumya mengarahkan kepada kepala-kepala bidang kasubid 
kasubisnya dan kasubidnya terus dengan menugaslwn kepada st(Ifs!aftrya 
semua jadi saya berprin.sip pada struktur arganisasi untuk mengetahuf 
kebawah saya harns melihal memfnta kepado kepala-kepala bidang, jadf 
saya memberfkan kepercayaan dan keleiuasaan sepenuhnya kepada 
masing-musing hidang sehingga masing-masing bidcng saya haraph:m 
nanti bisa ke :-.ubbidangnya 
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Dari hasi1 peneHrian dapat diketahui bahwa pcrtanggungjawaban yang 

diperoleh dari bawaban merupakan basil ketja bawahan sesuai perintah dari 

atasa~ di mana atasan tidak boleh meminta pertanggong jawaban melebihi batas 

kewenangan yang dilimpahkan kepada bawahan tersebut. Sehingga yang perlu 

juga mendapat mendapat perhatian dalam proses pendelegasian adalab tingkat 

kernampuan bawahan yang menerima limpahan wewenang, selain itu dengan 

adanya pelimpaban wewenang juga harus memberikan kebebasan dan kcleluasaan 

untuk bertindak bagi bawahan yang menerimanya sehingga dapat menjamin 

kelancaran pelaksanaan tugas yang telah dilimpahkan. 

4.2A.Sistem 

Setelah strategi peogembangan Organisasi Pusat Dokumentasi dan 

Informasi Hukum Nasional ditetapkan., selanjutnya Pucuk pimpinan yaitu Kepala 

Pusat Dokumnetasi dan Infonnasi Hukum Nasional memikul tanggung jawab 

untuk memastikan dHaksanakannya sistem yang ada. seperti penerapan berbagai 

prosedur dalam pelaksaoaan peketjaan, serta lerselenggaranya berbagai proses 

kegiatan rutin yang secara khusus menentukan bagaimana pekerjaan-pekeljaan itu 

dilakukan demi tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditet:apkan . 

. Steers (1985:162) mengemukakan hal-hal penting yang dapat dianalisis 

dari sistem dalam pengembangan organisasi yaitu (t) integritas dan Koordinasi 

sistem, (2) peranan kebijakan manajemen dan (3) sistem pengendalian organisasi. 

4.2.4.t.Integritas dan Koordinasi Sistem 

Fungsi pimpinan berkaitan dengan pengembangan organisasi Pusat 

Dokumentasi dan Informasi. Hukum Nasionai secara efcktif dalam penyebaran 

informasi hukum adalah melalrukan pembinaan dan koordinasi ata.s berbagai 

subsistem yang berlainan, sehingga setiap subsistem dapat beketja bersama-sama 

secara sinergis demi terwujudnya tujuan organisasi. Terciptanya hubungan secara 

terpadu di antara segenap satuan kerja yang ada dapat mewujudkan sinergi dalam 

pelaksanaan tugas yang saling berhubungan. Untuk itu sangat diperlukan adanya 
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upaya pengkoordinasian secara mantap, guna menghindarkan timbulnya 

kecenderungan kine!ja dan perSepsi yang berbeda~bcda dan menghindarka.n dari 

saling ketergantungan. 

Hasil wawancara dengan Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi 

Hukum Nasional, bahwa; 

jadi sistem kita lum orgMisasi ya artinya pekery'aan ini dapal selesaf 
apabila ada kerjasama dan dalam keljasama ini perlu ada koordirrasi 
saling membantu antara yang lain jadi artinya tidak }alan sendiri~scndiri 
saya kira untuk sekarang ini inlegritas dan koordinasi sudah jalan artirrya 
antara bidang yang satu dengan hidang yang lain ilu sudah bisa mencair ya 
ada hubungan hrjasama soling membantu ini saya lihat sudah ada dan 
sudah sating memahami dalam organisasi harus ada kerjOsama 

Hat yang sama juga dikemukakan oleb Kepala Bidang Jaringan 

Dok:umentasi Hulrum yang menyatakan bahwa: 

Koordinasi antara bagian satu dengan bagian lain Ielah tercermjn 
dalam settap kegiatan, hal ini didasari bahwa }ilea satu sis/em tidak 
berjalan maka $lstem lain menjadi terhenti dan jika sistem satu menemui 
kegagalan maka mernpakan kegagalan dari .si.stem secara keseluruhan. 

Dari has.il wawancara dengan beberapa infarman rnenunjukkan bahwa 

mekanisrne yang dilaksanakan pada masing-masing unit kelja di Pusat 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasionat telah sepen\].hnya dilaksanakan 

secara sinergistik, di mana setiap unit ketja dapat bekelja sama dalam mencapai 

tujuan organisasL 

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa masing-masing unit dapat 

meiaksanakan pekerjaannya sec<rra bertanggung jawab. Fenornena demikian 

memperlihatkan hubungan antar satuan kerja yang terdapat di Pusat Dokumentasi 

dan Informasi Hukum Nasionai sepenuhnya dapat terjalin dengan baik sating 

mengisi dan sating melengkapi secara terpadu. 

4.2.4.2.Peranan Kebijakan manajemen 

Efektifitas pcngembangan ocganisasi Pusat Dokumentasi dan lnformasi 

Hukum Nasional dalam upuya penyebarluasan informasj huk:um menuntut adanya 

peran kebijakan, di mana tanggung jawab pokok segenap unsur pimpinan adalah 
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menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan dan praktek-praktek standar 

yang mengatur aktivitas setiap subsistcm. 

Kebijakan pengembangan organisasi Pusat Dokumentasi dan Infonnasi 

Hukum Nasional mempunyai beberapa fungsi, antara lain membedkan landasan 

bagi pengambilan keputusan rutin oleh para pegawai, dengan dcmikian 

mengurangi tingkat ketergantungan dalam pemecahan masalah dan menjamin 

adanya tingkat kcseragaman dalam kualitas keputusan dan perilaku bekeda; 

meningkatkan koordinasi antar subsistern atau satuan kelja fungsional maupun 

indlvidu. me!alui identifikasi yang jeias mengenai daerah atau Hngkungan 

kepentingan dari setiap subsistem atau unit kmja satuan fungsional; 

memungkinkan adanya keseimbangan tindakan daJam perjalanan waktu dengan 

memanfuatkan pengalaman masa lalu, dan dengan demikian mengurangi 

keharusan berulang~ulang membuat jenis keputusan yang sama; serta 

memperkecH kemungkinan terulang kernbali kesalahan melalui penetapan 

proscdur perbaikan. 

Pada hakekatnya peranan kebijakan untuk mewujudkan efektifitas 

pengembangan organisasi Pusat Dokumentasi dan Infonnast Huku:tn Nasional 

dalam upaya penyebarluasan informas.i huk:um> adalah untuk memastikan bahwa 

organisasi berusaha menarik menfaat dari keputusan tlan tindakan yang lampau 

serta menekan sekecil mungkinjumlah pemborosan. 

Hasii wawancara dengan beberapa informan menunjukan bahwa kebijakan 

dapat berpengaruh negarif terhadap upaya mewujudkan efektifitas, jika kebijakan 

itu mengak:ibatkan berlangsungnya terus perilaku yang menyalahi fungsi 1 seperti 

birokrasi yang tidak perlu, yang sifatnya justru menghambat inovasi dan adaptasi 

terhadap lingkungan yang sedang berubah. 

Ha.sil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penyusunan Program, 

Monitoring. dan Pelayanan Teknis mengemukakan bahwa: 

itu pemerintahkan tidak terlepas dari system birokrasi nah itrt kalau 
atasan sayatolong ini ketjakan cukup baik hisa dilaksanakan sesuai dengan 
hirarkhi 
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Dengan kata lain kebijakao pimpinan dapat berdampak positif dan negatif 

terhadap cfektifitas organisa'ii yang kesemuanya tergantung pada implernentasi 

dan tingkat fleksibHitas. Dalam rangka menunjang efektifitas kerja. peran 

kehijakan manejemen meliputi tersedianya saran~ pmsarana. dana dan personalia. 

Kepala Pusat Dokumentasi dan Infonnasi Hukwn Nasional dalam wawancaranya 

mengemukakan hal-hal yang termasuk dalam kebijak:an rnanajemen, yaitu: 

manajemen di sini dana kiJa .songat terbatas sekali meningkatkan 
apanamanya kemudian dana bersifat rutin sarana penunjang seperti 
pendingin ruangan rak-rak buku kurcmg menujang sangat terasa kurang 

Pemenuhan kebutuhan dalam rangka efektifitas ketja menjadi perbatian 

yang paling utama daiam upaya pengembangan suatu organisasi, hal ini 

dimungkink:an karena ketersediaan sar.ma prasarana, dana dan personalia 

merupakan ujung tombak terlaksananya tujuan organisasi. 

4..2A.J.Sistem Pe~~gendalian Organisasi 

Mekanisme organisasi pada dasamya. menerapkan konsep sistem. Di mana 

semua sistem disusun berdasarkan gagasan bahwa ada umpan balik dan Jinkaran 

kendall di dalamnya yang memungkinkan · dimonitomya secara terus-menerus 

kegiatan sistem tersebut. Umpan balik ini dipakai untuk menjaga agar sistem 

tersebut tetap berada pada tergetnya dengan cara mengenali penyimpangan yang 

terjadl sebingga dapat diambil tindakan perbaikan. 

Sistem pengendalian organisasi dapat terbentuk dalam berbagai subsistem 

atau saJuan kerj~ seperti sistem pengendaiian keuangan yang meliputi berbaga 

macam prosedur penganggaran. sistem kepegawaian yang meliputi pemilihan, 

pengangkatan, penempatan, pengembangan pegawai dan lain sebagainya, selain 

itu sistem pengendalian flsik dapat meliputi pemeliharaan dan pemeriksaan 

peratat:an., pengcnda.iian persediaan dan lain sebagainya. 

HasH wawancara dengan Kepala Pusat Dokumentasi dan Infonnasi 

Hukurn Nasional mengemukakan bahwa sistem pengendallan organisasi yang 

dilaksanakan oleh Pusat Dokumentasi dan lnfonnasi Hukum Naslonal, bahwa: 
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semua terencana artinya kita tadi ilu pengendaliannya melalui 
rapar-rapar secara formal misalnya setiap awol minggu senin tiap bulan 
diadakan rapat yang rutin ya dan rapal-rapat lain sesuai dengan 
kebutuhan mungkin saya juga diadakan rapat dengan pustakawan inijuga 
saya liat setiap bulan dan setiap bulan ini adakan saya evaluasi apa-apa 
yang dilaksanakon itu dan apa yang akan dilaksanakan pada bulan 
berikutnya, jadi kita pacu sehingga setiap saat, setiap minggu setiap bulan 
ada kemajuan gitu dan dievaluasi gitu. 

Hal senada juga diungk:apkan oleh Kepa1a Bidang Jaringan Dok:umentasi 

Hukum, yang menyatakan babwa dalam rangka pengandatian organisasi 

di!akukan: 

meliputi evaluasi kegiatan secara berkala me/alui rapat-rapat 
stniktural yang membahas sampai sejauah mana pencapaian target dalam 
satu tahun anggaran 

Kegaiatan ini dilakukan untuk mengetahui hambatan atau kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan kegaiatan. Kegiatan yang sama pun dilakukan oleh 

bidang-bidang lain sebagai bahan laporan pada ra~t-rapat str>Jktural yang 

diadakan. Seperti yang dikemukak:an oleh Kepala Sub Bidaog Penyusunan 

Program, Monitorin& dan Pelayanan Tek:nis, dalam wawancaranya 

ya itu kita adakan laporan, kita adakan laporan tengah tahunan 
dan laporan tahunan kita ambit dari situ setelah kita tahu baro kita 
evaluasi gt apa yang kurang apa yang dipertahankan apa yang harus 
ditingkalkan dari laporan ilu 

Dari adanya laporan kegiatan yang dibahas dalam rapat ketja yang 

dipimpin oleh Kepala Busat Dokumetasi dan lnfonnasi Hukum Nasional akan 

membawa organisasi Pusat Dokumentasi dan Infonnasi Hukum Nasiional tetap 

selalu berada pada jaJur organisasl yang dapat membanto pencapaian tujuan 

organisasi. Hasil penelitian tersebut mencerminkan bahwa upaya pengembangan 

Pusat Dokumentasi dan lnformasi Hukum Nasional dalam penyebarluasan 

informasi hukum mengandalkan laporan kegiatan yang diberikan dari mas.ing 

masing bidang mcngenai jauh mana penjapaian terget pekerja.an yang dilak:ukan, 

Laporan tersebut hendaknya diamati dan dicennati dengan sek'iama agar laporan 
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yang diberikan benar adanya dan tidak menyimpang dari kenyataan yang 

sebenarnya. 

4.2.5. Sumber Daya Manusia 

SeJain faktor strategi, teknologi, struktur dan system. yang tidak kalah 

pentingnya adalah faktor sumber daya manusia yang memberikan kontribusi 

dalam pengembangan organisasi Pusat Dokumentasi dan lnfonuasi Hukum 

Nasional. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa terbentuknya struktur organisasi 

maupun pemanfaatan teknologi serta teijadinya proses kerja dalam organisasf 

adalah tergantung dan ditentukan oleh sumber daya ruanusia atau pegawai. 

Upaya pengembangan organisasi harus juga didukung oleh kualitas dan 

kuantitas pegawai yang memadai. dalam arti pegawai yang berkcterampilan tinggi 

dengan motivasi yang tinggi pula. Karena kunci keberhasilan atau kegagahm 

organisasi adalah dipengaruhi dan sangat terga.otung dari cam kerja pegawai yang 

menjadi anggota organisasi. Peranan perllaku pegawai bagi terciptanya efektivitas 

organisasi, tampak: bahwa organisasi harus memenuhi kriteria yang dikemukakan 

oleh Etzioni (1983:237) yang mengemukakannya anllilra lain; (I) pemilihan dan 

penempatan pegawai, (2) pendidlkan dan pengembangan, (3) rancangan tugas 

yangje1as, serta (4) peniiaian dan imbalan atas prestasi ketja. 

4.2.5.1.PemUiban dan penempatan pegawai 

Organisasj Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukurn Nasional, dengan 

dukungan pegawai yang jumialmya dapat dikatakan memadai harus juga rnampu 

membina dan mem~rtahankan prestasi kerja pegawai secara mantap agar tingkat 

keterampiiannya dapat memenuhi kebutuhan atau tuntutan pelaksanaan tugas. 

Jumlah pegawai Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Na.sional berjumlah 60 

orang, jumlah ini terbagi daiam 20 orang pejabat fungsional Pustakawan, I orang 

pejabat fungsional pranata computer, 12 orang pejabat struktural dan 27 orang 

staf, jumiah tersebut masih dirasakan kurang terutama untuk pejabat fungsional 

pustakawan. 
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Hasil wawancara dengan Kepala Pusat Dok.umentasj dan lnfonnasi 

Hukum Nasional dapat diketahui bahwa: 

penerimaan pegawai. pegawai di pusdok sekarang berjum/ah sekitar 
60 orang, 60 orang 60 orang ini scbagian kira-kira 20 orang di 
pustakawan adapun pegawai yg ada sekarang ini dirasa masih kurang 
dan karena apa kurang bukan berarti jumlahnya dari yg dibUJuhkan ini 
sebenarrrya yang 20 orang ini knlau kita lihat dari apa namanya jenfs 
pekerjaan ini terar;a kttrang ya karena pegawai yang ada sekarang ini 
banyakyang sebenarnya tidak begitu sesuai dengan bidang tugasnya 

Hal ini rnenyangkut pelaksanaan perekrutan dan penempatan pcgawai 

dengan memi1ih orang"'{)rang yang memiliki tingkat kemampuan dan 

keterampilan terbaik;. serta mempunyai tingkat motivasi yang tinggi, kemudian 

menempatkan mereka pada posisi pekefjaan yang sesuai. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional tclab 

berusaha menempatkan dan memHih pegawal-pegawai yang dipandang mampu 

dan dapat melaksanakan beban tugas yang diberika.n. 

HasH wawancara dengan Kepala Pusat Dokumentasi dan lnfotmasi 

Hukum Nasional, bahwa: 

penerimaan kegawai kita ini adalah dari pusat, departemen kita 
pusdok hanya mengajukan peimohonan yang kita butuhkan, tapi selama 
ini kadang-kadang lidak sesuai dengan yang kilo bwuhkan. jadi ldta 
sebenarnya setiap tahunnya di yang menguasai bidang petpustakaan dan 
kompueter makanya setiap tahun kita usulknn supaya yang apanamnya ilu 
caJon pegawai yg memenuhi yang SI pustaka, perpustakaan unluk 
mengganlikan apanamanya pustakawan-pustakawan yang sudah pensiun 
atau yang dalam walau dekat ini pensiun juga perlu regenerasi gitu. ah 
kemudian juga untuk komputer, sekarang ini pl!fabatnya baru satu yaitu 
pranata komputer baru 1 orang ini juga diperfukan minimal 10 orang 
itukah sudah tera<Ja kurang sekali satu yang ada sedangkan pegawai yg 
kila buw.hkan 10 orang gitu 

Namun demikian, rnenurut hasi I penelitian, Pusat Dokumentasi dan 

Tnfonnasi Hukum Nasional bcrusaha untuk menempatkannya pada bidang-bidang 

yang dipandang dapat menampung pegawai dengan latar pendidikan yang mereka 

miliki. Tabel 6 menunjukkan pcnyebaran atau komposisi pegawai dapa Pusat 

Dokumentasi dan Infonnasi Hukum Nasional. 
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Tabel4.4 

Komposisi Pegawai Pusat Dokumentasi dan Informasi Hokum Nasional 
berdasa:rkan Bidang Kerja 

No Bidang Kerja Jumlah···· 
Pee:awai 

I Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum I 
Nasional 

2 Bidang Publikasi Hukurn dan Pelayanan Teknis 

a. Kepala Bidang l 

b. Subbidang Penerhitan dan Penyebarluasan l 

c. Hulrum 

Staf 3 

d. Subbidang Penyususnan Program, Monitoring, 
dan Pelayanan T eknis I 
Staf 5 

·-
3 Bidang Pengolaban Data Elektronik 

a. Kepaia Bidang I 

b. Subbidang Pengo laban dan Pengembangan 
Database 

I 

Staf 4 . 
c. Subbidang Pengembengan Teknik 

Pemrograman Komputer dan Jaringan I 
Elektronik 
Staf 

3 
e. Subbidang Pemeliharaan Data dan Sarnna 

Teknologi lnformasi I 

Staf 3 

4 Bidang Jaringan D<lkumentasi, Infonnasi dan 
Perpustakaan Hukum 

I 
a. Kopala Bidang 

b. Subbidang Jaringan Dokumentasi dan lnformasi 
I Hukum 

Staf 3 
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c. Subbidang Pengolahan Bahan Informasi Hukum I 

Staf 3 

d. Subbidang Perpustakaan Hukum I 

Staf 3 
• 
5 Fungsional Pustakawan 20 

6 ,Fungsional Pranata Komputer I 

JUMLAH 60 

Sumbe[": Bagian Kepegawaian BPHN (telah diolah kembali) 

Penempatan pegawai terutama untuk yang menduduki jabatan struktural 

dalam berbagai jenjang eselon pada Pusat Dokwnentasi dan Tnformasi Hukum 

Nasional harus memenuhi peraturan-peraturan kepegawaian antara lain 

pangkat/golongan yang telah memenuhi syarat, Jatar belakang pendidikan formal, 

mempunyai kinelja yang baik, telah mengikuti diklat struktwal maupun diktat 

substanti4 memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), DP3 bemilai baik, 

serta usia dan adanya usulan dari unit serta pimpinan. 

Selama ini promosi jabatan di lingkungan Pusat Dokumentasi dan 

lnformasi Hukum Nasional direkrut dari kalangan internal sendiri. Hill ini didasari 

bahwa apabila Pusat Dokumentasi dan Informasi Hulrum Nasional dapat berjalan 

dengan baik, maka dalam penempatan Sumber Daya manusia atau pegawai harus 

menernpkan prinsip bahwa pimpinan organisasi harus memilih Sumber daya 

manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan tugas bagi pencapaian 

tugas pokok dan fungsi struktur yang akan ditempati. 

Wawancara dengan salah satu staf pada Pusat Dokumentasi dan 

Informarmasi Hukum Nasional dapat diketahui bahwa jika penempatan pegawai 

disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, tentu akan memperrnudah dalam 

pelaksanaan tugas. Hasil wawancara dengan staf pada Pusat Dokumentasi dan 

Informasi Hukum Nasional diketahui bahwa: 

penempatan kita di sini tidak dididasarkan Tatar pendidikan, jadinya 
kita horus bersusah payah untuk terus be/ajar, tapi jika penempatan 
pegawai sesuai latar belakang tentunya akan mudah dalam melaksanakan 
tugas. 
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Lebih lanjut, staf Pusat Dokumentasi dan informasi Hokum Nasional 

mengungkapkan, 

Sebenamya kclau. berbicara dengan SDM ini. di sini yang perlu 
ditarapkan karena gini kila itu!UJn modelnya sistemnya belajar 
learning by doing semuanya dipelajari dari hasil kerja kita, ldta 
be/ajar sendiri sebenamya lam kolau untuk penempatan pegawai 
SDMnya itu kalau bisa jujur itu kita be/urn menempalkarl orang yang 
tepat di posisi yang tepa! arlinya memang pada dasarnya kita 
melakukan suatu pekerjoan itu belum ada dasamyo artinya belum ada 
hasil baik dari segi disiplin ilmu kita sehingga kita memulai dari no/ 
artirrya lea/au misalnya menempatkan SDM flu dilatarbelakangi oleh 
memang itu ytmg meropakan disiplin ilmiiYl)10 itu mungkin lebih cepat 
prf)S(ls cara pengelolaannya atau SDMnya lebih mudah lebih 
mengerti tetapi karena ini biasanya kita iJukan penempatan pegawai 
itu tidak minto diposisilwn seperli ilu, itukan kebijakan pimpinan 
sehingga apapun yang dikerjakan disitu kita harus mengerjakan 
se.s1~ai dcngml bentuk pekerjoan itu topi kalau dilihat artirrya manusia 
punya keterbatasan sehingga kurang didasori disiplin ilmu yang 
mendukung pekerjaan itu, jadi sebaiknya seperti itu kaimt memang 
bisa dari rekrumentnya itu sudah menempatkan orang-orang artinya 
yang sesuai dengan jurusan dan kete.rampilan yang dimilikf, tapi 
kalau disinikan ngga, artinya kila dilempatkan memang ga tau 
ditempatktm di mana dan memu/ai pekerjaan iJu du.ri situ awa/nya. 

Sehingg~ untuJ:>. mengetahui kompetensi yang dibutuhkan bagi setiap poslsi 

yang harus diemban pegawai yang menduduki jabatan adalah melalui suatu 

analisis jabatan. Kebutuhan akan pcrJunya analisis jabatan adalah agar 

penempatan pegawai terutama yang menduduki jabatan struktural tertentu 

memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatannya. Hasil penelitian yang 

dilakukan daJam upaya pemiUhan dan pencrnpatan pegawai di Pusat Ovkumentasi 

dan Informasi Hukum Nasional belum bercennin pada kebutuhan organisasi 

tersebut, hal ini terjadi karena dalam penerimaan pegawai Pusat Dokumentasi dan 

lnformasi Hukum Nasiona1 hanya menerima berdasarkan kiriman dari departemen 

sehagai institusi yang menaunginya, walaupun sebelumnya telah diusulkan 

permohonan pengadaaan pegawai sesuai kebutuhan, akan tetapi pada 

kenyataannya banyak pengawai yang diberikan kepada Pusat DQkumentasi dan 

Informasi Hukum Nasional tidak sesuai dengan kriteria baik dalam latar belakang 

pendidikan maupun keterarnpilan yang di butuhkan. Untuk itu periu upaya 
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penekanan pennohonan agar pegawai yang diberikan kepada Pusat Dokumentasi 

dan Infomasi Hukum Nasional betui-betul pegawai yang dibutuhka.n sesuai 

dengan kritcria yang diajukan, upaya ini untuk dilak.ukan untuk leblh 

mengoptimalkan proses kelja pendokumentasian sehingga upaya penyebarluasan 

informasi hukum kepada masyarakat dapat tercapai dengan baik. 

4.2.5.2.Pendidikan dan pengembangan 

Sctelah pelaksanaan pcmilihan dan penempatan pegawai yang t.epat sesual 

keterampi1annya, perJu juga diikuti dengan upaya pemeHharaan pegawai meJalui 

pendidika.n dan pengembangan agar perilaku,. keterampilan dan prestasi pegawai 

sernakin mendukung bukan saja bagi pelaksanaan tugas yang dlbadapi sekarnng, 

tetapi juga pelaksanaan tugos di masa yang akan datang yang semakin kompleks. 

Orientasi pendidikan dan pengembangan pegawai merupakan investasi sumber 

daya manusia yang harus diarahkan pada pencapaian tujuan jangka panjang. 

Dilingkungan Pusat Dokumentasi dan lnfonnasi Hukum nasional upaya 

mengembangkan kemampuan smnber daya manusia dilakukan rnelaiui program 

pendidikan dWJ pelatihan pegawai yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum 

dan HAM. 

Wawancara dengan Kepala Pusat Dokumentasi dan lnfonnasi Hukum 

Nasional1 dalam upaya pengembangan kemampuan sumber daya rnanusia adalah: 

pengembangan ini kita kan ada diklat-diklat ini di departemen kilo 
hukum ham diklat ini ditangani oleh BPSDM ini seliap tahun seperti tahun 
sekarang ini opanamanya penyetaraan pustakawan ahli kemudian 
adavjuga pendidikan opanamanya bimhingan teknis untuk JDl hukum. 

Menurut beberapa informan, dalam upaya pengembangan kemampuan 

sumber day.a manusia, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional terus 

berusaha untuk mengikutkan pegawainya dalam melanjutkan jenjang pendidikan 

formal baik yang diadakan oleh Departemen Hukum dan HAM melalui program 

rintisan gelar, maupun melalui pendidikan di luar Departemen Hukum dan HAM. 

Pengembangan kualitas sumber daya manusia Pusat Dokumentasi dan Informasi 

Hukum Nasional juga dilakukan melalui pendidikan keterampilan baik 
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keterampilan komputer pada tingkat operator~ programmer maupun pcndidikan 

penyesuaian pustakawan. 

Kepala Pusat Dokumentasi Hukum Nasional mengemukakan penda:patnya 

tlalam upaya pengembangan kuaUtas sumber daya manusia, seperti dalam 

wawancaranya: 

kemudian pen.gembangan mereka .sebenarnya bagi pegawai yang 
ada sekarang ini banyak ferbuka tmtuk jabatan jabatan terutama 
fimgsional masolah sekarang umumnya mereka belum memiliki 
persyaralan untuk diMdang penyetaraan bidang tenaga-tenaga 
apanamanya ilmu-ilmu dibidangperpustalcbon 

Untuk mendukung jaJanya upaya pengernbangan organisasi Pusat 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ini memang dibutuhkan kesiapan 

yang matang dari seiuruh sumber daya manuaia yang ada. tidak hanya kesiapan 

dari pendidikan saja tetapi kes.iapan dari segi keterampilan. Kerena upaya 

penyebarluasan infonnasi hukum memerlukan keterampilan yang lebih daJam dan 

khusus seperti dalam pengolahan dokumentasi secara manual yaito pembuatan 

katalog. inventarisasi huku dan bahan dok:umentasi lainnya serta pembuatan 

abstrak, yang kesemuanya ini memerlukan teknik-teknik tersendiri sehingga para 

pengguna dan pencari infonnasi lehih mudah rnencari atau rnendapatkan 

irifonn3si yang dibutuhkan. 

4.2.5.3.Rancangan tngas yang jelas 

Da1am melaksanakan misi organisasi secara efelct:if dalam menunjang 

penyebarluask:an inform~si hukum, menuntut agar pegawai mengusahakan bentuk 

tingkah laku dan inovatif. Untuk itu setelah mutu pegawai ditingkatkan yang tidak 

kalah pentingnya adalah sifat pekeJjaan yang akan diserahkan pelaksanaannya 

kepada pegawai. Karena pekerjaan yang diberikan kepada pegawai parla dasamya 

memberikan lebih banyak menuntut tanggung jawab serta memerlukan umpan 

batik, 

Universitas Indonesia. 

Pengembangan Organisasi..., Emalia Suwartika, Pascasarjana UI, 2009



90 

Pengaruh disain ntgas sangat menentukan terhadap tingkat prestasi kerja 

dan efektifitas kerja pegawai. Basil wawancara dengan Kepala Pusat 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional menyatakan bahwa: 

jadi sehari-hari sebenarnya sudah ada stroktur organisasinya sudah 
ada tugas-tugasnya semua sebenarnya sudah berjalan sesuai dengan 
fimgsi masing-masing sudah bery"alan dengan baik misal pustakawan 
mengelola apanamanya pengadaan kliping lwran kliping abstruk ini 
sudah berja/an semuanya demikian juga perangkaJ komputer konten~ 
konten barn peroturan perundang-undangan yang boru sudah dimasukkan 
kedalam apa web sile bphn jadi suda.h dilaksanakan semuanya sesuai 
dengan tugas masing-masing 

Hai senada juga dikemukakan oleh Kepala Bidang Jaringan Dok:umentasi 

Hukum bahwa: 

Tugas-tugas yang diberikan kepada pegawai telah disesuaikan 
dengan bidang tug as maJing-masing dan itu saya ram sudah jelas, apa 
yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukanto/a, saya rasa sudah 
jelas .. 

Hasil wawancara dengan staf pada Pusat Dokumenrnsi dan Infonnasi 

Hukvm Nasional menyatakan bahwa: 

Pembagian tugas memang ya, pimpirum me!71bagikan sesuai dengan 
tugas-tugas kita. lapf seperli tadi scya hilcmg flu 'tidak berdasarkan 
disiplin ilmu kita yang memang sesuai dengan disip/in i/mu kila tetapi 
lebih ke cara melakukan tuga.v sehari-hari karena pekerjacm itu harus 
dibagi, makn setiap orang mempunyai porsi yang sama tetapi mempunyai 
pekeljaan yang berbeda~beda, misal untuk melaksanakan pekerjacmnya 
ltu kita a/can trampil dengan cara otodidak, be/ajar sendiri barryak praktek 
sama pekerjaan itu dilaksanokan berulang-ulang kearah itu sebenarrrya. 

Mengingat uraian pek.erjaan tidak mungkin dijelaskan secara mendetil 

sehingga setiap pegawai mengetahui dan memahami eara pelaksanaannya, untuk 

itu diperlukan pedoman umum mengenai persyaratan kerja. Sedangkan untuk 

mengahadapi keadaan darurat atau mernanfaatkan kesempatan yang ada para 

pegawai dituntut unto.1k bertindak atas inisiatif sendiri dengan membuat keputusan 

sendiri dan mengadakan tanggapan sesuai dengan pertimbangan sendiri. 
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Rancangan tugas yang jeias kepada pegawai merupakan salah satu upaya 

pengembangan organisasi yang harus dilakukan oleh Pusat Dokumentasi dan 

Informasi Hukum Nasional, sehingga setiap tugas yang diberikan oleh atasan 

dapat diselesaikan dengan baik oleh bawahan. Hasil penelilian menunjukkan 

bahwa selama ini pembagian tugas dengan jelas telah dilaks.anakan oleh atasan 

terhadap bawahalt, oleh karena !tu dalam upaya pengembangannya hams 

mempertahankan keadaan yang telah terjadi agar pencapaian penyebarluasan 

infurmasi hukum kepada masyarakat dapat tercapai. 

4.2.5.4.Penilaian dan imbalan atas prestasi kerja 

Mekani.sme pengemhangan organisasi Pusat Dokumentasi dan Informasi 

Hukum Nasional harus memperhatikan penilaian prestasi pegawai, karena hal ini 

dapat mengakibatkan peningkatan prestasi kerja maupun sikap kerja, apabila 

pegawai menganggap bahwa penilaian prestasi mempunyai reievansi terhadap 

tugas dan dilakukan secara objektif. 

Untuk mencapai tingkat ldnerja yang tinggi dan sesuai dengan harapan 

organisasi dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi perlu 

dirumuskan ukuran kinelja yang hams dapat dicapai oleh setiap pegawaL 

Penilaian kinerja dllakukan organisasi bertujuan untuk mempersiapkan pegaWai 

dalam memegang pekerjaan dengan jenjang yang lebih tingg~ karena organisasi 

akan menyediakan peluang bagi prestasi pegawai untuk dihargai. Tujuan lain dari 

penilaian ldnetja adaiah untuk memberikan pertimbangan dalam keputusan 

pemberian reward dan punishment bagi pegawai. 

Hasil wawancara dengan Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi 

Hukum Nasional berkaitan penilaian prestasi ke!ja adalah: 

jelas okan mempengarnhi promosi jabatan, malra dari itu akan ldta 
perhatfkan dan kita calat siapa-siapa soja yang rajin dan berprestasi 
apabila suatu saat ada umuk kenaikan pangkal ilu jelas dan mungkin ada 
lowt>ngan untuk jabal an stntktural atau fungsional kit a akan prioriJaskan 
yang memang berprestasi 
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Penilaian prestasi kerja bagi pegawai untuk kenaikan pangkat dan promosi 

jabatan yang di lakukan di Pusat Dokumetasi dan Inforrnasi Hukum Nasional 

telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta be:rpedoman pada Daftar 

Penilaian Pelak.sanaan Pekerjaan (DP3). DP 3 yang merupakan sistem penilaian 

kineJja bagi pegawai negeri sipil yang terdiri dari unsur kesctiaan, prcstasi kerj~ 

tanggung jawab. ketaatan, kejujuran, ketjasama, prakarsa dan kepemimpinan. 

Unsur prestasl kerja diukur berdasarkan kecakapan. keterampi!an, pengalaman, 

kesungguhan, kesehatan dan produktifitas. 

Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasionat 

mengemukakan, bahwa: 

penilaian pada mere!m diperhatil«m semuanya siapa yang rajin 
berapa hasilnya apa semuanya kalau penilaian itu rndah sesuai dengan 
peraturannya setiop tahun kita mengadakan penilaian presJa:;i keljanya 
melalui DP3 dan lcmglwh~langkah lainnya saya kira tidak adalah yang 
apa yah kecuali DP 3 saja namun. demikian kita catat tersendiri siapa
siapa soja yang memang berprestasi 

Hasil penelitian diketahui hahwa Daftar Penilaian Pelaksanaan Peketjaan 

(DP3) dalam kondisi nyata tidak beljalan dengan balk. banyak pimpinan yang 

enggan memberikan penilaian dan dampak peniiaian tid~ bcrpengaruh terhadap 

penghargaan atau hukuman dan tidak berpengaruh terhadap peningkata gaji dan 
' 

sebagainya. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu staf dalam wawancarany~ 

yaitu: 

DP 3 merupakan kenilaian mutlak dari pimpinan, artinya memang 
apapun yang ldta kerjakan apakah itu memberikan kepuasan atau yang 
diinginkan oleh pimpinan memang saya rasa DP 3 itu susah artinya agak 
susah untuk dikaitkon artinya memang kalau kita perhatikan antara Ieman 
satu sama linnya itu bisa diartikan sama semua nilain:ya sementara 
kinelja atau apanya berbedajadi DP 3 tidak dapat dijadikan patokan atuu 
ukuran untuk menilai prestasi ketja 

Untuk itu perlu dikaji lagi untuk penyempumaan basil akhir proses 

penilaian DP3 sehingga dapat mencapai tingkat kerja yang tinggi dan sesuai 

dengan harapan organisas1 dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organlsasi perlu 

dirumuskan ukuran kineda yang harus dicapaL Ukuran kinerja ini merupakan t~lat 
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untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam organisasi sektor publik kesuksesan 

organisasi akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi publik. Sehingga 

masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi ini melalui kemampuan organisasi 

dalam memberikan pelayanan. Harus diakui bahwa penguk:uran kinetja organisasi 

pemcrintah relatif sukar, karena pada organisasi ini tujuan dan misi bersifut multi 

demensianal dan kurang jetas mengukur keberhasilanny~ oleh karena itu untuk 

dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi maka se)uruh aktivitas dari 

organisasi rersebut harus diukur. Pengukuran kine.rja organisasi tidak shanya 

ditentukan oleh input (masukan) suatu kegiatan tetapi juga terhadap output 

(keluaran). proses, manfaat dan dampak dari kegiatan tersebut 

Hasil pene1ltian menunjukkan bahwa peni1aian melalui proses penilaian 

DP3 dirasa k:urang efektif dan tidak mencerminkan proses dari pekeijaan, sering 

kali penHaian DP 3 lebih pada penilaian pribadi atasan kerhadap bawahan yang 

t!dak berdasarkan basil kerja oleh sebab itu banyak pegawai yang kurang setuju 

bila basil kCijanya disamakan dengan pegawai yang rna:Ias~ oleh karena itu dalam 

upaya pengembangan organisasi diperlukan pemantauan dan pengkajian uiang 

terbadap keiayanan DP3. Hasii peniiaian prestasi kerja harusnya berdas3:fkan 

anaHsis jabatan dan anal isis kclja seperti sistem merit dan sekarang .ini sedang 

digodog sistezn remunerisasi yang diharapkan dapat mencemrlnkan prestasi kerja 

pegawai. 

4.2.6. Budaya Orgauisasi 

Budaya merupakan perekat sosial yang mepersatukan organisasi dengan 

memberikan sl:lndart-<;tandart yang tepat untuk apa yang hams dikatakan dan 

dilakukan oJeh para pegawai. Budaya berfungsi sebagai mek:anisme pcmbuat 

mekna dan kendaii yang membantu dan membentuk sikap serta perilaku pegawai. 

Budaya organisasi memberikan dampak yang signifikan terhadap 

penciptaan suasana kerja yang kondusif guna meningkatkan kinerja organisasi. 

Agar bekerja menjadi sesuatu yang menyenangkan, maka budaya organisasi harus 

berkembang mengikuti perkembangan yang teljadi di dalam dan di luar 

organisasi. Oleh karena itu organjsasl harus mampu mengadaptasi perubahan~ 
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perubahan, perkembangan-perkembangan dan inovasi yang terjadi di luar. Juga 

rnampu mengintegrasikannya dengan nilal-nilai yang ada di dalam organisasi. 

Budaya organisasi harus bersifat dunarnis agar tetap dapat diterima oleh seluruh 

anggota organisasi. 

4.2.6.l.Inisiatiflndividnal 

Dalam upaya pengembangan organJsasi dibutuhkan komitmen dan 

motivasi yang datangnya tidak saja dari pimpinan tetapi juga dari dalam individu 

itu sendiri untuk melakukan perubahan. Pengembangan organisasi biasanya 

diawali dengan pencapaian kesepakatan dan komitmen seluruh unsur organisasi 

untuk melakukan perubahan, karena swnber daya manusia yang memiliki 

kom.itmen tinggi akan lebih mudah dalam pe~rapan strategi secara lebih cepat, 

lebih mudah dan lebih lancar. 

Pengembangan organisasi Pusat Dokumentasi dan lnformasi Hukum 

Nasional membutohkan adanya motivasi serta komitmen yang tinggi dari Swnber 

Daya Manusia yang ada untok melakukan perubahan. Untuk itu halffhal yang 

harus diperharikan guna menciptakan komitmen katyawan antara lain adalah 

memberikan peke_rjaan yang menarik serta k:eterlibatan karyAwan da1am proses 

pengambilan keputusan yan~ mernpunyai pengaruh langsung oorhadap l<aryawan. 

Kepala Pusat Dokumentasi dan lnformasi Hukum Na.sional menyatakan 

dalam wawancaranya bahwa: 

sebagian besar sczya seudah melihat cukup lah apanwnliif)'a orang
orang yang ada di Pusdok ini cukup apanamanya cukup perhatian 
terhadap pekerjaan masing-maslng, artfnya setiap pegawai mempunyai 
komitmen yang sangat kuat~ sekarang kita lihat jam ket:ja kit a sudah tepat 

Hal ini diharapkan akan menumbuhkan rasa mcmiliki pegawai terhadap 

organJsasi, dengan munculnya rasa memiliki maka diharapkan upaya mobilisasi 

pegawai untuk memiliki pemahaman yang sama untuk mencapai tujuan organisasi 

menjadi mudah. 

Menurut behernpa informan berpcndapat bahwa untuk memotivasi serta 

menumbuhkan komitmen pegawai adalah dengan membuat suatu terobosan 
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dengan memberikan kegialan·kegiatan yang dapat cepat dirasakan oleh pegawaL 

Seperti melibatkan pegawai dalam kegiatan sosiali.~~ diskusi-diskusi serta 

kegiatan-kegaiatan lain yang tidak sarna dengan peketjaan rutin pcgawai. 

Pendapat serupa dikemukakan oleh Kapala Bidang Jaringan Dokumentasi 

Hukum, bahwa: 

untuk motiva.si kerja pegawai di pusdok im: kita sering libatkan 
mereka pada kegiatan tim, atau kegiatan proyek lainnya. sehingga mereka 
bersemangat /u.uja kmena ada imbalan yang akan didapaL 

Dalam upaya pengembangan organisasi Pusat Dokwnentasi dan Informasi 

Hukwn Nasional yang tertenting adalah komitmen dan motivasi pegawai terbadap 

upaya pengernbangan secara keseluruhan, hal ini mangingat sebagai Pegawai 

Negeri Sipil harus dituntut selalu siap dalam mengalami perubahan sesuai Ucngan 

tuntutan tugas. 

4.2.6.2.Dukungan dari Manajemen 

Peran pimpinan secara psikologjs dan teknis membantu tujuan organisasi. 

Faktor kepemirnpinan Sebarusnya mempengaruhi komitmen organisasiona1 

somber daya manusia Pusat Dokumentasi dan Info~i Huktnn Nasional secara 

keseluruhan. hal ini dikarenakan pimpinan mengupayakan partisipasi sukarela 

para bawahannya dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Secara ideal seorang 

pemimpin sanggup membawa perubahan terhadap organisasi sesuai dengan 

tuntutan perubahan situasi. 

Berdasarkan basil penelitian diketahui bahwa para pemimpin untuk 

memobilisasi individu dalam organ isasi melalui meningkatkan motivasi serta 

komitmen untuk melaksanakan perubahan menuju Pusat Dokumentasi dan 

Infonnasi Hukum Nasional secara optimal, salah satunya dikarenakan belum 

adanya kesepahaman temtanta pada tingkat pimpinan, sehingga menyuiitkan 

individu-individu lain da1am organisasi untuk berkomitmen terhadap organisasi. 

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Jaringan Dokum.entasi Hukum, 

bahwa: 
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Dukungan yang kita berikan kepada pegawai ya seperti apabila 
pegawai menemui masalah !rita akan bantu pemecahannya atau hal-hal 
lain yang seperti diskusi-diskusi ringan baik itu kepentingan pribadi atau 
tentang pekelJ'aan ...... 

l>adahal pengembangan organisasi memerJukan dukungan dari segenap 

pimpinan organisasi Pusat Dokumenta.si dan Infonnasi Hukum Nasional~ paling 

tidak diawali oleh pimpinan atau pejabat senior untuk memobilisasi dan 

beradaptasi dengan perubahan. Berkaitan dengan tuntutan perubahan situasi di 

sini, artinya komitmen individu dan organisasi secara keseluruhan adalah 

berdasarkan pada tuntut.an perubahan ~ingkungan organisasi. 

Hasil wawancara dengan Kepala Pusat Dokumentasl dan Jnformasi 

Hukum Na~donal mengernukakan bahwa: 

Kita terus herupaya unfll!c menanamkon komitmen yang kuat terhadap 
pe:ncapaian tujuan organisasi, begitupun dengan setiap perubahan yang ada 
kita selalu bef"IJ8aha unluk terus menyesuoikan diri dengan kondisi yang 
ada. ....... 

Namun dcrnikian sulit diharapkan adanya kornitmen Sumber daya Manusia 

yang tinggi tcrhadap organjsasi jika tidak ada keterlmkaap antara pimpinan dan 

Sumber Daya Manusia yang ada. Untuk itu pimpinan harus mengemukakan serta. 

memberikan pemabaman apa yang menjadi sasaran dan tujuan dari 

peng~barlgan organisasi secara bersama-sama. 

Dukungan manajemen dalam upaya pengcmbangan organisasi sesuai 

dengan hasH penelilian adalah pemberian motifasi dan penanaman komitmen akan 

pelaksanaan tugas pendokumentasian. Upaya yang dilakukan adalah pernberian 

dukungan kepada pegawai baik secara emosional maupun pemenuhan sarana dan 

prasarana pelaksa.naan tugas~ sehingga dihatapkan dengan adanya dukungan 

emosional dari pimpinan akan mengbilangk:an gap antara pimpinan dan bawahan 

sehingga peketjaan dapat terlaksana dengan baik. 

4.2.6.3.Sistem Imbalan 

Sistem imbalan yang berJaku pada pegawai negeri sipil secara garis besar 

teJah diatur dalam Undang~undang Kepegawaian, yaitu Undang-undang Republik 
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Indonesia Nomor 43 Tahunl999 tentang Perubahan Alas Undang-undang Nomor 

8 Tahun 1974 tentang Pokok~pokok Kepegawaian, yang mengatur mengenai 

kesejahteraan, honor-honor daiam tim, gaji. lembur bahkan sekarang Pemerintah 

memberikan kesejahteraan berupa Oaji 13. 

Hasil wawancara dengan Kepala Pusat Dokumentasi dan lnfurmasi 

Hukum Nasional mengemukakan bahwa: 

di pegawai negeri beda dengan swasta .semua itu sudah diatur 
sesuai dengan ~/entuan yang berlaku, paling kita perhalikan untuk 
kemungkinan promosi jabatan jika ada bagi pegawai yang berpreSI(lSi. 

Pemyaruan yang soma juga dikernukakan oleh salah satu star pada Pusat 

Dokumentasi dan Infarmasi Hukum NasionaJ~ bahwa: 

Saya rosa sejauh ini kita ilu kan tugas hanya dianggap sebagai 
tugas, artinya tugas sehari-hari ini kita harus kerjakan karena memang 
kita diberi tugas dan mengetjakannya itu tapi kalau masalah imbalan
imbalan tidak terlalu terpatok ke situ tapi kita targetnya harus 
melaksanakan pekerjaan yang merupakan tugos kilo saja tapi kalaupun 
nanti mfsalnya ada kita syukuri tapi tidak. berlr.iblat kearah situ knrena 
memang kita mengeljakan pekerjaan yang sudah dibagiktm atau 
djSerahkan kepada ldta untuk dikeljakan. 

Penghargaan diberikan kepada· pegawai yang sudah bekerja dengan baik 

tanpa Peraturan Pemerintah Nomor 30 TallUn 1980 tcntang Hak dan Kewajiban 

PNS melalui tahapan-tahapan, yang pertama me1aJui penghargaan secara lisan, 

kemudian dengan tulisan melalui piagam, ketiga berupa satya lencana, bahkan 

kesempatan besar unlulc mendapatkan kenaikan pangkat istimewa jika pegawai 

tersehut sangat bedasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Sedangkan 

hukuman diberikan sesuai aturan pemerintah yaitu hukuman diberikan secara 

bervariasi muiai dari teguran lisan s.ampai pada pemberhentian dengan hormat 

dari statusnya seba:gai Pegawai Negerl Sipil. 

Menurut Kepala Sub Bidang Penyusunan Program, Monitoring. dan 

Pelayanan Tcknis, bahwa: 

... ... pertama kali kan harus secm·a prosedural harnsnya dipanggil 
ditegur secaNt lisan kalau ga bisa juga kita hi kin SP 1 mungkin sampai SP 
3 kalau sampai SP3 kila taper ke kepegawaian kita serahkan Ire 

Universitas Indonesia 

Pengembangan Organisasi..., Emalia Suwartika, Pascasarjana UI, 2009



98 

kepegawafan bagaimana baiknya jadi semucmya selanjutnya terganttmg 
kepega:waian dan pimpinan yang lebih atas gftu aja 

Pelanggaran yang sering dilak:ukan oleh pegawai adaiah seringnya 

pegawai itu mangkir~ untuk: itn pimpinan biasanya mcrnanggil dan menanyakan 

masalah yang sedang dihadapi, yang diharapkan ada kontribusi dari kantor atau 

pimpinan membantu pegawai yang besangkutan secara psikologis, 

Hasil wawancara dengan Kepala Pusat Dokumentasi dan lnformasi 

Hukum Naslonal~ diketahui bahwa 

..... Penerapan sistem reward and punishment bisa berjalan dengan 
baikjika ada dukungan d(m ketegasan dari pimpitum 

Selarna ini pelaksanaan sistem punishment tidak berjalan secara efekdf 

karena penerapannya yang tidak konsisten. Padaha! jika pe-langgaran tidak segera 

ditindak cenderung akan memicu repetisi dan duplikasi. Pusat Dokumentasi dan 

lnformasi Hukum Nasional perlu menetapkan pendekatan dalam memher.ikan 

pengllargaan, antara Jain melalui adanya sistem prestas:i kelja, di mana prestasi 

diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasi hasiJ k.eljanya scrta tidak 

memandang senioritas. Sistem reward dan punishment merupa.kan salah satu alat 

untuk mempengaruhi motivasi pegawai dalam organisasi. pemberian penghargaan 

dan hukuman tidak dapat dib~:rikan tanpa alasan rasional, sehingga kompetensi' 

yang tinggi akan diberikan oleh organisasi seharosnya mcnuntut prestasi, 

kompetensi dan kualitas yang tinggi. 

Hasil penelitian dalam upaya pengembangan organisasi! dalam pemberian 

imbalan kepada pegawai yang berprestasi berbeda dengan di swa.'\ta. Di 

pemerintahan khususnya di Pusat Dokumentasi dan tnforrnasi Hukum Nasional 

sistem imbalan diberikan sesua dengan ketentuan yang telah diatur oleh 

pemerintah tetapi selain itu dapat jnga dilakukan promosi terbadap pegawai yang 

dipandang berprestasi sesuai dengan ketentuan yang ditctapkan. 
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4.2.6.4.Pola Komunikasi 

Pengembangan kondisi hubungan antar pribadi, dengan berusaha 

menumbuhkan kesadaran pegawai akan peranan dirinya serta hubungannya 

dengan orang-orang disekelilingnya. Dengan mengubah gaya hubungan antar 

pribadi, diharapkan tercipta iklim yang mendorong timbulnya tingkat kcpercayaan 

antar pribadi yang tinggi, komunikasi yang terbuka dan berkurangnya konflik 

serta persaingan. Suasana kerja yang demik:ian diangap lebib menguntungkan baik 

bagi peningkatan prestasi maupun pemuasan kebutuhan pribadi masing-:masing 

pegawaL 

HasH wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penyusunan Program. 

Monitorin~ dan Pelayanan Teknis mengemukakan bahwa: 

pola komunikasi saya lihat tidak ada hambatan, tidak ada masalah 

Pembentukan pola k:omunikasi yang lancar tanpa hambatan dapat 

mengubah persepsi pegawai akan gaya hubungan antar pribadi atau mengenai 

suasana kerja tertentu dibandingkan dengan jika pola komunikasi tersendat, 

sehingga para pegawai dapat !ebih banyak mengetaui perilaku dan peranan 

masing-masing da.Iam organlsasL 

Faktor komunikasi yang buruk dianggap sebilgai penghambat tercapainya 

prestasi yang efektif. maka dituntut kebjjakan pirnpinan untuk mengadakan 

perubahan atau menyesuaikan situasi dan kondisi yang leblh kondusif, misalnya 

dengan rnegadak.an rolling pegawat sehingga terjadi interaksi dan pertukaran 

pendangan yang semakin meningkat. 

Hasil wawancara dengan Kepala Pusat Dokumentasi dan Infurmasi 

Hukum Nasiona4 bahwa: 

,,,,,,roling dengan penempatan orang~arang baru dibeberapajabatan 
stroktural saya kira Jwmunikasi kita saudah lancar sekcrang ini cmtara 
bidang yang satu dengan bidang yang lain sudah bisa beifalan dengan 
baik jadi apanamanya sering tetap adanya komunikasi rmtuk .saling 
membantu _ 

Dengan demikian dituntut adanya tanggung jawab dalam mengenali 

kebutuhan akan pcrubahan dalam organisasi. rnendiagr10sis sifat dan Juas masalah 
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serta mengimplementasikan pengembangan organisasi yang dianggap paling 

efektif atas dasar siluasi dan kondisi tersebut. Di lihat dari aspek budaya 

orgainisasi atau budaya kerja pegawai terutama dalam pola komunikasi antar 

personal yang terjadi di lingkungan Pusat Dokumentasi dan Inforrnasi Hokum 

Nasional berjalan dengan lancar, dari basil penelitian dapat terungkap bahwa 

komunikasi dapat berjalan dengan baik, kerja sama antara bidang satu dengan 

bidang yang lain dapat beJjalan dengan baik., sehingga dalam upaya 

pengembangan organisasi untuk aspek budaya telah beijalan dengan baik, untuk 

itu yang diperlukan adalah upaya mempertahankan yang telah ada dan lebih 

meningkatkan kualitas hubungan baik hubungan antar pribadi maupun hubungan 

keija. 
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KES!Ml'ULAN DAN SARAN 

Setelah diiakukan penelitian. rnaka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

serta pemberian saran-saran terkait dengan masala.h penelitian yang dapat 

digunakan dalam upaya pengembangan organisasi Pusat Dokumentasi dan 

lnformasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukwn Naslonal. 

5.1 Kesimpulao 

Berdasarkan pembahasan yang telah duraikan maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa upaya pengembangan organisasl Pusat Dokumentasi dan 

InfOrmasi Hukum Nasional dalam penyebarluasan infonnasi hukum teiah dapat 

melakukan upaya pengembangan organisasi, hanya saja masih ada yang perlu 

mendapat perhatian khusus yaitu pada faktor struktur organisasi, faktor teknologi 

dan pada faktor sumber daya manusia. 

5.2. Saran 

Sesuai dengan basil penelitian maka diperfukan kesepakatan dan k:omitmin_ 

dari seluruh pimpinan, sehingga pimpinan dapat dengan optimal memobilisasi 

individu-individu yang ada dalam organisasi untuk melakukan peogembangan 

organisasi. Pembenahan Struktur organisasi yairu dengan memperhatikan a[ur 

ketja pendokumentasian1 yaitu pengumpulan, pengolahan dan penyajian sehingga 

alur kelja dari pendokumentasian dapat dilaksanakan dengan sempuma. Upaya 

peningkat.an eselonisasi perpustakaan dari eselon IV menjadi berada di eselon lll 

hams dibarengi dengan pembenahan berbagai sarana, prasarana, dana dan 

personalia serta kelengkapan koleksi bub.unya agar benar~benar dapat 

menciptakan perpustakaan bukum yang di clta~citakan. 

Pengembangan Organisasi juga harus didukung dengan ketersedhan dan 

kemudahan akses terhadap informasi hukum untuk. mernudabkan koordinasi antar 

unit. Ketersediaan website bphn.go.id sebagai sarana publikasi infonnasi hukum 
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baik secant internal maupun eksternal hendaknya dilengkapi dengan informasi~ 

informasi hukum yang terns di update agar semua pegawai atau masyarakat luar 

dapat mcndapatkan infonnasi hukum secara lengkap. akurat dan mutakhlr dengan 

mamanfaatkan website tersebut. 

Pengembangan dan penempatan sumber da.ya manusia da!arn organisasi 

harus berdasarkan ana\isis jabatan dan analisis beban keJja. sehingga pimpinan 

dapat menentukan kopetensi yang tepat dengan tugas pokok dan fungsi serta 

kebuluhan pegawai sesuai dengan kebutuhan untuk menjalankan tugas pokok 

fungsi tersebut Untuk memacu pegawai dalam upaya pendokumentasian dan 

pen;yebarluasan infonnasj hukum diperlukan retYord sebagai pcndekatan dalam 

pemberian penghargaan antam Jain melalui sistem prestasi ketja yang dituangkan 

dalam DP 3 Pegawai, yaitu DP 3 yang betul-betul menuangl«ul prestasi kerja 

pegawai dalam upaya penyeberluasan infurrnasi hukum. 
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PEDOMANWAWANCARA 

l. Strategi 

• Visi. misi, tujuan dan sasaran 

Spesifik 

Measurable (waktu dan blaya) 

Attainable 

Realistic 

Time Bound 

• Rencana~rencana organisasi 

Tahunan 

Eva!uasi program 

2. Teknologi 

• Penggunaan tek.nologi komputer 

• efektifita.s penyelesaian togas 

• pemanfitatan teknologi 

3. Struktur 

Lamp iran I l 07 

• Persepsi pegawai terhadap pros~dur atau peraturan perundang
undangan 

• Tingka~fl atau bagian dalam struktur 

• Pj;q6olegasian wewenang, atau pengembiian keputusan 

4. Sisrem 

• Integritas dan koordinasi sisten 

• Peranan kebijakan manajemen 

• Sistem pengendalian organisasi 

5. Somber Daya Man usia 

• Pemilihan dan penempatan pegawai 

• Pendidikan dan pengembangan 

- Pcndidikan 
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6. 

Pengalaman 

Pelatihan-pelatihan 

Sikap 

• Rancangan tugas yang jelas 

Jumlah pegawai 

Ratio pembagian tugas 

• Penilaian dan imbalan atas prestasi kerja 

Budaya 

• lnisiatif individual 

keterbukaan 

kebebasan 

• Sistem imbalan 

• Dukungan manajemen 

• Pola komunikasi 
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Wawancara dengan Bapak Ajarotni Nasution,SH.MH 
Kepala Pusat Dokumentasi dan Inforrnasi Hukum Nasional 

Badan Pembinaan Hukum Nasional 

Selasa Oktober 2009 
Ruang Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 

T: Saya ingin tahu dari teknologi infurmasi yang ada di Pusdok ini, 

bagaimana cfektifitas pelaksanaan tugas dengan adanya Teknologi yang 

ada sekarang inl Pak? 

J: Di bidang pemanfaatan teknologi di dokumentasi informasi hukum itu 

sudah kita manfuatkan terutama dalam penyebarluasan peraturan 

perundang-undangan dan bahan dokumentasi lainnya antara lain me1alui 

kita sudah membuka website bphn go id dalam rangka menyebarluaskan 

informasi hokum dengan pemanfaatan teknologi ini informasi hokum 

dapat disebarkan kepada seluruh masyarakat tanpa ada pembatasan ruang 

dan waktu dimana saja kapan saja masyarakat bisa mengakses informasi 

hokum yg kita masukan yg ada dalam web site bphn 

T: .Dengan adanya teknologi komputer terutama apakah Bapak memandang 

bahwa tugas-tugas atau pelaksanaan pekeljaan sehari·hari dapat efektif 

dilaksanakan? 

J: Efektif sekali karena dengan penggunaan teknologi baik dalam 

pendokumentasian yaitu digunakan dengan teknologi komputer maupun 

dalam penyebarluasan ini sangat efektif sekali karena masyarakat mudah 

mengakses dibandingkan dengan sistem yang manual misalnya harus 

datang ke BPHN harus mencari atau semua tapi dengan teknologi jni 

benar-benar dapat tedaksana dengan cepat. mudah dan akurat 

sebagaimana tujuan daripada sasaran JDl Hukum Nasional 

T: Bagaimana dengan jumlah komputer yang ada sekarang ini sudah cukup 

memadai dalam melaksanak:an tugas sehari-hari? 

J: itu sebenamya sudah cukup-sudah cukup memadai tinggal pelaksanaannya 

ini yg hnrus tetap berusaha untuk terus meiengkapi konten-kontennya 
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bukan hanya peraturan perundang-undangan tetapi juga dokumentasi 

lainnya maksud saya basil-basil penelitian pengkajian ataupun hasil-hasil 

seminar pertemuan ilmiah atau kegiatan BPHN jadi bukan hanya 

peraturan perundang-undangan 

T: Lalu Bagaimana dengan Sumber daya manusia yang ada di Pusdok ini, 

berkaitan dengan penernpatan dan penerimaan pegawai itu sendiri, 

bagaimana menurut bapak tentang hal ini? 

J: Penerimaan pegawai, pegawai di pusdok ini sekarang berjumlah sekitar 

60orang, 60 orang, 60 orang ini sebagian kira-kira 20 orang di 

pustakawan adapun pegawai yang ada sekarang ini dirasa masih kurang 

dan karena apa kurang bukan berarti jumlahnya dari yang dibutuhkan ini 

sebenamya yang 20 orang ini kalau kita lihat dari apa namanya jenis 

pekeijaan ini terasa kurang ya karena pegawai yang ada sekarang ini 

banyak yang sebenarnya tidak begitu sesuai dengan bidang kemampuan di 

bidang tugasnya jadi kita sebenamya setiap tahunnya yang diperlukan 

sekarang ini bidang yang menguasai bidang perpustakaan dan komputer 

makanya setiap tahun kit<. usulkan supaya yang apanamanya itu caJon 

pegawai yang memenuhi yang Sl pustaka ya perpustakaan untuk 

menggantikan apanamanya pustakawan-pustakawan yg sudah pensiun 

atau yang dalam wak.tu dekat ini pension juga perlu regenerasi gitu ah 

kemudian juga untuk komputer, sekarang ini pejabatnya baru satu yaitu 

pranata komputer bam 1 orang ini juga diperlukan minimal 10 orang 

itukan sudah terasa kurang sekali satu yang kita butuhkan 10 orang yang 

ada baru 1 orang 

T: Lalu bagaimana dengan pengembangan dan pendidikan dalam hal m1 

seperti pengembangan karier dan pelatihan-pelatihan lain? 

J: Pengembangan ini kita kan ada diklat-diklat ini di departemen kita 

hukum ham diklat itu ditangani olch BPSDM ini setiap tahun seperti tahun 

sekarang ini ada apanamanya itu dikJat pendidikan penyetaraan 

pustakawan ahli kemudian ada juga pendidikan apanamanya bimbingan 
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teknis untuk JDI hukum, kemudian pengcmbangan mereka sebenamya 

bagi pegawai yang ada sekarang ini ba.nyak terbuka untuk.jabatan-jabatan 

terutama fungsional masalah sekarang mere:ka umumnya mereka belum 

memiliki persyaratan tertama dlbidang penyetaraan bidang tenaga-tenaga 

apanamanya ilmu-ilmu dibidang perpustakaan 

T: Dalam Pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari, apakah rancangan togas yang 

diberikan kepa.da setiap pegawai sudah jelas: untuk dilaksanakan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya: 

J: Jadi sehari-hari sebenamya sudah ada strulctur organisasinya sudah ada 

tugas·tugasnya semua sebenarnya sudah betjalan sesuai dengan fungsi

masing masing sudah berjalan dengan baik misal pustakawan mengelola 

apanamanya pengadaan kliping koran kliping abstrak ini sudah beljalan 

semuanya demikian juga perangkat komputer konten-konten barn 

peraturan perundang-undangan yang barn sudah dimasukkan kcdalam apa 

web site bphn jadi sudah dilaksanakan semuanya sesuai dengan togas 

masing-masing 

T: Tentang penilaian dan imbalan atas prestasi kerja pegawai bagaiman 

:inenurut hapak? 

I: penilaian pada mereka diperhatikan semuanya slapa yang rajin berapa 

hasilnya apa semuanya kalau penilaian itu sudah ssuai dengan 

peraturannya setiap tahun kita mengadakan penilaian prestasi kerjanya 

melalui DP3 dll1l lmgkah-langkah lainnya saya kira tidak adalah yang apa 

yah kecuali DP 3 saja namun demikian kita catat tcrsendiri siapa-siapa saja 

yang memang berprestasi 

Apakah akan mempcngaruhi pada promosi jabatan? 

jelas akan mempengarui promosi jabatan, nWca dari itu akan kita 

perhatikan dan kita catat siapa-siapa sja yang raj in dan berprestasi apabila 

sualu saat ada untuk kenaiknn pangkat ihi jelas dan mungk:in ada 

lowongan untuk jabatan struktural atau fungsional tentu kita akan 

prioritaskan yang mernang berprcstasi 
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T: sistem ketja yang ada di pusdok ini apakah setiap unit telah melakukan 

pekeJjaan dengan baik secara koordinasi dan integrasi 

J: jadi sistem kita kan organisasi ya artinya pekeijaan ini dapat se[esai 

apabila ada kerjasama dan dalam kerjasama ini perlu ada kordinasi saling 

membantu antara yang lain jadi artinya tidakjalan sendiri sendiri saya kira 

untuk sekamng ini integritas dan koordinasi sudah jalan artinya antara 

bidang yang satu dengan bidang yang lain itu sudah bisa mencair ya ada 

hubungan ke.rjasama saling membantu ini saya libat sudah ada artinya 

sudah ada kcrjasama dan sudah saling memahami dalam organisasi 

diperlukan suatu keJjasama, organisasl ini nanti dan tidak ada tumpang 

tindih atau perbedaan antara bidang satu dengan bidang yang lain saya kira 

begitu dan sarananya juga, dan saya juga sering rne1aksanakan rapal paling 

tidak satu !<ali dalam satu bulan begitu juga dengan bidang-bidang 

diadakan rapat segala sesuatu permasaJahan supaya bisa dibicarakan da1am 

rapat 

T: Bagalmaoa bentuk peranan kebijakan manajemen~ sebagai pirnpinan 

bagaimana menurut bapak tentang hal ini? 

J: Manajemen disini tentu disini diperlukan dana ya kitakan sangal terhatas 

sekali misalnya dalam hal bagairnana pun kita kaJau ti~ak ada samoa atau 

dana penunjang tidak dapat berjalan dengan meningkatkan apanamanya 

tugas-tugas kita ini saya kira joi hanya kemudian masaiah yang pertama 

dana kita sifatnya rutin-rutin saja ada tim ada dana-dana apa kemudian 

sarana dan prasarana penunjang seperti m:isa.Inya apanamanya itu 

pendingin ruangan tidak ada dan sangat mengganggu kemudian rak-rdk 

bulru itu sangat minim sekali kurang m..::nujang lain-lain sarana dan 

prasarana yang lain, kemudian pesonalianya itu saya bilang tadi kan 

sangat terasa kunmg teruma. masalah postakawan dan pranata komputer, 

sebenarnya semuanya sudah berjalan dengan baik tetapi apabila ditunjang 

oleh semua itu tentunya ak:an Iebih dapat berjalP..n dengan baik misalnya 

seperti saya sekarang ini dal&m rangk:a meningkatkan sekarang ini 

djperpustakaan kita ini mau saya adakan apamananya stock opname 
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sekarang ini saya tidak mengctahui berapa jumlah huku~ berapa yang 

hUang dan ada dimana., karena setiap ada buku-buku yang datang tidak 

ditunjang adanya rak atau apa dan ini harus ditata sekali 

T: Bagairnana sistem pengendalian oganisasi yang bapak !akukan? 

J: semua terencana artinya kita tadi itu pengendaliannya melalui rapat-mpat 

secara fonnal misa!nya setiap awal minggu renin tiap bulan diadakan rapat 

yang rutin ya dan rapat~rapa! lain sesuai dengan kebutuban mungkin saya 

juga diadakan rapat dcngan pustakawan inl juga say a liat setiap bulan dan 

setiap bulan ini adakan saya evaluasi apa-apa yang dilaksanakan itu dan 

apa yang aka.n dilaksanakan pada bu'an bcrikutn.ya. jadi kita pacu sehingga 

setiap saat. setiap mlnggu setiap bulan ada kemajuan gitu dan dievaiuasi 

gltu, 

T: Berkaitan dengan budaya keJja di Pusdok terkait dengan inisiatif individu 

dalam berkomitmen malakukan pekerjaa:n, bagaimana bapak melihat 

pegawai·pegawai yang ada dipusdok? 

J: sebagian besar saya seudah melihat cukup Iah apanamanya orang-<Jrang 

yang ada di Pusdok ini cukup apanarnanya cukup perhatian terhadap 

pekerjaan masing-maSing, artinya setiap pegawai merrtpunyai komitmen 

yang sangat kual, rekarnng kita !ihatjam ke~a kim sudah tepat 

T: Bagaimana bapak melibat pola komllllikasi yang ada sekarang ini? 

J: Datarn komunikasi sekarang ini saya kim sudah apa ya dengan kemarin 

kita adakan roling dengan penempatan orang-orang bam dibeberapa: 

jabatan struktural saya kim komunikasi kita saudah lancar sekarang ini 

antara bidang yang satu dengan bidang yang Jain sudah bisa berjalan 

dengan baik jadi apanamanya kita sering lah k.ita adakan dalarn suatu 

peketjaan dalam perbidang Hu seperti yang kita bilang tadi bahwa 

pedunya keljasama supaya tetap adanya komunikasi untuk saling 

mernbantu antara bidangjaringan dengan yanis dan bidang PDE 
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T: Menurut bapak apakah struktur yang ada sekarang ini sudah sesuai dengan 

alur kelja di Pusdok? 

J: saya kim itu perlu disempurnakan jadi belum sesuai saya lihat ini maksud 

saya itu pedu ada bidang perpustakaan itu khusus selama inikan 

perpustakaan itu hanya sub bidang ya ini kan perpustakaan ini dibuat satu 

bidang karena saya melihat intinya Pusdok saya rnelihat ini dibidang 

perpustakaan dengan pengadaan ko!eksi buku penyebaduasan ini perlu 

satu hidang dan satu bidang khusus. juga untuk pengembangan, jadi 

pengambangan bidang pengembangan artinya termasuk disini pelatihan

pelatihan seperti pertemuan berkala kbusus satu hidang pengernbangan 

kemudian pustakawan dan kemudian ini bidang jaringan nah itu jadi perJu 

pengembangan, rncrubah struktur 

T: Dengan struk:tur yang ada bagaimaoa bapak menerapkan pendelegasian 

wewenang? 

J: saya memberikan kebebasan kepada kepala-kepala bidang jadi makanya 

saya hanya mengarahkan kepada kepala~kepa.la bidang, kepala bidangjuga 

saya harapkan diteruskan kepada kasubid-kasubisnya dan kasubidnya 

terns dengan menugaskan kepada staf-stafnya semua jadi saya berprinsip 

pada struktur organisasi untuk mengetahui kebawah saya harus melihat 

meminta kepada kepa1a-kapala bidang,jadi saya mcrnberika.n memberikan 

kepercayaan dan keleluasuan sepenuhnya kepada ma.sing-masing bidang 

sehingga masing~maslng bidang saya harapkan nanti bisa ke masing

masing kabubidangnya 

T: Bagaimana struktur ini dJ.pat mcnyesuaikan dengan peraturan yang ada? 

T· Sekarang ini saya melihat ketaatan pagawai akan aturan-aturan seperti 

sekarang ada peratura.'l jam masuk saya melihat sudah banyak yang 

rnentaati hanya sebagian saja ini mungkin terkait karena betum ada sangsi 

artinya ini baru memindahkan tcrtulis absennya sekarang sidik jari jadi 

saya lihat itu pada jam kantor pa..-; setengah deJapan itu masih banyak: yang 
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mentaati hanya sebagian terirunbat mungkin karena teknis dijalannyajadi 

pada prinsipnya sudah ada kemajuan begitu juga pulangnya sudah tertib. 

T: Bagaimana bapak melihat tentang pembagian kerja'? 

J: jadi kita melihat apanya\ab ya tug~tugas kita kan sudah dibagi habls 

semua kepada rnasing-masing bagian atau sub bagian gitu kan sudah 

sesuai dengan tugas dan kedudukan mereka sudah dibagi tidak tmpang 

tindih dan sudah berjalan sesuai aturan aturan semua. 

T: Bagaimana strategi bapak dalam pengembangan Pusdok ini? 

J: kedepan kita tentu akan fcita tingkatkan apanamanya ini terutama 

pengadaan buku pengetolaannya dan penyebarluasannya yang ada 

sekarang ini kan kita melihat perlu ditingkatkan lagi terutama rnasalah 

konten web site kita ditingkatkan? sekarang sudah ditingkatkan saluran nya 

sudah kita perbesar ya nah tentu lni akan kita lengk&pi isinya baik 

peraturan perundang-undangan ataupun dokumentasi lainnya sehingga 

msyarakat yang berkunjung ke website kita itu dapat informasi yang 

sebanyak-ba.oyaknya gitu 

kemudian perpustakaan harus ~ita kelola dengan baik sehingga jumlahnya 

ataupun pengeioianya akan kita tertibkan administrasinya seperti berapa 

buku yang ada berapa yang dipinjam dan berapa yang hilang ini akan kita 

perbaiki jadi maksud saya perpustakaan system manual ini akan betul

betul kita perbaiki dan tennasuk juga kita akan buat rnusium hukum 

bagairnanapun ini sangat perlu karena website itu ka.n hanya 

penyebarluasannya saja terapi yang bisa Iebih lengkap itu nanti 

diperpustakaan. 

T: Kejelasan Visi dan misi, apakah para pegawai mengetahui adanya visi dan 

misi yang ingin di~apai? 

1: ya sepanjang visi misi yang ada dan berdasarkan visi misi itu kita 

menyusun program kegiatan dan memperhatikan apanarnanya tujuan yang 

ingin dicapai 
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T: Apakah Pegawai Pusdok mengetahui adanya Visi misi tersebut? 

J: secara redaksional mungkin pegawai tidak tau, t2pi adanya visi misi 

mereka pasti tau lah, rnereka tau apa yang harus dilakukan dalam 

pendokumentasian ini yaitu dokumentasi yang cepat tepat dan akurat. 
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Wawancara dengan Ibu Ninik Hariwanti, SH.LL.M 
Kcpala Bidang Jaringan Dokumentasi Hokum 

Pusat Dokurnentasi dan lnfonnasi Hukum Nasional 
Badan Pembinaan Hukum Nasional 

28 September 2009 
Ruang Kepala Bidang Jaringan Dokumentasi Hukum 

T: Bagaimana Menurut Ibu Struktur organisasi di Pusdok ini? 

J: menurut saya struktur organisasi yang ada saat ini dirasakan tumpang 

tindih dan tidak meneerminkan alur ketja yang semestinya. karena masih 

terdapat duplikasi pekerjaan yang dilakukan oleh bidang satu dengan 

bidang lainnya. 

T: laiu bagaimana yang sebaiknya stmktur organisasi di Pusdok ini? 

J: secarn ideal dalam peugeloiaan dokumentasi harus mencerminkan pola 

pengumpulan, pengolahan dan penyajian, sehingga pendokumentasian 

hukum dapat dila.ksanakan secara optimal 

T: Bagaimana sL~tem koordinasi antar bagian di Pusdok ini? 

J: Koordinasi an tara bag ian satu dengan bagian lain telah tercermln dalam 

setiap keglatari) hai ini didasari bahwa jika satu sistem tidak berjalan maka 

sis tern lain menjadi terhenti dan jika sistem satu menemui kegagalan maka 

merupakan kegagaJan dari sisteru secara keseluruhan. 

T; Sistem pengendalian organisasi yang dilakukan di Pusdok seperti apa? 

J: meliputi evaluasi kegiatan secara berkala melalui rapat-rapat struktural 

yang membahas sampai sejauah mana pencapaian target dalam satu tahun 

anggaran 

T: Bagaimana Pembagian tugas kepada pegawai apakah pembagian itu sudah 

jelas? 
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J: Tugas-tugas yang diberikan kepada pegawai telah dises.uaikan dengan 

bidang tugas masing-masing dan itu saya rasa sudah jelas, apa yang harus 

dilakukan, bagaimana cara melalrukannya, saya rasa sudah jelas 

T: Tmbalan seperti apa yang ibu berikan dalam rangka mcmotivasi pegawai? 

J: untuk motivasi kerja pegawai di pusdok ini. kita sering Hbatkan mereka 

pada kegiatan tim. atau kegiatan proyek lainnya, sehingga mereka 

benremangat kelja karena ada imbalan yang akan didapat 

T: Sebagai atasan, dukungan seperti apa yang yang lbu berikan kepada 

bawaban? 

J: Dukungan yang kita berikan kepada pegawai ya seperti apabila pegawai 

menemui mnsalah kita akan bantu pemecahannya atau hal-hal lain yang 

seperti diskusi-d.iskusi ringan baik itu kepentingan pribadi atau tentang 

pake~aan. 
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Wawancarn dcogan Bapak Agos Widji,SH.MH 
Kepala Sub Bidang Pemeliharaan Data dan Sarana Prasarana Teknologi lnformasi 

Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukurn Nasionai 

Selasa 6 Oktnber 2009 
Ruang Pusat Pengolahan Data E!ektronik 

T ; Bagaimana Tcknologi yang ada di Pusat Dokumentasi dan lnformasi 

Hukum Nasiona[ 

J : ya. Teknologi yang ada di J>usdok eee macam~macam artinya tcrdiri dari 

komputer dengan spec yang boleh dikatakan sudah memadai artinya kita 

sudah menggunakan pentium 4 core to duo, kemudian server juga kita 

menggunakan eeeee server bebar-benar server bukannya PC yang 

dijadikan server tapi server khusus untuk server den.gan spec yang terakhir 

lah. Kita memiliki 3 server yang pertama yaitu untuk database server 

kemudian web server dan DNS server atau Domain Names System yaitu 

sistem pengalamatan domain, Nab kemudian kliennya itu terdiri dari 

sekitar kurang lebih l 00 PC, 100 PC dengan masing-masing PC atau 

unitnya itu menggunakan pentium 4 core to duo. dan pentium 4 dual core 

- ada juga yang masih pentium 4 saja. 

Kemudian juga dHengkapi dengan scener ada kira~kira kalau untuk di 

Pusat dokumentasi ini ada sekitar 10 yang scener yang digunakan untuk 

boleh dikatakao pengganti mesin ketik yaitu menginput data melalui 

elektronik. 

Kemudian juga p.r!nter kurang lebih ada lO itu digunakan untuk print out 

di mana diperlukan untuk koreksi data apabila data yang udah diketik atau 

melalui soft copy kemudian dicetak ulang baru bisa diadakan untuk dj cek 

apakah itu nanti benar atau ada kesalahan-kesalahan sedikit itu kernudian 

di cek ulang. 

Selanjutnya kita di sini menggunakan akses, akses dengan koneksi radio 

dari indosat M two atau idosat M2 dengan kapasitas satu mega (I m) unit 

persccond. 1 mega biet per second a tau perbandingan I; I artinya untuk. 
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upload 1 untuk downloadnya 1 jadi dari Juar bisa masuk 1 dari dalam 

masuk l jadi seimbang. 

Kemudian untuk yang lainnya seperti duplilcator, CD duplikator itu 

digunakan untuk menggandakan CD-Room data-data atau pemturan yang 

Ielah terkemas dalam CD itu kita gunakan yang namanya CD duplikator, 

kita di sini memiliki 3 unit, yang masing masing unit ada sekitar 7 CD 

keping CD drive. 

Kemudian yong la.bmya adalah Fax, Fax juga k.ita memilik.i 2 buah Fax, 

artinya apabila data yang kita terima dalam bentuk Fax kita dapat 

menggunakan 2 Fax itu, dari Fax kernudian kita bisa scanner lagi lalu 

dimasukkan ke daiam 1 media. 

T: Dengan teknologi itu apakah bisa membantu pekeljaan di Pusdok ini 

dalam upaya pendokumentasian? 

J: Sangat~sangat bisa karena. diwaktu awal-awainya kita merintis teknologi 

itu di mana kit.a baru rnemiJiki I PC kemudian itu sangat artinya itupun 

sangat membantu tetapi masih kurang. kalau kita sekarang kita sudah 

memiHki kurang lebih 100 PC tentunya ini sangat membantu sekali dalam 

proses pembentukan database atau proses melakukan pekeJjaan di Pusat 

Dok:umentasi ini karena terns terang ~Jain k.ita sebagai pengefola 
. ' 

dokumentasi kita juga termasuk pengelola dari buku-buku perpustakaan 

artinya di mana buku-buku perpustakaan itu perlu di buatkan daftamya 

kemudian dibuatkan abstraknya dimasukkan ke dalam salah satu unit 

komputer kemudian untuk di .infonnasikan ke pengguna atau pencari 

infonnast. 

T: Berkaitan dengan Sumber Daya apakah menurut bapak sumber daya yang 

ada di pusdok ini sudah ma.mpu mengikuti teknologi yang ada? 

J: Secara garis be1>ar itu sumber daya manusia di pusat dokumentas.i 

khususnya BPHN pada umumnya sudah dikatakan memadai dan bisa 

mengikuti dengan kemajua.n teknolog.i yang ada pada saat inL Artinya 

setiap berkala itu diadakan suatu peiatihan ataupun dikJat untuk 
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penjngk:atan tenaga sumber daya manusla tersebut artinya di mana sumber 

daya manusla yang belum rnenguasai teknologi yang kebetulan ada pada 

saat ini maka dia akan diberikan bekai untuk mempelajarinya 

kemungkinan juga termasuk pcnguasaan terhadap program-program yang 

baru artinya tetapi program-program yang barn ini tidak serta merta hisa 

langsung digunakan karcna program tersebut apakah sudah cocok, apakah 

cocok. ataupun sudah cocok digunakan untuk pekcJjaan kita k:a!au 

berdasarkan penilaian dari pejab.at yang berwenang di sini artinya setclah 

mengadakan rapat atau melakukan evaiuasi kalau sekiranya cocok itu bisa 

ditanjutk:an digunakan program tersebut tetapi kalau tidak coook akan kita 

tinggalkan kita mencari lagi program yang benar-bena.r cocok artinya agar 

pekezjaan kita tidak: sja-sia. 

T: Tek:nologi yang ada di Pusdok ini seJain untuk mengolah dokumentasi, 

manfaat apalagi yang didapatk:an dari adanya teknologi ini? 

J: Selain mengoiah dokumentasi, teknologi ini juga dapat bermanfaat untuk 

meningkatkan tennasuk peningkatan Sumber daya manusia dalam arti 

sember daya manusia tersebut yang hanya mengetahui mengenai 

pengolahan data saja dia bisa belajar dengan menggunakan teknologi yang 

ada dia bisa menjadi seorang programer, artinya dia bisa beJajar dengan 

program-program yang lain contohnya progrmn animasi dan sehagainya 

artinya komputcr tidak saja digunakan sebagai mesin ketik tetapi komputer 

tersebut bisa juga digunakan sebagai benar-benar teknologi yang dapat 

membantu pekerjaan. 

T: Bagaimana dengan Situs BPHN scndiri Pak? 

J: Silus bphn sarnpai dengan saat ini telah mengalami rekonstruksi atau 

revitalisasi artinya di mana sudah diadakan perbaikan, perbaikan yang 

menuju kepada pengernbangan yang tadinya mungkin tampilannya hanya 

terwaldli pada satu pusat ~aja tetapi sekarang sudah terwakili terdiri dari 

beberapa pusat yang ada di BPHN. 
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Kemudian situs ini juga dapat digunak.an sebagai sistem informasi hukum 

artinya bagi pengguna atau pencari infonnasi apabila ia memerlukan 

aturan ataupun informasi hukum yang berkaitan dengan dirinya maka ia 

dapat mengakses bphn.go.id kemudian apabila di sana masih tidak 

ditemukan bisa langsung kontak person kepada pelaksana yang 

menangani bphn.go.id artinya bisa melalui e-mail. 

Selain bphn.go.id pusat dol"llmentasi juga membuat berbagai rna cam CO

Room- CD Room data base peraturan perundang-und:mgan secara ofline 

artinya CD Room-CO Room tersebut dapat dibawa kesana kemari artinya 

dengan mengantongi satu buah CD saja itu sudah sama juga mengantongi 

satu perpustakaan artinya dalam CD itu bisa tercantum sekitar 8 ribu 

peraturan perundang-undangan. Nah CD ini sangat berguna bagi praktisi

praktisi hukum khususnya pengacarn, kemudian hakim, terus mahasiswa

mahasiswa yang sedang mernbuat skripsi~ tesis dan lain sebagainya. CD 

ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian. 

T: Sejak kapan telmologi ini ada di Pusdok? 

J: Pusat Dokumentasi menggunakan teknologi informasi sejak: tahun 1935 

tetapi secara mulai maksimalnya itu mulai tahun 1990. 

T: CD room sendiri dlbuat tahun berapa' Pak? 

J: CD-Room dibuat pertama kaJi tahun 1990 an pada waktu itu kebetulan 

kita dapat ada kerjasama dengan outsourbing di mana outsourching 

tersebut memberikan imbal balik kepada kita. der.gan memberikan 

pelatihan-pelatihan, tetapi pelatihan~pelatihan ini bukan hanya sekedar kita 

aiih teknologi tetapi trnnsfer teknologi, bedan}-a alih teknologi dengan 

transfer teknologj begini kalau alih teknologi artinya teknologi kita dapati 

tetapi kita belum tentu kita bisa menguasai teknologi tersebut. tetapu 

kalau transfer teknologi, teknologi yang kita dapat dad outsorcing atau 

dari pihak lain maka teknologi itu hi sa klta kuasai, kita bisa man faatkan 

klta bisa gunakan jadi teknologi itu bisa bennanfaat tidak hanya sebagai 

besi tua, tetapi kalau alih teknologi, alih tekno!ogi maka tcknologi yang 
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kita dapat itu bisa menjadi besi tua ka.rena teknotogi yang k.ita dapat kita 

tidak menguasainya hanya kita tau pada saat outsorcing itu berada. 

T: Kalau situs web mulai tahun berapa pak? 

J; Situs web bphn.go.id memang tahun 2002 itu dimulainya, teta.pi star awal 

dari situs web sebetulnya sudah kita diJakukan sekitar tahun 95 pada 

waktu itu kita sudab membuat situs yang namanya pengadilan niaga, situs 

pengadilan niaga itu kerja sama dengan pihak asing AUSl..l artinya pada 

saat pihak asing itu ada, karena pembiayaaannya dari mereka maka situs 

itu berjalan, tetepi begitu mereka selesai kerja sama dengan kita maka 

tamatJah situs it:l.J, karena terus terang pada saat itu kita tidak memiliki 

dana rutin untuk melanjutkan situs pengadilan Niaga, 

Sebagaimana kita ketahui tnstansi pemerintah umumnya itu selalu itu yang 

menjadi kendala artinya kita sering mendapatkan bantuan dari luar ya atau 

bisa membe1i tetapi kita tidak bisa merawat, kenapa tidak bisa merawat 

karena tidak ada biaya perawatan dari apa yang kita terima, terkecuali 

memang belakangan kalau dibeli oleh APBN tentunya itu akan 

berkelanjutan dengan adanya dana untuk servis yang rutin. 

T: Setelah mengalami rckonstruksi dan revitalisasi sekaran:g keberadaan 

bphn.go.id bagaimana pak? 

J: AlhamduliJJah setelah revitalisasi, rekonstruksi situs bphn.go.id 

alhamdulillah lroneksi bphn yang tadinya hanya 384 kbps kini menjadi I 

m kbps itu sudah dikatakan memadai mangapa ? kerena baik pihak dari 

luar yang akses ke bphn go id itu tidak mengalami hambata.n artinya 

lancar, kemudian juga bagi pengelola situs web yang ada di bphn itupun 

juga lancar karena koneksi yang cukup itu mempermudah. pekerjaannya. 

T: Katau dengan kontennya sendiri Pak? 

J: Kalau untuk konten, memang sudah banyak perubahan artinya 

penembahan-penarnbagan tapi itu juga perlu ada penembahan tahap 

berikutnya karena setfap situs yang dibuat itu tidak serta merta bisa 100% 
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baik artinya akan selalu ada perubahan karena teknologi ini kan setiap 6 

bulan itu mengalami perubahan selanjutnya, jadi 6 bulan sekarang dengan 

6 bulan kedepan itu pasti akan mengalami perubahan, tidak ubahnya sama 

dengan komputer tadi ya dari pentium 3 menuju pentium 4 itu sudah 

berapa generasi yang dia lalui artinya satu tahap itu 6 bulan itu 

berkembangn menjadi pentium 3 berapa, kemudian berkembang lagi 

menjadi pentium 3 berapa lagi kemudian berkembang lagi sampai pentium 

4 sampai sekarang sudah ada pentium 4 core two duo exstrem yang 

sekarang terakhir. 
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Wawancru:a dengan Ibu Tita Sulistiani, S.Sos 
Kepala Sub Bidang Penyusunan Program, Monitoring, dan Pelayanan Teknls 

Pusat Dokumentasi dan Infonnasi Hukum Nasional 

Oktober 2009 
Ruang Pusat Pengofahan Data Elektronik 

T Bagaimana Budaya kerja yang fbu ketahui di Pusdok ini? 

J Kalau menurut penilaian saya ni ya menurut pendapat sayaya sudah 

cuk:up baik sib selama ini bcljalan selama saya di pusdok ya mungkin 

memang dari awal kerja saya ga di pusdok saya sejak tahun 92 baru 

dipusdok secara penuh, jadi saya pikir ya cukup baik. 

T Apakah setiap pegawai mempunyai kebebasan rnengeluarkan 

pendapat 

J Ka1au secara khusus di bidang saya bisa secara bebas mengeluark:an 

pendapat. kalau secara umum ya karena saya belum pemah 

mengeluark:an pendapat di secara pusdok keselumhan jadi saya belum 

tahu. 

T Peketjaan yang ibu geiuti seka .. -ang 'ini apakah menurut ibu sudah 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pusdok? 

J Saya rasa sudal4 yang sekarnng saya pegang, kalau yang saya 

pegangkan karena saya kan barn menjabat sebagai kasub di bidang 

yanis saya rasa sudah cukup 

T Menurut ibu dalam meJa.ksanakan tugas apakah Jatar belakang 

pendidikan menimbuikan kesenjangan dalam koordinasi pelaksanaan 

tugas? 

J kaiau secara kescluruhan dalam tim kerja bisa kila bcke;ja sarna, cuma 

ya untuk pcrindividu suka tampil karena katanya klta Badan 

Pembinaan Hukum N:askmal harusnya SH, tapikan di dalam Badan 

Pembinaan Hukurn itu bukan kita membuat hukum kita hanya 
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administ:rasinya jadi ya saya rasa bisa bergabung itu sebetulnya cuma 

karena individu-individu yang merasa aduhai jadi dia merasa ah S.sos 

itu apa sih gitu tapi secara keseluruhan keljasama hi sa 

T: Bagaimana dengan dukungan manajemen terutama dalam pelaksanaan 

tugas seperti sarana perasarana 

J nab rnengenai sarona dan prasarona terus terang memang banyak 

kekurangan ya kayanya sih alasannya kiise dana memang kan ban yak 

kekurangan set!ap kita minta ini ga ada-ga ada kurang kalau menurut 

pendapat saya itu memang kurang contohnya aja k.ita butuh sesuatu 

kertas tiota futocopi eh apa ini printer itu kayanya agak susah minta 

terus mengenai kerusakan-kerusakan yang ada kita udab kirim surat 

mohon diperbaiki sar.ma atau prnsarana suka Iambat tanggapannya 

mungkin karena kebentur dana itu 

T Bagaimana tindakan penyelesaiannya? 

J tetap bolak~balik kita tanya kita kejar ke pimpinan yang berwenang 

T Bagaimana dengan tugas yang ibu laksanakan apakah ibu memahami 

setiap tugas yang diberikan? 

J sejauh ini ulhamdulillah saya .bisa memahami tugas yang harus 

dilaksanakan, saya pikir sudah jelas ya 

T Apakah ibu mengalami kesuHtan dalam melaksam:kan tuga.s tersebut 

1 belum, belum ada kesulitan 

T Bagaimana ibu menilai atau mernberikan penghargaan atas prestasi 

ke.tja pegawai 

J dengan DP3 itu sekarang kan mau tidak mau karena adnnya sidik jari 

itukan pegawai datang pagi semua tuh nah jadi itu otomatis itu dengan 

scndirinya akan berubah tidak harus dari saya sebagai atasan ya itu 

karena dab umum harus berubah jadi dengan DP3 kan kalau dia raj in 
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akan tercetak sendiri di mesin sidik jari insya allah dapat tercapai DP3 

dengan baik 

T Berkaitan dengan sistem imbalan, bagaimana tindakan yang ibu 

berikan apabila pegawai melakukan pelangga.ran? 

J pertama kali kan harus secara prosedura1 harusnya dipanggil dltegur 

secara lisan kalau ga bisa juga kita Japor eh kita bikin SP I mungkin 

samapai SP 3 kalau sampai SP3 kita lapor ke keprgawaian kita 

serahkan ke kepegawaian bagairnana baiknya jadi semuanya 

selanjutnya tergantung kepegawaian dan pimpinan yang lebih atas g.itu 

aja 

T Bagainlana pola komunikasi yang ibu llhat di Pusdok ini? 

J baik cuk:up baik lancar 

T Kalan dcngan koordilll!Si antar unit ? 

J cukup cukup balk insya allah 

T Yang ibu ketahui, teknologi apa saja yang ada di pusdok ini? 

J Teknologi kompiuterisasi ,ajah sama itu apa namanya programnya 

dengan memakai program WINISIS dan yang di PDE itu apa PREMJS 

ya hanya itu saja 

T Apakab ibu menarik manfaat dari adanya teknologi tersebut? 

J ya dengan adanya computer mempermudah semuanya, kita bias 

mengakses internet segala macam, mempermudah pelak.sanaan tugas 

T Bagaimana dengan sistern pengendalian organisasi yang ibu lakukan 

semala ini 

J ya itu kita adakan laporan. kita adakan laporan tengah tahunan dan 

lap<:~ran tahunan kita ambil dari situ setelah kita tabu bam kita evaluasi 

Universitas Indonesia 
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gt apa yang kurang apa yang dipertahankan apa yang hams 

ditingkatkan dari laporan itu 

T Bagaimana dengan Sumber Daya Manusia di Pusdok ini, apakah 

menurut ibu sudah cukup 

J Jumlah cuk"llp ya mungk:in malah pusdok itu lebih banyak dari pusat~ 

pusat lain cukuplah banyak trus mengenai pendidikan udah pada maju 

banyak yang S2 

T Menurut ibu bagaimana cara yang efektif untuk menambah 

kcteldmpilan pcgawai 

J ya mungkin jenis dikJat yang berhubungan dcngan kegiatan kantor itu 

sendiri tapi saya rasa udah cukup sudah sesesuai dengan apa yang klta 

laksanakan di k.antor ini 

T Bagaimana dengan pendelagas1an wewenang yang ibu terima dari 

atasan maupun pcndelegasian wewenang yang ibu lakukan kcpada staf 

ibu? 

J ltu pemerintahkan tidak terlepas dari 1.-ystem birokrasi nab itu kalau 

atasan saya tolong ini kcrjakan cukup baik. bias dilak:sanakan sesuai 

dengan hirarkhi 

T Sepengetahuan ibu. bagairnana tingkat kedlsiplinan atau kepatuhan 

pegawai terhadap peraturan yang ada? 

J tingkat kedisiplinan pegawai selama lni cukup baik tingkat 

kedisipllnannya ya emang ada beberapa sili hanya beberapa kalau 

sccara umum udah cukup baik 

T Menurut ibu, upaya apa yang barus dilakukan dalam ra:ngka 

peningkatan pendidikan dan pengembangan sumbcr daya manusia 

J harus ada peningkatan SDM dari segi pendidikan dan juga harus 

djadakan sesuai bidang harus adanya bimbingan teknis mengenai 
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jaringan kalau tanpa itu jadi sepertinya mustahil dapat dicapai kerena 

bintek-hintek itu harus digalakk:an 

T Apa harapan ibu untuk kemajuan Puddok ini? 

J selain untuk pusdok itu ya untuk kemajuan kita bersama memperbaikl 

secara administrasi saja mernperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan 

administrasi untuk memajukan pusdok sendiri 
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Wawancara dengan Tumpak Raja Gukguk, S.Si 
Staf pada Bidang Jaringan Dokumentasi Hokum 

Pusat Dokumenrasi dan lnformasi Hukum Nasional 
Badan Pembinaan Hukum Nasional 

l5 Oktober 2009 
Ruang Jaringan Dokumentasi Hukum 

T: Bngaimana Teknologi yang ada di Pusdok ini? 

J: Menurut saya ya sesual dengan pengalaman yang ada sekara.ng ini itu kan di 

Pusdok ini dibagi jadi 2. Satu teknologi yang menggunakan digital atau 

komputer aJat alat komputer dan teknologi yang tetap dipcrgunakan 

sekarang masih ada dalam yang berbentuk manuaL Tetapi dalam hal 

teknologi digitalnya ini be1um seepenuhnya bisa mendukung sistem ketja 

dalam hal efektifitasnya karena teknologi disinikan dalam bcntuk masih 

umum sedangkan pekerjaan yang kita gunakan ini teknologi yang kita 

gunakan disini memerlukan sistem ra.ncangan yang harus diprogram kembali 

misalnya penggunaan cara-.cara kaidah itukan harus dipindahkan dad bentuk 

manual ke teknologi jadi disini tek:nologinya ini bcJum apa penggunaan 

teknologitlya ini be!um sepenuhnya dipahami oleh kita ini karena han;s 

melakukan pelatihan-pelatihan yang hams mengguoakan teknologi khusus 

seperti menu-menu dalam pekerjaan klta. 

T: Apaka.h dengan teknologi yang ada dapat membantu pekeljaan yang selnrna 

ini dijalani? 

J: Sejauh ini memang cukup rnembantu dibandingkan manual yaug kita 

gunakan, selama ini dan mernang kecepatan akselernsi diakui lebih ccpat 

menggunukan teknologi yang ada sekarang ini. 

T: Bagaimana dengan Sumber Daya Manusia yang ada di Pusdok ini? 

J: Sebenamya kalau bcrbicata dengan SDM ini, disini yang per!u ditarapkan 

karena gini kita itukan modelnya sistemnya belajar learning by doing 

semuanya dipelajari dari hasil ke;ja kita, kita bela jar sendiri scbenarnya kan 

kaiau untuk penempatan pegawai SDMnya itu kalau bisajujur itu kita belum 
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rnenempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat artinya memang pada 

dasamya kita melakukan suatu pekeijaan itu beium ada da.samya artinya 

belum ada hasil baik dari segi disiplin Hmu klta sehingga kita memulai dari 

nol artinya kalau misalnya menempatkan SDM itu dilatarbelakangi oleh 

memang itu yang merupakan disiplin ilmunya itu mungkin lebih cepat 

proses cara pengelolaannya atau SDMnya lebih mudah lcbih mengerti tctapi 

karena ini biasanya kita itukan penempatan pegawai itu tidak minta 

diposisikan seperti itu, itukan kebijakan pimpinan sehingga apapun yang 

dikerjalran disitu kita harus mengcrjakan sesuai dengan bentuk pekerjaan itu 

tapi kalau dHihat artinya manusia punya keterbatasan sehingga lrurang 

didasari disiplin ilmu yang mendukung pekerjaan itu, jadi sebailmya seperti 

itu ka1au memang bjsa dati rekrumentnya itu sudah menempatkan orang

orang artinya yang sesuai dengan jurusan dan keterampi1an yang dlmiliki, 

tapi kalau disinikan ngga, artinya kita ditempatkan memang ga tau 

ditempatkan dlmana dan memulai pekerjaan itu dari situ awalnya. 

T: Bagaimana dengan kesempatan untuk mengembangkan ilmu di Pusdok ini? 

J: saya belwn pernah mengikuti dildat, saya ngga tapi beberapa ternan telah 

d!arahkan,untuk dikJat-<fiklat pustakawan jadi itu diprogramk:an kcsana tapi 

disiplin ilmunya sudah diarahkan kesana 

T: .Bagaimana dengan tugas-tugas yang diberikan oleb pirnpinan? 

J: Pembagian tugas memang ya, pimpinan membagikan sesuai dengan tugasN 

tugas ki~ tapi seperti tadi saya bilang itu tidak berdasarkan disiplin ilrnu 

kita yang memang sesuai dengan disiplin ilmu kita tetapi lebih ke cara 

melakukan tugas sehari-hari karena pekeljaan itu harus dibagi, rnaka setiap 

orang mempunyai porsi yang sama tetapi rnempunyai pekeljaan yang 

berbeda~beda, misal untuk melaksanakan pekerjaannya itu kita akan trampll 

dengan cara otodidak, belajar sendiri banyak praktek sama pekerjaan itu 

dilak.•Htnakan ben.I!ang~ulang kearah itu sebenamya 

T: Adakah imbalau yang dipcroleh jika melakukan pekerjaan dengan baik? 
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1: Saya rasa sejauh ini kita itu kan tugas hanya dianggap sebagai tugas~ artinya 

tugas sehari-hari ini kita hams keljakan karena memang kita diberi tugas dan 

mengerjakannya itu tapi kalau masalah imbalan-imbalan tidak terlalu 

terpatok ke situ tapi kita targetnya harus melaksanakan pekeljaan yang 

merupakan tugas kita saja tapi kalaupun nanti misalnya ada kita syukuri tapi 

tidak berkiblat kearah situ karena memang kita mengerjakan pekerjaan yang 

sudah dibagikan atau diserahkan kepada kita untuk dikerjakan. 

T: Bagaimana dengan DP 3 apa anda puas dengan sistem ini? 

J: DP 3 merupakan kenilaian mutlak dari pimpinan, artinya memang apapun 

yang kita keljakan apakah itu memberikan kepuasan atau yang diinginkan 

oleh pimpinan memang saya rasa DP 3 itu susah artinya agak susah untuk 

dikaitkan artinya memang kalau kita perhatikan antara ternan satu sama 

Unnya itu bisa diartikan sama semua nilainya sementara kinerja atau apanya 

berbeda jadi DP 3 tidak dapat dijadikan patQkan atau ukuran untuk menHai 

prestasi ketja. 
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